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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan 

memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang 

sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan 

memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh 

dan mengembangkan kehidupan bermartabat, sebagaimana yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Penangggulangan Kemiskinan. 

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan 

ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan 

perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani 

kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum 

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,  

pekerjaan, perumahan,  air bersih, pertanahan, sumberdaya alam  dan  

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan  atau ancaman tindak 

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, 

baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berbagai program 

penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Dalam konteks Pembangunan Daerah kemiskinan merupakan salah 

satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan, penyelesaian 

permasalahan kemiskinan tentunya tidak mudah karena kemiskinan 

mempunyai sifat yang kompleks dan multidimensional. Dampak dari 

kemiskinan dapat menyebabkan beberapa hal seperti secara sosial 

ekonomi dapat menjadi beban pemerintah dan masyarakat, rendahnya 

kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, 

menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemungkinan 

merosotnya mutu generasi yang akan datang. Berbagai upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan mengalokasikan 

berbagai program unggulan, termasuk ditetapkannya Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai 

salah satu bentuk komitmen bersama dalam percepatan penanggulangan 
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kemiskinan di Kota Pekalongan. Pencapaian target penurunan angka 

kemiskinan sebagaimana ditargetkan pada dokumen RPJMD Kota 

Pekalongan Tahun 2021-2026 dimana pada akhir periode ditargetkan 

angka kemiskinan sebesar 5,89%, tetapi berdasarkan data BPS Kota 

Pekalongan, angka kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2020 

sebesar 7,17%, tentu diperlukan upaya dan strategi percepatan 

penanggulangan kemiskinan, apalagi dengan adanya pandemi Corona 

Virus Disease-19 (Covid-19) yang terjadi secara global sangat berdampak 

tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga seluruh sektor kehidupan 

manusia. 

Melihat kondisi tersebut maka dibutuhkan dokumen Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan. Dokumen RPKD 

diharapkan menjadi acuan dan pedoman untuk mengintegrasikan program 

penanggulangan kemiskinan dalam proses perencanaan dan 

penganggaran baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, selain 

itu RPKD juga diharapkan mampu meningkatkan dukungan dan komitmen 

dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Pekalongan untuk bersama-

sama bersinergi dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan 

kemiskinan. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin 

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  I-3 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

7. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata 

Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan 

Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19); 

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 

Tahun 2016 Nomor 14);  

11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan 

(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5); dan 

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 

Tahun 2021 Nomor 8). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah untuk 

memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi 

penanggulangan kemiskinan dalam 5 (lima) tahun ke depan. 

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah: 
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1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar 

perumusan permasalahan dan isu strategis kemiskinan daerah 

sebagai dasar prioritas penanggulangan kemiskinan daerah untuk 

lima tahun ke depan. 

2. Merumuskan prioritas program dalam upaya penanggulangan 

masalah kemiskinan di daerah. 

3. Membangun komitmen Pemerintah Kota Pekalongan bersama 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, lembaga 

masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, 

akademisi, dan seluruh stakeholder masyarakat lainnya untuk 

melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. 

4. Meningkatkan   koordinasi   antar   lembaga   penanggulangan 

kemiskinan dan seluruh stakeholder penanggulangan kemiskinan 

lainnya. 

5. Meningkatkan sinergitas dan efektivitas program penanggulangan 

kemiskinan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah maupun sumber anggaran lainnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Pada bagian ini berisikan latar belakang penyusunan RPKD, 

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika 

penulisan. 

Bab II Kondisi Umum Kota Pekalongan 

Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum wilayah, 

pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks 

Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan 

Aspek Pelayanan Umum. 

Bab III Profll Kemiskinan 

Pada bagian ini menjelaskan kondisi kemiskinan konsumsi, 

kondisi kemiskinan non konsumsi dan kondisi kemiskinan 

menurut tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) di Kota 

Pekalongan. 

Bab IV Relevansi dan Realisasi APBD  

Pada bagian ini menguraikan tentang analisa kinerja 

pelaksanaan APBD, kerangka pendanaan daerah dan kinerja 

anggaran penanggulangan kemiskinan. 
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Bab V Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan 

Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

 Pada bagian ini menguraikan tentang realisasi  program 

penanggulangan kemiskinan dan  kelembagaan koordinasi 

penanggulangan kemiskinan. 

Bab VI Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pada bagian ini menguraikan tentang sistem monitoring dan 

evaluasi penanggulangan kemiskinan. 

 

Bab VII Proritas Program Penanggulangan Kemiskinan  

Pada bagian ini menjelaskan prioritas program penanggulangan 

kemiskinan di Kota Pekalongan. 

Bab VIII Penutup 

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 

KONDISI UMUM KOTA PEKALONGAN 
 

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah dan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa serta 

merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa 

karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota 

Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak 

Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Secara umum, 

gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

2.1 Gambaran Umum Wilayah 

 Geografi   

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, 

dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan 

posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan         

109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 

510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. 

Secara administratif Kota Pekalongan terbagi dalam 4 kecamatan 

dengan luas wilayah 4.642 Ha, atau 0,14 % dari luas wilayah Jawa 

Tengah (Luas Jawa Tengah 3.254 ribu Ha). Kecamatan paling luas adalah 

Pekalongan Utara sekitar 33% dari luas Kota Pekalongan (1.488 Ha) dan 

kecamatan paling kecil adalah Pekalongan Timur sekitar 21% dari Kota 

Pekalongan (952 Ha). 

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020 

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan 
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Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang; 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan 

Pekalongan; dan  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. 

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km2. 

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari 

wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari           

4 kecamatan dan 27 kelurahan.  

 

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029 

Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan 

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu 

Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, 

Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur 

terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, 

Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan 

Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran 

Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. 

Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu 

Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan 

Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah 

kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 Km2 atau 33% dari luas 

wilayah Kota Pekalongan. 
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Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan 

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Luas (%) 

1 Kec. Pekalongan Barat 10,00 22 

2 Kec. Pekalongan Timur 9,63 21 

3 Kec. Pekalongan Selatan 11,47 24 

4 Kec. Pekalongan Utara 15,32 33 

 TOTAL 46,42 100 
Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020 

 

 Topografi 

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran 

rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0-6 meter 

dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini 

dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan 

sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa 

tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah 

permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan 

Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan 

adanya penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kota 

Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, 

penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi 

secara siginifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan 

wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang 

sangat serius untuk menanggulanginya. 

 

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020 

Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  II-4 

Memiliki wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan 

dengan ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap 

pengelolaan sumber daya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan 

sumber daya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi 

Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global 

dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air 

laut. 

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan 

kawasan hilir dan muara dari beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut 

maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, 

terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, 

sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi 

aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami 

genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah 

permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin 

meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, 

terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. 

Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama 

sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan 

merupakan wilayah yang datar.  

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. 

Luas tanah di Kota Pekalongan sebagian besar merupakan lahan berupa 

tanah kering sebesar 3.756 Ha atau sekitar 80,91% dari total luas tanah, 

dan sisanya 886 Ha dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Luas 

penggunaan tanah di Kota Pekalongan, dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 2.2 Luas Penggunaan Tanah  
di Kota Pekalongan 

No Kecamatan 
Tanah 

Sawah (Ha) 
Tanah Kering 

(Ha) 
Jumlah 

(Ha) 

1 Pekalongan Barat 81 919 1.000 

2 Pekalongan Timur 271 692 963 

3 Pekalongan Selatan 419 728 1.147 

4 Pekalongan Utara 115 1.417 1.532 

TOTAL  886 3.756 4.642 
Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2020, 2020 

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan 

adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 

2020 adalah seluas 886 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat 

seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 271 Ha, Kecamatan 

Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara 

seluas 115 Ha.  
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Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan 

yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun 

(built up area). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk 

pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan 

perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non 

pertanian, semakin berkurangnya sawah beririgasi teknis karena semakin 

meluasnya kawasan sawah yang terdampak rob air laut sehingga tidak 

bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan idle 

(lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan 

yang berada di wilayah Pekalongan bagian utara. 

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan 

adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan 

jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk 

penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap 

kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut 

lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak 

tentunya memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah. 

Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian 

besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan 

rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada 

lahan pertanian. 

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan 

adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan 

berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, 

kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan 

pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap 

mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu 

dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, 

khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus 

pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

 Demografis 

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 berdasarkan 

data BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 155.145 

jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima 

tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. 

Hal ini terlihat pada angka sex ratio sebesar 102,07 yang berarti bahwa 

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102,07 penduduk laki-laki. 

Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, 

dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut: 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  II-6 

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

Tahun 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Total 

2016 149.623 149.599 299.222 

2017 150.887 150.983 301.870 

2018 152.202 152.275 304.477 

2019 153.778 153.319 307.097 

2020 155.145 152.005  307.150 
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2021 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah 

penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sekitar 

2.625 jiwa. Pada tahun 2020 bertambah 53 jiwa dengan laju pertumbuhan 

penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,85%. Seiring dengan adanya 

sensus penduduk tahun 2020. 

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan  
Tahun 2016–2020 

Tahun Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 

2016 0,95 

2017 0,94 

2018 0,96 

2019 0,86 

2020 0,85 
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020, 2021 

Tabel 2.4 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota 

Pekalongan tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan 

penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,85%. Dari 

tahun 2016 sampai tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk Kota 

Pekalongan cenderung menurun dan mengalami kenaikan pada tahun 

2018 sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 kembali mengalami 

penurunan menjadi 0,85%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 

tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 0,91%. 

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk 

yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke Kota Pekalongan 

dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi 

mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota 

Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.5: 
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Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

Tahun Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 

2016 6.612,64 

2017 6.671,16 

2018 6.729,00 

2019 6.786,67 

2020 6.787,85 
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 

paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 

25.645 jiwa, diikuti rentang usia 30-34 tahun sebanyak 25.585 jiwa. 

Sedangkan jumlah lanjut usia di atas usia 60 tahun sebanyak 28.748 jiwa. 

Pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu 

signifikan. Secara lengkap data jumlah penduduk Kota Pekalongan tahun 

2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada 

tabel 2.6 berikut: 

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) 

Umur 
(tahun) 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

0-4 12.254 11.703 23.957 

5-9 12.600 11.956 24.556 

10-14 12.639 11.832 24.471 

15-19 13.086 12.291 25.377 

20-24 13.023 12.144 25.167 

25-29 13.443 12.202 25.645 

30-34 13.395 12.190 25.585 

35-39 12.737 12.109 24.846 

40-44 12.004 11.861 23.865 

45-49 10.130 10.510 20.640 

50-54 8.981 9.632 18.613 

55-59 7.628 8.052 15.680 

60-64 5.793 6.234 12.027 

65+ 7.432 9.289 16.721 

Jumlah 155.145 152.005 307.150 
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 

 
 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota 

Pekalongan selama tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan semakin 
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membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara 

riil dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang 

cukup tajam, hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19. Grafik 

berikut ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama 

kurun waktu 2016-2020. 

Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020 

 

 
Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020 (diolah), 2020 
Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak 

dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, 

khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga 

menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan 

yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan 

daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar 

dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan 

ekonomi Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 

tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,00% 

hingga 5,69%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 

melambat sebesar -1,87% yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 

yang melanda secara global. 

Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima 

tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota 

Pekalongan selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional 

sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan 

berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,69%, 

dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -1,87%. 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan
(%)

5,36 5,32 5,69 5,50 -1,87

Prov. Jawa Tengah
(%)

5,28 5,27 5,32 5,41 -2,65

Nasional (%) 5,02 5,07 5,17 5,02 -2,07

-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
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Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota 

Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan 

secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga daerah tersebut. 

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas 

Kota Salatiga dan Kota Magelang. Namun tahun 2017 berada dibawah 

ketiga daerah setara tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan 

ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang namun masih      

di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sedangkan pada tahun 2020 

pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Tegal dan 

Kota Magelang, namun masih di bawah Kota Salatiga, dengan 

pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dari tahun 2019. 

Selengkapnya disajikan pada grafik berikut: 

Grafik 2.2  Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 
dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016-2020 

 

 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 
 

2.3 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator 

kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok 

pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar 

penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat 

pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka 

Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita per tahun yang 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan (%) 5,36 5,32 5,69 5,50 -1,87

Kota Tegal (%) 5,49 5,95 5,87 5,77 -2,25

Kota Salatiga (%) 5,27 5,58 5,84 5,90 -1,68

Kota Magelang (%) 5,23 5,42 5,46 5,44 -2,45

-2,80

-1,60

-0,40

0,80

2,00

3,20

4,40
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disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. 

Perkembangan IPM Kota Pekalongan menunjukan peningkatan 

setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 sebesar 73,32 menjadi 74,98   

di tahun 2020. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, 

IPM Kota Pekalongan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan 

Nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karesidenan Pekalongan, dari 

tahun 2016 sampai 2020, Kota Pekalongan menempati urutan kedua       

di bawah Kota Tegal.  

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada tahun 2016 juga mengalami perubahan. Komponen 

yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), 

Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap) dan 

Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara 

peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM 

secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota 

Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus 

menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota 

Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama 

Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang 

kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian 

masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih 

diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka 

harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami 

peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya 

berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan. 

Grafik 2.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar  

Tahun 2016-2020 (%) 

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan (%) 73,32 73,77 74,24 74,77 74,98

Prov. Jateng (%) 69,98 70,52 71,12 71,73 71,87

Nasional (%) 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94

Kota Tegal (%) 73,55 73,95 74,44 74,93 75,07

Kab. Pekalongan (%) 67,71 68,40 68,97 69,71 69,63

Kab. Pemalang (%) 64,17 65,04 65,67 66,32 66,32

Kab. Tegal (%) 65,84 66,44 67,33 68,24 68,39

Kab. Batang (%) 66,38 67,35 67,86 68,42 68,65

62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
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Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama 

sekolah. Secara rata-rata penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai 

di kelas 8 semester 2. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena 

itu selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama 

untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah  juga menjadi masukan dalam 

menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi 

masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat 

tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota 

Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel 2.7: 

Tabel 2.7 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Tahun 

Rata-rata 
Lama 

Sekolah 
(tahun) 

Harapan 
Lama 

Sekolah 
(tahun) 

Usia 
Harapan 

Hidup 
(tahun) 

Pengeluaran 
per Kapita 
per tahun  
(Rp 000) 

IPM 

2016 8,29 12,88 73,32 11.721,00 73,32 

2017 8,56 12,78 74,19 11.800,00 73,77 

2018 8,57 12,79 74,25 12.312,00 74,24 

2019 8,71 12,83 74,28 12.680,00 74,77 

2020 8,96 12,84 74,38 12.467,00 74,98 
Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021 

 

2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas          

di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami 

peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2016 rata-rata lama 

sekolah hanya 8,29 tahun, pada tahun berikutnya 2017 menjadi 8,56 

tahun. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah menjadi 8,57 tahun, di 

tahun 2019 sebesar 8,71 tahun dan tahun 2020 menjadi 8,96 tahun. 

Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi 

Jawa Tengah yang pada tahun 2020 berada pada angka 7,69. 

Grafik 2.4 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah  
di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah  

Tahun 2016-2020 

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021 

2016 2017 2018 2019 2020

RLS Kota
Pekalongan (tahun)

8,29 8,56 8,57 8,71 8,96

RLS Prov. Jateng
(tahun)

7,15 7,27 7,35 7,53 7,69
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2.3.2 Harapan Lama Sekolah 

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama 

Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 

pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada 

usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program 

wajib belajar. 

Grafik 2.5 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan  
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021 

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima 

tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung 

meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka Harapan Lama 

Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,84 tahun, artinya bahwa penduduk 

Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih 

bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 

tahun masih sekolah. 

 

2.3.3 Usia Harapan Hidup 

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan 

kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada 

khususnya. Dalam kurun waktu 2016-2020, UHH di Kota Pekalongan 

semakin meningkat dari 73,32 pada tahun 2016 menjadi 74.38 di tahun 

2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan 

dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan 

secara umum sudah semakin membaik.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat 

kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek 

2016 2017 2018 2019 2020

HLS Kota
Pekalongan (tahun)

12,88 12,78 12,79 12,83 12,84

HLS Prov. Jateng
(tahun)

12,45 12,57 12,63 12,68 12,70

12,30

12,40

12,50

12,60
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12,90
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lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek 

kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan 

serta menjadi investasi di masa yang akan datang.  

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui 

kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan 

kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas 

sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor 

kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan gizi, perubahan perilaku, 

pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan 

serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan continuum of care 

atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif 

disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, 

anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan 

peran keluarga, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dasar 

(Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). 

Grafik 2.6 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan 
dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 

 
 

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021 
 

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota 

Pekalongan lebih tinggi dibandingkan angka Jawa Tengah. Hal ini dapat 

terlihat pada Grafik 2.6. Dari tahun 2016-2020, UHH Kota Pekalongan 

berada di atas Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

UHH Kota
Pekalongan (tahun)

73,32 74,19 74,25 74,28 74,38

UHH Prov. Jateng
(tahun)

74,02 74,08 74,18 74,23 74,37
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2.3.4 Pengeluaran Per Kapita 

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan 
penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota 
Pekalongan terus meningkat sepanjang 2016-2020. Pada tahun 2016 
pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.721.000,- 
kemudian meningkat menjadi Rp.11.800.000,- pada tahun 2017. Di tahun 
2018 berada di angka Rp.12.312.000,- dan di tahun 2019 naik hingga 
Rp.12.680.000,-. Namun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota 
Pekalongan menurun sebesar Rp.12.467.000,-. 

 
Grafik 2.7 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita  

Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2016-2020 

 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 

 

2.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian 
kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM 
dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan 
untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki 
dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan 
nilai IPG. 
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Grafik 2.8 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan  
dengan Provinsi Jawa Tengah  Tahun 2016-2020 

 
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021 

 

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 

cenderung relatif stabil. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa 

Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi 

Jawa Tengah. Pada tahun 2020, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,17 

mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota 

Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, 

kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika 

dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan 

masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. 

 

2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang 

mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. 

Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, 

nilai IDG Kota Pekalongan berfluktuasi. Pada tahun 2016, nilai IDG Kota 

Pekalongan sebesar 67,44, kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 

65,11 dan meningkat kembali ditahun 2018 diangka 68,62. Pada tahun 

2019 menurun cukup drastis di angka 60,95 dan kembali menurun           

di tahun 2020 di angka 58,29. Dari ketiga komposit IDG, keterlibatan 

perempuan dalam parlemen masih rendah yaitu sebesar 8,82% atau 3 

dari 35 anggota legislatif.  

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 

2016-2020 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi 

Jawa Tengah. Ini dapat terlihat pada Grafik 2.9, kondisi ini menunjukkan 

bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan lebih rendah 

2016 2017 2018 2019 2020

IPG Kota Pekalongan
(%)

94,71 94,43 94,59 94,92 95,17

IPG Prov. Jateng (%) 92,22 91,94 91,95 91,89 92,18
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dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi 

dan politik. 

Grafik 2.9 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 

 
 

 

2.6 Aspek Pelayanan Umum 

2.6.1  Bidang Pendidikan 

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi 

strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan 

kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan berdaya saing. 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan 

kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. 

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara 

meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu 

pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka 

kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam 

pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk 

yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase 

penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah 

dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk 

mengetahuinya, yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi 

Murni (APM), serta Angka Partisipasi Sekolah (APS). 

1. Angka Partisipasi Kasar  

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa 

pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan 
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Sumber : www.bps.go.id, 2021 
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dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 

(lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 

mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan 

SMA/MA/SMK. Pada jenjang SD/MI, APK Kota Pekalongan 

mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 namun di tahun 2019 

mengalami peningkatan sebesar 112,45%. Kemudian mengalami 

penurunan kembali di tahun 2020 sebesar 110,98%. 

Pada jenjang SMP/MTs, APK cenderung fluktuatif. Tahun 2016, 

APK SMP Kota Pekalongan sebesar 79,95%, kemudian mengalami 

peningkatan di tahun 2017 menjadi 82,97%. Pada tahun 2018 

mengalami penurunan menjadi 74,54%. Pada tahun 2019 dan 2020 

meningkat kembali menjadi 75,91% dan 79,36%. Secara rinci 

perkembangan APK di Kota Pekalongan tahun 2016-2020 baik pada 

jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/Sederajat dapat dilihat pada 

Grafik 2.10 berikut: 

Grafik 2.10 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021. 

APK pada jenjang SMA cenderung mengalami penurunan 

sepanjang tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, APK pada jenjang 

SMA Kota Pekalongan sebesar 119,17%, kemudian mengalami 

penurunan hingga tahun 2019 menjadi 74,92%. Pada tahun 2020 

mengalami  peningkatan sebesar 78,66%. 

2. Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa 

usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia 

yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota 

Pekalongan dari tahun 2016-2020 jenjang SD/MI mendekati 100% dan 

di pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 99,52% 
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dan 99,48%. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs Kota Pekalongan 

pada tahun 2018 meningkat menjadi 74,54% jika dibandingkan tahun 

2017 yaitu 74,08%. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 

2019 menjadi 71,85% dan menjadi 74,55% di tahun 2020. Capaian 

APM jenjang SMA/Sederajat Kota Pekalongan tahun 2016-2020 

cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, capaian sebesar 74,41% lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 dan 2017 

yaitu sebesar 52,91% dan 55,32%. Pada tahun 2019 mengalami 

penurunan menjadi 54,81% dan di tahun 2020 menjadi 55,58%. 

Secara umum, capaian APM Kota Pekalongan pada jenjang SD/MI 

pada tahun 2016-2020 berada di atas capaian APM Provinsi Jawa 

Tengah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dan 

Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2020 baik pada jenjang SD/MI 

maupun SMP/MTs, maupun SMA/sederajat dapat dilihat pada Grafik 

2.11 berikut: 

 

Grafik 2.11 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021.  
 
 

3. Angka Partisipasi Sekolah  

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara 

siswa kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa 

memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) dengan penduduk 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota (SD/ MI/ Sederajat

(%)
100 98,23 100 99,52 99,48

Jawa Tengah (SD/MI/

Sederajat (%)
96,64 97,13 97,75 97,77 98

Kota (SMP/ MTs/

Sederajat (%)
74,49 74,08 74,54 71,85 74,55

Jawa Tengah (SMP/Mts/

Sederajat (%)
78,89 79,13 79,31 79,31 81

Kota (SMA/ Sederajat

(%)
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Sederajat (%)
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kelompok usia sekolah yang bersesuaian dan dinyatakan dalam 

persentase. 

Capaian APS Kota Pekalongan untuk usia 7-12 tahun dari tahun 

2016 sampai 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 

100% dan turun pada tahun 2017 yaitu 99,73%. Tahun 2018 

mengalami kenaikan lagi hingga 100%. Namun pada tahun 2019 

sampai 2020 capaian APS cenderung mengalami penurunan. 

Demikian juga dengan capaian APS usia 13-15 tahun. Angka 

terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 95,23% dan setelah itu 

cenderung mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Capaian APS 

usia 16-18 tahun Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 

berada di bawah capaian APS Provinsi Jawa Tengah. Grafik capaian 

angka partisipasi sekolah di Kota Pekalongan tahun 2016-2020 

sebagai berikut: 

Grafik 2.12 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

 
 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Usia 7-12 Tahun

(%)
100 99,73 100 99,89 99,48

Jawa Tengah Usia 7-12

Tahun (%)
99,58 99,62 99,76 99,77 99,73

Kota Usia 13-15 Tahun

(%)
96,04 95,97 95,23 95,87 99,11

Jawa Tengah Usia 13-15

Tahun (%)
95,41 95,48 95,48 96,11 96,37

Kota Usia 16-18 Tahun

(%)
66,08 66,08 61,32 64,98 62,24

Jawa Tengah Usia 16-18

Tahun (%)
67,95 68,48 68,48 69,65 70,14
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2.6.2  Bidang Kesehatan 

1. Angka Kematian Ibu 

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu 

selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh 

kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan 

karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll di setiap 

100.000 kelahiran hidup.  

AKI mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan 

dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial 

ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, 

kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, 

tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk 

pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya AKI menunjukkan keadaan 

sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan 

termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula serta 

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini. 

Grafik 2.13 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu 
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020 

Kondisi AKI Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2016 AKI sebesar 137,36 

dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus meningkat 

menjadi 171,26 pada tahun 2017 dengan jumlah kasus kematian ibu 

sebanyak 10 kasus. Namun mulai tahun 2018 Pemerintah Kota 

Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 

118,42 per 100.000 KH pada tahun 2018 dan kemudian menurun lagi 
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menjadi 101,30 per 100.000 KH pada tahun 2019. Penyebab 

langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan 

karena kasus pre-eklamsia berat, perdarahan dan emboli air ketuban. 

2. Angka Kematian Bayi 

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada 

periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. 

Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang 

merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap 

kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya 

infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan 

congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan 

beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti 

rendahnya persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan, 

rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi 

ibu hamil yang masih rendah.  

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi 

(0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) 

dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka 

Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 72 kasus 

atau sekitar 12,36 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 

2020 sebanyak 51 kasus atau sekitar  8,81 per 1.000 kelahiran hidup. 

Faktor penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan 

disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, 

kelainan congenital, kelainan saluran pencernaan, pnemonia, diare 

dan adanya penyakit penyerta lainnya. 

 

Grafik 2.14 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi  
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020 

2016 2017 2018 2019 2020
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3. Angka Kematian Balita 

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang 

dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 

5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). 

AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, 

tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi 

dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal. 

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 cenderung 

menunjukkan trend yang meningkat. AKABA tertinggi terjadi pada 

tahun 2016 sebanyak 103 kasus atau sekitar 17,69 per 1.000 KH 

kemudian menurun menjadi 12,67 per 1.000 KH pada Tahun 2017. 

Namun mulai tahun 2018 sampai 2019 meningkat kembali dari 13,36 

per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi 16,04 per 1.000 KH pada 

tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan angka 

kematian balita yang cukup signifikan, dimana terjadi 64 kasus atau 

10,84 per 1000 KH. Kasus AKABA di Kota Pekalongan lebih banyak 

disebabkan faktor penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, 

DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta 

kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. 

Grafik 2.15 Kasus Kematian Balita dan AKABA Kota Pekalongan 
Tahun 2016-2020 

 

 
 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020 

 

4. Persentase Balita Gizi Buruk 

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam 

kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Persentase balita gizi buruk 

di Kota Pekalongan sebesar 0,07% pada tahun 2020. 
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Grafik 2.16 Kasus Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita Gizi Buruk 
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020 

Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan jumlah 

kasusnya. Dimana pada tahun 2016 ada 37 kasus, dan terus menurun 

jumlah balita gizi buruk menjadi 12 kasus pada tahun 2019, tetapi ada 

sedikit kenaikan pada tahun 2020 menjadi 15 kasus. 

5. Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi 

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota 

Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). 

Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 

5 tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut: 

 

Tabel 2.8 Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi  
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Tahun 
IR DBD per 

100.000 
penduduk 

CFR 
DBD 
(%) 

CFR TB per 
100.000 

penduduk 

CNR TB per 
100.000 

penduduk 

HIV/AIDS 

HIV AIDS 

2016 15,56 0,00 5,33 193,97 14 14 

2017 14,42 4,55 5,9 214,72 32 16 

2018 11,24 8,57 4,17 260,67 68 29 

2019 18,19 1,75 4,78 249,71 57 40 

2020 26,89 7,06 1,27 171,14 118 1 
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021 

Pandemi Covid-19 yang melanda secara global termasuk Kota 

Pekalongan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini sangat 

berpengaruh pada seluruh sektor kehidupan baik sektor kesehatan, 

sosial maupun ekonomi. Sehingga berpengaruh terhadap 

meningkatnya jumlah penduduk miskin. 

Indonesia terus mengalami peningkatan tajam dalam jumlah 

Covid-19 kasus di berbagai provinsi dan kabupaten dalam beberapa 
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bulan terakhir. Penyebaran virus Covid-19 juga terjadi di Kota 

Pekalongan. Data penderita Covid-19 bersifat fluktuatif yang 

mengalami perubahan setiap hari. Data pantauan Covid-19 di Kota 

Pekalongan dapat dilihat pada Grafik 2.17 berikut: 

 

Grafik 2.17 Perkembangan Persebaran Covid-19 di Kota Pekalongan 
Bulan Maret-Desember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), Tahun 2020 

 

Secara umum Pandemi Covid-19 di Kota Pekalongan naik secara 

signifikan. Persebaran kasus Covid-19 mulai terkonfirmasi pada bulan 

April 2020 sejumlah 10 kasus. Terhitung sampai bulan Desember 

2020 ada 1.397 kasus jumlah orang yang sudah terjangkit Covid-19. 

Tercatat sampai akhir tahun 2020 terdapat 27 dirawat RS, 1.215 

kasus sudah sembuh, 86 kasus meninggal, dan isolasi mandiri 69 

kasus. 

Pada tahun 2021, kasus Covid-19 di Kota Pekalongan juga 

semakin meningkat. Bulan Januari 2021 jumlah kasus terkonfirmasi 

sebanyak 1.676 kasus. Meningkat sebesar 133 kasus menjadi 1.809 

kasus di bulan Februari 2021. Bulan Maret 2021 jumlah kasus 

sebesar 2.011 kasus, kemudian meningkat di bulan April 2021 

sebesar 2.228 kasus dan pada Bulan Mei 2021 terdapat 2.402 kasus. 

Hingga ada lonjakan cukup besar terjadi di bulan Juni 2021 sebanyak 

782 kasus menjadi 3.184 kasus.  
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Grafik 2.18 Perkembangan Persebaran Covid-19 di Kota Pekalongan 
Bulan Januari-Juni 2021  

 

 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), Juli Tahun 2021 

 

2.6.1 Bidang Infrastruktur Dasar dan Kawasan Permukiman 

1. Penduduk Mengakses Layanan Air Bersih  

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa 

konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. 

Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air 

bersih semakin bertambah, meskipun belum 100% terlayani Cakupan 

penduduk yang mendapatkan akses air bersih di Kota Pekalongan 

pada tahun 2016 sebesar 85,89% dari jumlah penduduk Kota 

Pekalongan. Dan cakupan penduduk yang mendapatkan akses air 

bersih terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir 

tahun 2020 mencapai 88,79% dari jumlah penduduk Kota 

Pekalongan. 
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Grafik 2.19 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020 

2. Penduduk Bersanitasi 

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang 

menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor 

lingkungan agar munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-

faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan 

penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, 

sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal. 

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. 

Pada tahun 2016 cakupan pelayanan sebesar 92,51% dan pada 

tahun 2020 mencakup 99,29%. Perkembangan penduduk bersanitasi 

di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.9 Penduduk Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

Jumlah Penduduk Bersanitasi 
(jiwa) 

276.810 284.029 297.839 305.009 304.969 

Jumlah Penduduk (jiwa) 299.222 301.870 304.477 307.097 307.150 

Rasio Penduduk Bersanitasi 92,51% 94,09% 97,82% 99,32% 99,29% 

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021 

2.6.2 Bidang Ketenagakerjaan  

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Penduduk yang

Terlayani Air Bersih

(jiwa)
257.002 255.724 265.430 272.090 272.718

Jumlah Penduduk (jiwa) 299.222 301.870 304.477 307.097 307.150

Persentase Penduduk

yang Terlayani Air

Bersih
85,89 84,71 87,18 88,6 88,79
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1. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Bonus demografi merupakan melonjaknya usia produktif              

di Indonesia, sehingga semakin tidak sebanding antara lapangan 

pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja yang ada maka 

akan memunculkan angka pengangguran. Ekonomi Indonesia 

memiliki potensi untuk tumbuh tinggi dengan adanya bonus 

demografi, jika diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang kompetitif. 

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase 

jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah 

penduduk angkatan kerja. Pada tahun 2016 TPT Kota Pekalongan 

memiliki nilai dibawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 

Tetapi pada sejak tahun 2017 melonjak melampaui TPT Provinsi Jawa 

Tengah, artinya jumlah pengangguran di Kota Pekalongan semakin 

meningkat. Tetapi jika dibandingkan dengan Kota Tegal, TPT Kota 

Pekalongan masih berada di bawahnya. Tingkat pengangguran 

terbuka di Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar 5,77% atau menurun 

0,36 poin dari tahun 2018 yang berada pada angka 6,13%. Tetapi 

pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kota Pekalongan naik 

menjadi 7,02% artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk 

angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur. 

Secara global tingkat pengangguran meningkat akibat adanya 

pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, yang sangat 

berdampak pada bidang ketenagakerjaan. Secara rinci Tingkat 

Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dan daerah sekitar serta 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 

berikut: 
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Grafik 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dengan 
Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 
Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021 

 

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase 

banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang 

berumur sepuluh tahun ke atas.  TPAK merupakan suatu indikator 

ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang 

aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu 

waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang 

tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja 

yang mengakibatkan semakin kecil TPAK. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, adalah pendidikan, 

jenis kelamin, usia dan lain-lain. 

TPAK di Kota Pekalongan kurun waktu tahun 2016-2020 

menunjukan tren peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 

67,47% dan terus meningkat menjadi 72,32% pada tahun 2019, tetapi 

akibat pandemi Covid-19, TPAK di Kota Pekalongan mengalami 

penurunan cukup signifikan menjadi 66,45%. Jika sebelum adanya 

pandemi Covid-19 TPAK Kota Pekalongan berada di atas angka 

TPAK Provinsi Jawa Tengah, tetapi pada tahun 2020 berada di bawah 

Provinsi Jawa Tengah, dimana TPAK Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2020 sebesar 69,43% dan pada tahun 2019 sebesar 68,62%. 

Secara rinci TPAK Kota Pekalongan dan daerah sekitar serta Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 2.21 berikut: 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan (%) 4,10 5,05 6,13 5,77 7,02

Kota Tegal (%) 8,06 8,19 7,94 8,07 8,40

Kota Salatiga (%) 6,43 3,96 4,28 4,43 7,44

Kota Magelang (%) 6,43 6,68 4,88 4,43 8,59

Prov. Jawa Tengah (%) 4,63 4,57 4,51 4,49 6,48

Nasional (%) 5,61 5,50 5,30 5,23 7,07
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Grafik 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan 
dengan Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2021 

Melihat grafik TPAK tersebut dapat dilihat dampak pandemi 

terhadap TPAK lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, karena 

TPAK di Kota Pekalongan dan Kota Tegal pada tahun 2020 megalami 

penurunan jika dibandingkan TPAK tahun 2019, dimana TPAK pada 

tahun 2019 di Kota Pekalongan sebesar 72,32% turun menjadi 

66,45% di tahun 2020 dan TPAK di Kota Tegal semula 69,38%           

di tahun 2019 turun menjadi 64,57% di tahun 2020. Tetapi TPAK       

di wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten 

Batang justru tetap mengalami peningkatan, dimana TPAK tahun 

2019 di Kabupaten Batang sebesar 68,53% meningkat menjadi 

69,78% di tahun 2020 demikian juga TPAK di Kabupaten Pekalongan, 

yang semula 70,90 di tahun 2019 meningkat menjadi 71,23% di tahun 

2020. 

2.6.3 Bidang Pangan 

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup 

empat sub sistem yaitu : (a) Ketersediaan pangan melalui upaya 

peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan 

produksi pangan lokal serta cadangan pangan; (b) Keterjangkauan 

pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, 

informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan 

kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui 

sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan 67,47 69,28 70,21 72,32 66,45

Kab. Batang 67,62 67,7 70,05 68,53 69,78

Kab. Pekalongan 64,6 70,98 70,32 70,9 71,23

Kota Tegal 65,17 66,33 65,24 69,38 64,57

Prov. Jateng 67,86 69,11 68,56 68,62 69,43

Nasional 66,34 69,02 67,26 67,49 67,77
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Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio 

ketersediaan pangan utama. Pada tabel 2.10 dapat dilihat bahwa 

sepanjang tahun 2016-2017 ketersediaan pangan utama mengalami 

kecenderungan naik dari 6.855.003 di tahun 2016 menjadi 7.382.286 

di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang 

cukup tajam menjadi 5.860.781 dan pada tahun 2019 dan 2020 lebih 

menurun lagi menjadi 5.400.416 dan 4.769.190. Secara otomatis 

persentase ketersediaan pangan juga sebanding dengan fluktuasi 

ketersediaan pangan, yaitu meningkat pada tahun 2016-2017 dan 

semakin menurun pada tahun 2018-2020. 

Tabel 2.10 Rasio Ketersediaan Pangan Utama  
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Tahun 
Ketersediaan 

Pangan Utama 
Per tahun 

Jumlah 
Penduduk 

Persentase  

2016 6.855.003 299.222 22,91 

2017 7.382.286 301.870 24,46 

2018 5.860.781 304.477 19,25 

2019 5.400.416 307.097 17,59 

2020 4.769.190 307.150 15,53 

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021 

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan 

atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, 

baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam 

hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi 

kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, 

budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi 

pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH, merupakan salah satu 

indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari 

aspek konsumsi.  

Skor PPH selama lima tahun terakhir terus membaik. Skor PPH 

Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin 

membaik pada tahun 2016-2020. Jika skor PPH tahun 2016 sebesar 

88,70 maka pada tahun 2020 semakin naik menjadi 92,01. Capaian 

skor PPH dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut: 
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Tabel 2.11 Skor PPH Kota Pekalongan  
Tahun 2016-2020 

Tahun Skor PPH Kota Pekalongan 

2016 88,70 

2017 89,71 

2018 90,42 

2019 91,31 

2020 92,01 

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021 

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, 

menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan 

menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 

sebesar 108,7 kg per kapita/tahun. Begitu pula dengan sayur dan 

buah bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelompok 

pangan lainnya, yaitu 82,2 kg per kapita/tahun pada tahun 2019 dan 

menurun menjadi 70,0 kg per kapita/tahun pada tahun 2020.           Di 

urutan ketiga ditempati kelompok pangan hewani (45 kg/kapita/tahun 

tahun 2019 dan menurun menjadi 36,8 kg perkapita/tahun pada tahun 

2020), selanjutnya diikuti dengan kacang-kacangan, umbi-umbian dan 

kelompok pangan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12 

berikut: 

Tabel 2.12 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan  
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Capaian Konsumsi 
Kelompok Pangan 

Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 

Padi-padian Kg/Kap/th 101,5 107,0 98,8 102,0 108,7 

Umbi-umbian Kg/Kap/th 16,0 16,5 16,5 18,8 7,9 

Pangan Hewani Kg/Kap/th 38,3 40,2 47,0 45,0 36,8 

Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 17,2 12,2 11,8 5,7 6,6 

Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 3,5 2,6 2,8 2,3 0,8 

Kacang-kacangan Kg/Kap/th 13,8 19,0 18,0 23,5 8,4 

Gula Kg/Kap/th 9,5 10,0 9,5 5,9 7,7 

Sayur & Buah Kg/Kap/th 78,4 74,1 73,8 82,2 70,0 

lain-lain Kg/Kap/th 2,8 1,3 1,4 2,3 44,1 
Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021 
 

2.6.4 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

1. Persentase Koperasi Aktif 

Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan untuk 

mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri dengan 

mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi 

koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi 
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aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru 

Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. 

Jumlah koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Akan tetapi 

persentase koperasi aktif di tahun 2017 mengalami penurunan 

dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya 

penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan 

dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan 

penambahan jumlah koperasi yang aktif. Kondisi pada tahun 2018 

masih sama dengan tahun 2017, kemudian terus meningkat di tahun 

2019 dan 2020 menjadi 89,77%. 

Tabel 2.13 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan 
Tahun 2016-2020 

Tahun 
Jumlah Koperasi 

Aktif 
Jumlah seluruh 

Koperasi 
Persentase 

koperasi aktif 

2016 238 276 86,23 

2017 235 280 83,93 

2018 236 281 83,93 

2019 237 281 84,34 

2020 272 303 89,77 

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021 
 

2. Jumlah UMKM  

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi binaan 

Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, 

perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota 

Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan. 

Namun dalam perjalanannya, jumlah UMKM mengalami kenaikan dari 

tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 berjumlah 19.820 UMKM, 

menurun cukup drastis dari tahun 2016 yaitu 23.681. Kemudian 

jumlahnya terus naik menjadi 23.233 UMKM di tahun 2020, namun 

jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016. 

Tabel 2.14 Jumlah UMKM Kota Pekalongan 
Tahun 2016-2020 

Tahun 

KOMPONEN UMKM 

Jumlah  Perdagangan 
(SIUP) 

Industri Kecil 
Menengah 

Pedagang 
Pasar 

Pedagang 
Kaki Lima 

2016 9.722 6.469 6.480 1.010 23.681 

2017 7.840 4.570 6.400 1.010 19.820 

2018 9.115 5.476 6.400 914 21.905 

2019 9.314 6.152 6.600 914 22.980 

2020 9.115 6.594 6.610 914 23.233 

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021 
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BAB III  

PROFIL KEMISKINAN 
 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik 

faktor penyebab maupun dampaknya, yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Angka-

angka kemiskinan telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial 

yang dihadapi. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang 

sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran 

kesejahteraan masyarakat. 

 Kondisi Kemiskinan Konsumsi 

Kondisi kemiskinan konsumsi di Kota Pekalongan digambarkan 

melalui Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2). 

 Garis Kemiskinan 

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM 

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang 

disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi 

kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, 

umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). GKNM adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket 

komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi       

di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan    

di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota 

Pekalongan pada Desember 2020, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan 

sebesar Rp 460.789,-/kapita/bulan. Angka ini sedikit di atas Garis 

Kemiskinan Nasional maupun Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. 

Secara lengkap garis kemiskinan Kota Pekalongan dan daerah sekitar 

serta Povinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut: 
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Grafik 3.1 Garis Kemiskinan Kota Pekalongan, Daerah Sekitar,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020 

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan di Kota 

Pekalongan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa 

Tengah dan garis kemiskinan nasional maupun kabupaten sekitar 

(Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan), tetapi lebih rendah dari 

Garis Kemiskinan Kota Tegal yang berada pada angka Rp 502.031,- 

tahun 2020. 

 Angka Kemiskinan 

Selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 Kemiskinan Kota 

Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi 

Jawa Tengah. Angka Kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2016 sampai 

tahun 2019 selalu menunjukan trend penurunan, dari 7,92% pada tahun 

2016 menjadi 6,6% pada tahun 2019. Namun adanya pandemi Covid-19 

yang terjadi di tahun 2020 berdampak pada seluruh sektor kehidupan 

tidak hanya sektor kesehatan saja sehingga Angka Kemiskinan di Kota 

Pekalongan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan (Rp) 375.600 390.555 415.172 425.026 460.789

Kab. Batang (Rp) 240.541 249.292 256.549 286.116 309.202

Kab. Pekalongan (Rp) 341.648 354.435 361.297 382.832 403.662

Kota Tegal (Rp) 395.631 418.845 455.488 465.047 502.031

Prov. Jawa Tengah
(Rp)

317.348 333.224 350.875 369.385 395.407

Nasional (Rp) 361.990 387.160 410.670 440.538 458.947
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Grafik 3.2 Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan  
Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2020 

Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2020 berada pada posisi terendah jika dibandingkan dengan Angka 

Kemiskinan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota 

Tegal. 

 Jumlah Penduduk Miskin 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan digunakan 

sebagai batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. 

Berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, baik yang bersumber 

dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Pekalongan,  diantaranya 

adalah program-program nasional seperti Program Keluarga Harapan, 

Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Indonesia Pintar, beasiswa untuk siswa 

miskin, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Program yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan antara lain bantuan 

Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke sekolah, Jaminan Kesehatan 

Daerah. Program tersebut bertujuan menekan beban pengeluaran non 

konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan 

pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, 

pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan 

kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan 

tinggi, perbankan dan unsur masyarakat. 
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Kota Pekalongan 7,92 7,47 6,75 6,6 7,17

Kab. Batang 11,04 10,8 8,69 8,35 9,13

Kab. Pekalongan 12,9 12,61 10,06 9,71 10,19

Kota Tegal 8,2 8,11 7,81 7,47 7,8
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Grafik 3.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan  
Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Nasional (diolah), 

2020 

Sepanjang kurun waktu 4 (empat) tahun sejak 2016-2019 jumlah 

penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, hanya 

saja seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global 

dan sangat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga 

berdampak pada seluruh aspek kehidupan secara umum, dimana angka 

kemiskinan secara nasional juga mengalami peningkatan baik secara 

persentase maupun angka absolut jumlah penduduk. Jika pada tahun 

2016 jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan sebanyak 23.600 jiwa 

maka pada tahun 2019 menurun menjadi 20.210 jiwa tetapi pada tahun 

2020 meningkat menjadi 22.160 jiwa. Namun jika dibandingkan dengan 

daerah sekitar, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, 

jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan tahun 2020 lebih rendah. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, jumlah penduduk 

miskin Kota Pekalongan lebih tinggi. 

 Indeks Kedalaman Kemiskinan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh 

rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini 

merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei 

Sosial Ekonomi Nasional). 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun 

waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif. Indeks Kedalaman Kemiskinan 

pada tahun 2016 adalah 0,8 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan 23.600 22.500 20.520 20.210 22.160

Kab. Batang 82.600 81.500 66.100 64.100 70.600

Kab. Pekalongan 113.300 111.600 89.500 87.000 91.900

Kota Tegal 20.300 20.100 19.400 18.600 19.500

Prov. Jateng 4.450.720 4.506.890 3.897.200 3.743.230 3.980.900

Nasional 27.760.000 25.670.000 26.580.000 24.790.000 27.550.000
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sebesar 0,12 menjadi 0,92. Pada tahun 2018 mencapai 1,01 serta 

mengalami penurunan kembali menjadi 0,92 di tahun 2019. Tetapi indeks 

kedalaman kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 

menjadi 1,28. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 

2016-2020 dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut: 

Grafik 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan dengan 
Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Nasional (diolah), 

2020 

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung 

fluktuatif, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. Jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif 

dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Hanya saja 

seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan 

sangat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga 

berdampak pada seluruh aspek kehidupan secara umum, dimana indek 

kedalaman kemiskinan secara nasional juga mengalami peningkatan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada         

di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun 

perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk 

menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat 

angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan dibandingkan pada 

tahun-tahun sebelumnya.   

 Indeks Keparahan Kemiskinan 

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) 

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan 

pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan 0,8 0,92 1,01 0,92 1,28

Kab. Batang 1,65 1,51 1,08 0,69 1,43

Kab. Pekalongan 1,94 1,73 1,4 1,17 1,42

Kota Tegal 1,04 1,42 1,23 1,15 1,38

Prov. Jateng 2,37 2,21 1,85 1,53 1,72

Nasional 1,94 1,83 1,71 1,55 1,61
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BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi 

Nasional). 

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2016 

sebesar 0,13. Kemudian indeks ini justru naik pada 2017 menjadi 0,2 dan 

di tahun 2018 naik kembali mencapai 0,22. Namun indeks P2 ini menurun 

kembali pada tahun 2019 menjadi 0,18 yang artinya ketimpangan 

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2019 

semakin berkurang dibanding tahun 2018. Tetapi pada tahun 2020 indeks 

keparahan kemiskinan kembali meningkat cukup signifikan menjadi 0,30 

akibat adanya pandemi Covid-19. 

Grafik 3.5 Indek Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan 
Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan, BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Nasional (diolah), 

2020 

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten 

Pekalongan yang cenderung mengalami tren penurunan terus-menerus, 

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik 

pada tahun 2016-2018 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal, Indeks Keparahan 

Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Kondisi perkembangan 

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan dan Kota Tegal 

cenderung fluktuatif dibanding Kabupaten Batang dan Kabupaten 

Pekalongan yang cenderung mengalami penurunan. Hanya saja seiring 

dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan sangat 

berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tertapi juga berdampak 

pada seluruh aspek kehidupan secara umum, dimana indek keparahan  

kemiskinan juga mengalami peningkatan. 

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada         

di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun 

perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk 

menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan 0,13 0,2 0,22 0,18 0,3
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indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun 

sebelumnya.   

 

 Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi 

Akibat pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020, kondisi 

perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan tidak sedikit 

penduduk yang terdampak pandemi, baik karena adanya masyarakat 

yang kehilangan pekerjaan maupun penurunan pendapatan akibat daya 

beli masyarakat yang berkurang sebagai dampak dari pandemi Covid-19. 

Kondisi ini mengakibatkan besarnya peningkatan jumlah penduduk miskin 

(absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan, 

dimana jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan meningkat sekitar 

1.950 jiwa dari semula 20.120 jiwa pada tahun 2019 menjadi 22.160 jiwa 

pada tahun 2020. Dan angka kemiskinan Kota Pekalongan meningkat 

sekitar 0,57% dari semula 6,60% pada tahun 2019 menjadi 7,17% pada 

tahun 2020. 

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun 

persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya 

rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum 

pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan 

karena kehilangan pekerjaan. 

Kondisi kemiskinan non konsumsi di Kota Pekalongan digambarkan 

melalui bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

ketahanan pangan dan sosial. 

 Bidang Ketenagakerjaan 

Penanggulangan kemiskinan di bidang ketenagakerjaan di Kota 

Pekalongan terdiri dari indikator yang meliputi: (1) Tingkat Pengangguran 

Terbuka/TPT; (2) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan 

Kewirausahaan; (3) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi; (4) Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan; 

dan (5) Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina. 

1. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Bonus demografi merupakan melonjaknya usia produktif di Indonesia, 

sehingga semakin tidak sebanding antara lapangan pekerjaan yang 

tersedia dengan jumlah pencari kerja yang ada maka akan memunculkan 

angka pengangguran. Ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh 

tinggi dengan adanya bonus demografi, jika diimbangi dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. 

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah 

penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk 

angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan tahun 

2019 sebesar 5,77% atau menurun 0,36 poin dari tahun 2018, artinya, 
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pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 6 orang 

yang benar-benar menganggur. Pada tahun 2016, TPT Kota Pekalongan 

memiliki nilai dibawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tetapi 

sejak tahun 2017 melonjak melampaui TPT Provinsi Jawa Tengah, 

artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan semakin meningkat. 

Tetapi jika dibandingkan dengan Kota Tegal, TPT Kota Pekalongan masih 

berada di bawahnya. Secara rinci Tingkat Pengangguran Terbuka Kota 

Pekalongan dan daerah sekitar serta Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-

2020 dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dengan 
Daerah Sekitar, Provinsi dan Nasional  

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah  (diolah), 2020. 

 

2. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan 

Kewirausahaan 

Pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-

wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, 

menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah sehingga 

diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi 

kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan masing-masing sehingga tercipta wirausaha-wirausaha 

produktif dan mandiri. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 

kewirausahaan di Kota Pekalongan selama tahun 2016-2020 sebanyak 

138 orang. Rincian tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 

kewirasusahaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Kota Pekalongan 4,1 5,05 6,13 5,77 7,02

Kab. Batang 4,56 5,82 4,23 4,16 6,92

Kab. Pekalongan 5,1 4,39 4,41 4,43 6,97

Kota Tegal 8,06 8,19 7,94 8,07 8,4

Prov. Jateng 4,99 4,57 4,51 4,49 6,48

Nasional 5,61 5,5 5,3 5,23 7,07
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Grafik 3.7 Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan 

Tahun 2016-2020 

 

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021 

 

3. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi 

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi di dunia kerja, 

khususnya industri padat karya adalah masih rendahnya kualitas tenaga 

kerja. Padahal, pada era industri 4.0 yang menuntut persaingan ketat, 

dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) terampil dengan tingkat 

kompetensi mumpuni agar bisa berkompetisi dengan negara lain.  

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 

di Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian 

Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja dapat dilihat pada grafik 3.8 

berikut: 

 

Grafik 3.8 Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis 
Kompetensi Tahun 2016-2020 

 

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021 

4. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan 

Pencari kerja yang di tempatkan di Kota Pekalongan selama tahun 

2016-2020 sebanyak 1.679 orang. Secara rinci jumlah pencari kerja yang 

di tempatkan di Kota Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada 

grafik 3.9 berikut: 
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Grafik 3.9 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan 
Tahun 2016-2020 

 

Sumber: Dinperinaker, 2021 

 

5. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah (UMKM) Yang Dibina 

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dibina di Kota 

Pekalongan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada 

grafik 3.10 berikut ini: 

Grafik 3.10 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Sumber: Dindagkop UMKM Kota Pekalongan, 2021. 
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 Bidang Pendidikan 

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi 

strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan 

kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan berdaya saing. 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan 

kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. 

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara 

meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu 

pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka 

kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam 

pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk 

yang memanfaatkan fasilitas pendidikan juga dapat dilihat dari dua aspek 

pada Bidang Pendidikan sebagai berikut: 

1. Kartu Indonesia Pintar/Program Indonesia Pintar 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sekarang disebut 

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan berupa 

uang tunai dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK 

dan sederajat baik formal ataupun non formal yang berasal dari 

keluarga miskin dan rentan miskin. PIP diberikan untuk membantu 

membiayai pendidikan sebagai upaya perluasan akses dan 

kesempatan belajar. Jumlah penerima PIP Kota Pekalongan tahun 

2018-2020 seperti grafik 3.11 dibawah berikut: 

Grafik 3.11 Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar  
Kota Pekalongan Tahun 2018-2020 

 

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020 

PIP bertujuan untuk membantu biaya operasional pendidikan 

peserta didik dalam rangka mencegah Peserta didik dari kemungkinan 

putus sekolah (drop out) akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa 

putus sekolah  atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan 

layanan pendidikan serta meningkatkan akses bagi anak usia 6 
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(enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk 

mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan 

menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah 

universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efisien, efektif, 

transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat. Penyaluran PIP sudah 

sesuai dengan mekanisme dan tepat sasaran yaitu dilakukan secara 

bertahap dan regular, transaksi bantuan langsung dikirimkan ke 

nomor rekening siswa. Kriteria penerima bantuan PIP yaitu keluarga 

miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan 

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta yatim piatu. Harapan 

dari program PIP dapat memberikan jaminan dan kepastian anak-

anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan, 

PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya operasional peserta 

didik baik biaya langsung maupun tidak langsung. 

2. Anggaran Beasiswa Miskin (Bersumber APBD) 

Penerima Beasiswa miskin masuk kedalam Belanja Bantuan 

Sosial meliputi SD dan SMP Negeri/Swasta Kota Pekalongan. Berikut 

data penerima Beasiswa Miskin (Bersumber APBD) dapat dilihat pada 

tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Anggaran APBD Beasiswa Miskin 
Tahun 2020 

Penerima Beasiswa Miskin  
(Belanja Bantuan Sosial Uang) 

Periode (Tahun) Jumlah APBD 

SD dan SMP Negeri/Swasta Kota 
Pekalongan [Belanja Sosial Uang] 

1 Tahun (2020) 300.000.000 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan 

 

 Bidang Kesehatan 

Pelayanan Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki keterkaitan erat 

dengan kemiskinan dan saling terhubung satu sama lain. Tingkat 

kesetaraan fasilitas kesehatan maupun aspek lainnya yang berbeda-beda 

disetiap daerah dapat berdampak pada tingginya permintaan dari 

masyarakat dan jika tak terpenuhi akan menyebabkan kemiskinan. 

Sedangkan kondisi kemiskinan dapat pula menyebabkan seseorang tidak 

mampu mengakses tingkat kesehatan yang layak. 

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin cenderung 

mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Namun 

kembali melonjak pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22.160 orang. Dan 

pada kenyataannya penerima BPJS Kesehatan melebihi jumlah penduduk 

miskin. 
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Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Kartu yang berfungsi untuk 

memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Program-program 

Bantuan Sosial bidang Kesehatan yang dilaksanakan di Kota Pekalongan 

diantaranya program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI 

JK) APBN, PBI JK APBD I dan PBI JK APBD II seperti terlihat pada tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan  

di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Th. 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Jumlah 

Penerima 

PBI JK 

APBN 

% 

Penerima 

PBI JK 

APBN 

Jumlah 

Penerima 

PBI APBD 

I dan II 

% 

Penerima 

PBI APBD 

I dan II 

2016 299.222 23.650 77.379 25,86 36.060 12,05 

2017 301.870 22.510 77.464 25,66 50.621 16,77 

2018 304.477 20.520 76.929 25,27 65.946 21,66 

2019 307.097 20.268 81.050 26,39 72.489 23,60 

2020 307.150 22.160 85.767 27,92 66.262 21,57 

Sumber : BPS, BPJS Cabang Pekalongan, 2021 

Dari data tabel diatas dapat dilihat data kepesertaan PBI APBN 

Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2020 sebanyak 85.767 jiwa 

dengan presentase 27,92%, sedangkan data kepesertaan penerima PBI 

APBD I dan II di Kota Pekalongan tahun 2020 sebanyak 66.262 jiwa 

dengan presentase 21,57% cenderung fluktuatif dengan tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2019 Jumlah penerima PBI APBD I dan II 

terdata 72.489 Jiwa dengan presentase 23,60% menjadi paling tinggi 

diantara tahun-tahun sebelumnya. 

  Bidang Infrastruktur Dasar 

Rumah Tidak Layak Huni 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang 

berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi 

pemiliknya. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan 

yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni.  

Pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan 
Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 8,68%, setara dengan 6.448 
unit rumah. Tahun 2016-2020 rasio rumah tidak layak huni semakin 
menurun, artinya kondisi ini semakin membaik. Pada tahun 2016 sebesar 
8,68% menjadi 2,57% pada tahun 2020. Perkembangan rumah tidak layak 
huni dan rumah layak huni di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 
dapat dilihat di tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan 
Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan  

Tahun 2016-2020 

Tahun 
Jumlah 

Rumah (Unit) 

Rumah Tidak Layak Huni Rumah Layak Huni 

Jumlah (unit) Rasio (%) Jumlah (unit) Rasio (%) 

2016 74.313 6.448  8,68  67.865  91,32  

2017 74.970 5.159  6,88  69.811  93,12  

2018 75.618 3.428  4,53  72.190  95,47  

2019 76.269 2.369  3,11  73.900  96,89  

2020 76.603 1.966  2,57 74.637  97,43 

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020. 
 

 Bidang Sosial 

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek 

sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota 

Pekalongan diantaranya adanya program-program untuk penerima BPNT, 

Bantuan Sosial serta PKH yang termasuk didalamnya bantuan sosial 

untuk covid, dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Data Program Bantuan Sosial dari APBN yang 
Dilaksanakan di Kota Pekalongan  

Tahun 2018-2020 

Nama 

Program 
Sasaran 

Penanggung 

Jawab 

Program 

Jumlah Penerima 

2018 2019 2020 

Sembako/ 

BPNT 
KK Kemensos 7.731 8.054 22.539 

PKH KK Kemensos 4.884 5.325 41.567 

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber 

Dari data tabel di atas disajikan data program-program penerima 

bantuan sosial sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) 

dari APBN yang dilaksanakan di Kota Pekalongan tahun 2018-2020. 

Dapat dilihat pada tahun 2018 penerima bantuan sosial Sembako/BPNT 

sebanyak 7.731 KK dan PKH sebanyak 4.884 KK sedangkan pada tahun 

2019 bantuan sosial  sembako/BPNT dan PKH mengalami kenaikan. 

Tahun 2020 baik bantuan sosial sembako/BPNT maupun PKH mengalami 

lonjakan yang signifikan yaitu menjadi 22.539 KK untuk bantuan 

sembako/BPNT dan 41.567 KK untuk PKH. Hal tersebut dikarenakan 

pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh 

pada seluruh sektor kehidupan baik sektor kesehatan, sosial maupun 

ekonomi. Sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah 

penduduk miskin. Dengan demikian penerima bantuan sosial 

sembako/BPNT dan PKH juga mengalami peningkatan.  
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Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota 
Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 
persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 
dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70%, menurun dari 
tahun 2019 sebesar 4,29%. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2016-2020 tersaji pada 
tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

No Tahun 

Jumlah 

Kepala 

Keluarga 

Jumlah Keluarga Pra-

Sejahtera dan Keluarga 

Sejahtera I 

Persentase 

1 2016 77.747 55.032 70,78 

2 2017 77.575 46.478 59,91 

3 2018 77.817 44.487 57,71 

4 2019 80.653 41.938 51,99 

5 2020 80.840 38.563 47.70 

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021 

 

 Kondisi Kemiskinan Menurut Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda 2030 

pembangunan dunia yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target/sasaran 

global. SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan 

kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta 

pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 

menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya (sdgs.bappenas.go.id). Pencapaian  target  SDGs  Indonesia 

diatur  melalui  Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda dunia yang tertuang dalam 

SDGs tujuan 1, yaitu “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk 

Dimanapun” dengan target bahwa pada tahun 2030, mengurangi 

setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari 

semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai 

dengan definisi nasional.  

 

Pada tujuan 1 SDGs terdapat 7 target, yaitu: 

1. Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi 

semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar 

Amerika per hari; 
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2. Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah 

proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang 

hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi 

nasional; 

3. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya 

perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang 

paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial 

bagi kelompok miskin dan rentan; 

4. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan 

perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak 

yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap 

pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk 

kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa 

keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro; 

5. Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat 

miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan 

mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim 

dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana; 

6. Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya 

dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan 

yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan 

terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang 

berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri 

kemiskinan di semua dimensi; 

7. Target 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, 

regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang 

memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk 

mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan 

kemiskinan.    

Kota Pekalongan telah mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen 

perencanaan, yaitu RPJMD tahun 2021-2026. Berikut gambaran kondisi 

pencapaian target SDGs Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2020 dapat 

dilihat pada tabel 3.6: 
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Tabel 3.6 Kondisi Capaian Target SDGs  
di Kota Pekalongan Tahun 2020 

Kode 
Indikator 

Indikator Nasional Indikator Provinsi Indikator Kab/ Kota 
Sumber 

Data 
Satuan 

Target dan Capaian 
Tahun 2020 Ket 

Target Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN 

Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatkan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. 

         

Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua 
dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup 
di bawah garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis kelamin 
dan kelompok umur 

Persentase penduduk yang hidup 
di bawah garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis kelamin 
dan kelompok umur 

Angka Kemiskinan BPS persen 5,70 7,17 Tidak Tercapai 

Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 
mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 

1.3.1 (a)  Proporsi peserta jaminan 
kesehatan melalui SJSN Bidang 
Kesehatan  

Proporsi penduduk miskin non 
kuota yang mempunyai jaminan 
pelayanan kesehatan 

Cakupan penduduk 
yang mempunyai 
jaminan kesehatan 

DINKES persen 85 77,15 Tidak Tercapai 

1.3.1 (b)  Proporsi peserta program 
jaminan sosial bidang 
ketenagakerjaan  

Proporsi peserta program 
jaminan sosial bidang 
ketenagakerjaan  

Proporsi peserta 
program jaminan 
sosial bidang 
ketenagakerjaan  

DINPERI-
NAKER 

persen   NA Untuk indikator 
tersebut belum bisa 
disajikan karena 
harus 
dikonfirmasikan ke 
BPJS 
Ketenagakerjaan 
dulu, sedangkan 
BPJS mulai tahun 
2018 pendataan 
peseta Jamsostek 
digabung dengan 
pendataan peserta 
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Kode 
Indikator 

Indikator Nasional Indikator Provinsi Indikator Kab/ Kota 
Sumber 

Data 
Satuan 

Target dan Capaian 
Tahun 2020 Ket 

Target Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

yang non tenaga 
kerja sehingga 
kesulitan untuk 
memilah-milah  

1.3.2 (c)  Persentase penyandang 
disabilitas yang miskin dan 
rentan yang terpenuhi hak 
dasarnya dan inklusivitas 

Persentase penyandang 
disabilitas miskin 

Persentase 
penyandang 
disabilitas yang 
miskin dan rentan 
yang terpenuhi hak 
dasarnya dan 
inklusivitas 

DINSOS 
P2KB 

persen PM 0,18 Tidak ada target 
tetapi data tersedia 

1.3.1 (d) Jumlah rumah tangga yang 
mendapatkan bantuan tunai 
bersyarat/ Prgram Keluarga 
Harapan 

Jumlah rumah tangga yang 
mendapatkan bantuan tunai 
bersyarat/ Prgram Keluarga 
Harapan 

Jumlah rumah 
tangga yang 
mendapatkan 
bantuan tunai 
bersyarat/ Prgram 
Keluarga Harapan 

DINSOS 
P2KB 

KPM PM 10.695 Tidak ada target 
tetapi data tersedia 

Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya 
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa 
keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 

1.4.1 (a) Persentase perempuan pernah 
kawin umur 15-49 tahun yang 
prosesnya melahirkan 
terakhirnya di fasilitas kesehatan 

Persentase perempuan pernah 
kawin umur 15-49 tahun yang 
prosesnya melahirkan terakhirnya 
di fasilitas kesehatan 
  

Cakupan persalinan 
di fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

DINKES persen 100 100 Tercapai 

1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23 
bulan yang menerima imunisasi 
dasar lengkap 

Persentase anak umur 12-23 
bulan yang menerima imunisasi 
dasar lengkap 

Cakupan imunisasi 
dasar lengkap 

DINKES persen 100% 90,02 Tidak Tercapai 

1.4.1 (c) Prevalensi Penggunaan metode 
Kontrasepsi (CPR) semua cara 

Prevalensi Penggunaan metode 
Kontrasepsi (CPR) semua cara 

CPR/  Peserta KB 
Aktif 

DINSOS 
P2KB 

persen 64 67,35 Tercapai 



 

Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  III-19 

Kode 
Indikator 

Indikator Nasional Indikator Provinsi Indikator Kab/ Kota 
Sumber 

Data 
Satuan 

Target dan Capaian 
Tahun 2020 Ket 

Target Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

pada pasangan Usia Subur 
(PUS) usia 15-49 tahun yang 
berstatus kawin 

pada pasangan Usia Subur 
(PUS) usia 15-49 tahun yang 
berstatus kawin 

1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang 
memilki akses terhadap air 
minum layak dan berkelanjutan  

Persentase rumah tangga yang 
memilki akses terhadap air 
minum layak dan berkelanjutan  

Cakupan Pelayanan 
air minum: 
- Perdesaan 
- Perkotaan 

DINPER-
KIM 

persen 93,99 97,09 Tercapai 

1.4.1 (e)  Persentase rumah tangga yang 
memilki  akses terhadap layanan 
sanitasi layak dan berkelanjutan  

Persentase rumah tangga yang 
memilki  akses terhadap layanan 
sanitasi layak dan berkelanjutan  

Cakupan Pelayanan 
Sanitasi  

DINPER-
KIM 

persen 95,99 91,72 Tidak Tercapai 

1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh 
perkotaan 

Persentase rumah tangga kumuh 
perkotaan 

Persentase 
kawasan 
permukinan kumuh 
yang tertangani                    

DINPER-
KIM 

persen 1,77 3,79 Tercapai 

1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) 
SD/ MI/ sederajat 

Angka Partisipasi Murni (APM) 
SD/ MI/ sederajat 

Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD/ 
MI/ sederajat 

DINDIK persen 96 82,93 Tidak Tercapai 

1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMP/ MTs/ sederajat 

Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMP/ MTs/ sederajat 

Angka Partisipasi 
Murni (APM) SMP/ 
MTs/ sederajat 

DINDIK persen 77,5 60,89 Tidak Tercapai 

1.4.1 (i) Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMA/ MA/ sederajat 

Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMA/ MA/ sederajat 

Angka Partisipasi 
Murni (APM) SMA/ 
MA/ sederajat 

BPS persen PM 55,58 Tidak ada target 
tetapi data tersedia 

1.4.1 (j) Persentase penduduk umur 0-17 
tahun dengan kepemilikan akta 
kelahiran 

Persentase penduduk umur 0-17 
tahun dengan kepemilikan akta 
kelahiran 

Cakupan penerbitan 
kutipan akta 
kelahiran 

DINDUK-
CAPIL 

persen 55 53,81 Tidak Tercapai 

1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin 
dan rentan yang sumber 
penerangan utamanya listrik-

Persentase rumah tangga miskin 
dan rentan yang sumber 
penerangan utamanya listrik-

Persentase rumah 
tangga miskin dan 
rentan yang sumber 

BPS persen   NA Data tidak tersedia 
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Kode 
Indikator 

Indikator Nasional Indikator Provinsi Indikator Kab/ Kota 
Sumber 

Data 
Satuan 

Target dan Capaian 
Tahun 2020 Ket 

Target Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

listrik baik dari PLN dan bukan 
PLN 

listrik baik dari PLN dan bukan 
PLN 

penerangan 
utamanya listrik-
listrik baik dari PLN 
dan bukan PLN 

Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap 
kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 

1.5.1 (e)  Indeks risiko bencana pada 
pusat-pusat pertumbuhan  yang 
berisiko tinggi  

Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa 
Tangguh Bencana 

DINSOS 
P2KB 

% PM 9 Tidak ada target 
tetapi data tersedia 

1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi 
langsung akibat bencana  

Jumlah kerugian ekonomi 
langsung akibat bencana  

Jumlah kerugian 
ekonomi langsung 
akibat bencana  

BPBD Rupiah 
(Miliar) 

PM 12,04  Tidak ada target 
tetapi data tersedia 

1.5.3* Dokumen strategi pengurangan 
risiko bencana tingkat  daerah 

Dokumen strategi pengurangan 
risiko bencana tingkat  provinsi 

Dokumen strategi 
pengurangan risiko 
bencana tingkat  
kota 

BPBD Dok 1 0 Tidak Tercapai 

Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan 
sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan 
di semua dimensi 

Target 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin 
dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.    

Sumber : Bappeda  Kota Pekalongan (diolah), 2021 
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BAB IV 

RELEVANSI DAN REALISASI APBD 
 

 

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan 

salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum 

dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk 

penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur 

yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang 

hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, 

aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. 

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota 

Pekalongan tentunya harus didukung dengan kebijakan penganggaran 

APBD Kota Pekalongan. Relevansi dan realisasi APBD akan sangat 

mendukung terhadap pencapaian target penurunan angka kemiskinan, 

karena akan memastikan terlaksananya program penanggulangan 

kemiskinan. Dengan adanya analisis relevansi dan realisasi APBD 

diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan lebih relevan 

dan efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan dan 

ketimpangan di daerah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

keuangan yang dimiliki, karena kemampuan atau kapasitas keuangan 

daerah pada dasarnya merupakan seberapa besar daerah mampu 

mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan mendanai 

penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. 

 

4.1 Analisa Kinerja Pelaksanaan APBD 

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari 

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu 

pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 
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atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

4.1.1 Analisis Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen pendapatan yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan 

Milik Daerah (BUMD) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah 

(berupa hasil penjualan aset, penerimaan jasa giro, bunga deposito, 

pendapatan denda dan pengembalian, pemanfaatan fasilitas umum dan 

kekayaan milik pemerintah daerah, pendapatan BLUD, hasil pengelolaan 

dana bergulir serta lain-lain PAD yang sah). 

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh 

sebagai dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 

Keuangan Provinsi. 

Tabel 4.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 

Realisasi Rata-rata 
Pertumbhn 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

PENDAPATAN  857.642,99 915.920,38 905.231,57 971.624,46 953.155,39 2,77 

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

178.604,46 192.002,87 179.224,41 212.777,44 229.867,94 6,90 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

52.837,47 61.252,65 70.561,33 87.578,47 76.255,22 10,58 

Hasil Retribusi 
Daerah 

16.799,18 15.108,81 15.985,71 16.667,66 14.870,13 -2,69 

Hasil 
Pengel.Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

9.977,59 4.966,68 5.920,24 6.101,17 5.821,08 -8,14 

Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah Yang 
Sah 

98.990,22 110.674,73 86.757,13 102.430,13 132.921,51 9,51 

PENDAPATAN 
TRANSFER 

677.038,52 723.917,51 702.228,40 734.897,35 700.838,01 0,99 

Transfer Pemerintah 
Pusat - Dana 
Perimbangan 

598.621,16 636.772,09 619.629,79 643.593,76 625.666,10 1,19 

Bagi Hasil Pajak 30.837,69 26.992,33 25.352,86 17.751,48 27.182,87 1,15 

Bagi Hasil Sumber 
Daya Alam 

1.285,55 1.116,74 1.340,17 1.275,75 1.780,89 10,42 
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Uraian 

Realisasi Rata-rata 
Pertumbhn 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

Dana Alokasi Umum 457.085,26 449.055,74 449.055,74 475.842,09 433.354,91 -1,18 

Dana Alokasi Khusus 109.412,67 108.994,06 110.631,03 115.463,50 104.991,52 -0,90 

Dana Insentif Daerah - 50.613,22 33.250,00 33.260,94 58.355,91 10,29 

Transfer Pemerintah 
Provinsi 

78.417,36 87.145,42 82.598,61 91.303,59 75.171,91 -0,30 

Dana Bagi hasil 
Pajak dari Propinsi 

54.871,18 59.928,56 75.273,77 72.167,44 63.377,91 4,63 

Bantuan Keuangan 
Provinsi 

23.546,18 27.216,85 7.324,84 19.136,15 11.794,00 16,35 

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

2.000,00 - 23.778,76 23.949,68 22.449,44 0,00 

Pendapatan Hibah 2.000,00 - 23.778,76 23.949,68 22.449,44 -49,64 

Pendapatan Lainnya - - - - - 0,00 

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 2,77%, 

dimana pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp  857,64 M menjadi              

Rp 953,16 M pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 

mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) 

sebesar 6,9% dan Pendapatan Transfer meningkat rata-rata sebesar 0,99%. 

Walaupun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami 

kenaikan, tetapi terjadi penurunan di tahun 2018, kemudian meningkat lagi 

pada tahun 2019. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuatif 

seiring dengan adanya perubahan kebijakan pada tahun 2018 terkait hibah 

yang di dalamnya termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

4.1.2 Analisis Belanja Daerah 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Kota Pekalongan selama 

lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, meski pada komponen 

belanja modal ada penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. 

Proporsi belanja lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi, 

selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020 belanja operasi terus 

meningkat, sama halnya dengan belanja operasi belanja transfer juga 

selama periode 2016 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. 

Belanja modal   selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dan 

belanja tidak terduga trendnya fluktuatif.  Pada tahun 2020 Belanja Tidak 

Terduga memiliki anggaran yang sangat besar dikarenakan kebijakan 

realokasi dan refocusing terhadap belanja daerah dalam upaya 
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pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19. Secara rinci 

perkembangan belanja daerah selama kurun waktu 2016-2020 dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 

Realisasi Rata-rata 

Pertumb 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

BELANJA OPERASI 665.776,83 701.915,67 734.880,49 771.512,59 760,543,11 3,42 

Belanja Pegawai 356.664,32 319.969,89 352.531,37 390.898,34 394,421,56 2,92 

Belanja Barang dan Jasa 264.202,28 327.506,73 317.053,71 336.953,79 327,664,41 6,07 

Belanja Bunga - - - 6,80 -  

Belanja Subsidi - 548,40 - - -  

Belanja Hibah 40.945,75 45.614,52 53.429,60 30.031,91 36,250,15 1,36 

Belanja Bantuan Sosial 3.964,48 8.276,14 11.865,82 13.621,74 2.206,98 20,78 

BELANJA MODAL 201.951,33 220.686,79 146.382,59 182.153,98 126,926,09 -7,57 

Belanja Modal Tanah 5.030,86 44.431,56 19.140,41 3.912,17 13144,23 220,67 

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

55.255,00 45.394,39 30.284,35 34.699,45 29,046,00 -13,21 

Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 

59.211,21 61.475,61 53.081,58 71.367,20 33,911,22 -6,97 

Belanja Modal Jalan 80.674,56 66.851,89 38.704,73 68.876,03 50,106,24 -2,13 

Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

1.576,19 2.011,73 5.171,52 3.299,13 644,610 17,01 

Belanja Aset Lainnya 203,51 521,62 - - 73,790 0,00 

BELANJA TAK TERDUGA 1.595,93 1.570,26 1.921,82 730,44 57.371.262 1928,29 

Belanja Tak Terduga 1.595,93 1.570,26 1.921,82 730,44 57,371,262 1928,29 

JUMLAH 869.323.46 924.172.72 883.184.28 1.026.710.57 944,840,461 2,23 

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Pekalongan selama 

lima tahun sebesar 2,23%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

belanja tidak terduga dikarenakan pada tahun 2020 sebesar Rp. 63,62 M 

untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19, sebagai 

salah satu kebijakan realokasi dan refocusing anggaran guna 

penanganan Covid-19 yang dialokasikan untuk Program Jaring 

Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi dalam bentuk bantuan sosial 

dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang terdampak pandemi 

Covid-19 khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dan 

sebaliknya belanja modal mengalami penurunan di tahun 2020 akibat 

kebijakan realokasi dan refocusing tersebut. 
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4.1.3 Analisis Pembiayaan Daerah  

Kondisi pembiayaan daerah Kota Pekalongan terlihat pada tabel 4.3 

dari tabel tersebut, dimana SiLPA 2016 sampai dengan tahun 2020 

cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

APBD semakin baik.  

Tabel 4.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 
Realisasi   

2016 2017 2018 2019 2020 

PEMBIAYAAN 108.270,00 86.820,71 65.881,53 77.874,26 103.130,18 

PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

118.529,00 96.715,28 78.606,61 92.028,39 107.651,71 

Penggunaan SiLPA 118.485,82 96.588,64 78.568,37 87.928,21 95.101,71 

Pencairan Dana 
Cadangan 

- - - 300,00 12.550,00 

Pinjaman Dalam 
Negeri 

- - - 1.800,00 - 

Penerimaan Kembali 
Investasi Non 
Permanen Lainnya 

43,18 126,64 38,24 2.000,18 - 

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

10.259,00 9.894,58 12.725,08 14.154,13 4.521,53 

Pembentukan Dana 
Cadangan 

- 4.094,58 4.302,39 4.607,39 - 

Penyertaan 
Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah 

10.259,00 5.800,00 8.400,00 7.742,00 4.518,00 

Pembayaran Pokok 
Pinjaman Dalam 
Negeri 

- - 22,69 1.804,74 3,53 

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 

 

4.2 Kerangka Pendanaan Daerah 

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan 

yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai 

belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan dimaksudkan 

untuk mendukung efisiensi dan realisasi proses penyusunan rencana 

kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan 

keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan 

kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan 

bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan 

dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 

daerah yang tersisa selama dua tahun ke depan. 
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4.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada dasarnya 

dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan 

dan pengelolaan belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan 

memperhitungkan kebutuhan yang bersifat wajib mengingat dan prioritas 

utama pembangunan. 

1. Proyeksi Pendapatan Daerah 

Pada tahun 2020 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 

rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sebagai upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup signifikan 

terhadap sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. 

Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan 

keuangan daerah masih mempertimbangkan dampak atas Covid-19. 

Proyeksi pendapatan daerah ditunjukkan dalam tabel 3.9. 

Pendapatan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami 

kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,31 

persen, untuk tahun 2021 sebesar  Rp. 930.643.232.000,- dan di akhir 

periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 999.679.542.000,-. Dari tiga 

komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD 

dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah diasumsikan tetap.  

Dana perimbangan yang setiap tahunnya diproyeksikan naik 

adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata sebesar 3%. DAU 

diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN 

melalui pengadaan CPNS/PPPK dan asumsi kenaikan gaji ASN. 

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan 

memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016-2020 dan 

kondisi sosial ekonomi atas dampak pendemi Covid-19 sebagai dasar 

perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang 

tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2026 diproyeksi akan mengalami 

kenaikan sebesar 5,32 persen. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar 

Rp. 214.208.310.000,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu 

meningkat sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 271.196.588.000,-. 

Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata 
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pertumbuhan tinggi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan sebesar 5,46 persen dimana pada tahun 2021 

diproyeksi sebesar Rp. 5.803.900.000,- dan diproyeksi terus 

mengalami kenaikan sampai tahun 2026 sebesar                 

Rp 7.356.451.000,-. Pada tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang 

sah mengalami lonjakan yang  sangat signifikan dari target yang 

ditetapkan karena untuk pendapatan BLUD RSUD terdapat 

pembayaran piutang atas klaim BPJS yang nilainya sampai Rp. 36 

Milyar. Oleh karena itu untuk proyeksi Lain-lain PAD yang sah pada 

tahun 2021 akan mengalami penurunan jika dibanding realisasi 

tahun 2020. 

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat 
perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula 
(menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer 
terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana 
Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri 
dari Transfer Pemerintah Pusat  dan  Transfer  Antar  Daerah  
(menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019).  
Pendapatan Transfer  Pemerintah  Pusat  terdiri  dari  Dana  
Perimbangan,  Dana Insentif Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat asumsikan tetap. Sementara untuk pos Bantuan 
Keuangan Provinsi tahun 2021-2026 diproyeksikan tetap. Masih 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana Lain-
lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana 
Darurat dan Lain-Lain Pendapatan untuk tahun 2021-2026 
diproyeksikan diasumsikan tetap. 

 

2. Proyeksi Belanja Daerah 

Proyeksi Belanja Daerah ditunjukkan pada Tabel 3.10. Belanja 

Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan 

setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,26 persen, 

dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.043.503.533.000,- dan pada 

akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 1.084.120.322.000,- 

Proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 1,32 persen dengan perincian: 

1) Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2,17 persen per 

tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah 

pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai 
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Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).  

2) Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,41 

persen per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata 

sebesar Rp. 2 M, yang diprediksikan akan digunakan untuk 

menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan 

pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju Universal Health 

Coverage. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa 

tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi 

pada tahun 2024 yaitu untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. 

Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap 

tahun anggaran. 

3) Proyeksi belanja hibah dialokasikan turun rata-rata sebesar 2,5 

persen pertahun kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan ada 

hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024. 

4) Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2022 disumsikan 

tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 

2021, yaitu sebesar Rp 1.288.796.000,- 

b. Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan 

sebesar 1 persen. 

c. Belanja Tak Terduga sejak tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu 

sebesar Rp. 5 M/tahun. 

d. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan 

mengikat pemenuhan SPM serta belanja dalam rangka perwujudan 

Visi Misi Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih. 

 

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah 

Pembiyaan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan naik 

dengan rata-rata sebesar 1,45 persen per tahun. Khusus tahun 2024 ada 

peningkatan penerimaan pembiayaan karena ada pencairan dana 

cadangan Pilkada sebesar Rp. 14 M. Berkaitan dengan peningkatan 

kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA 

tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan turun sebesar 1 persen pertahun. 

Selain itu, mulai tahun 2021 sampai 2023 pada pos pengeluaran 

pembiayaan direncanakan pembentukan dana cadangan Pilkada tahun 

2024. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Pekalongan 

Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel 4.4: 
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Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 

 

URAIAN 

Pertumb 
2016- 
2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata- 
rata 

Pertumb 
2020 

(Audited) 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

PENDAPATAN 2,77% 953.155.394.615 930.643.232.000 948.948.959.000 958.646.537.000 969.900.012.000 985.829.532.000 999.679.542.000 1,31% 

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

6,90% 229.867.935.361 214.208.310.000 220.466.005.000 230.163.583.000 241.417.058.000 257.346.578.000 271.196.588.000 5,32% 

Pendapatan Pajak Daerah 10,58% 76.255.221.742 82.200.000.000 86.950.000.000 92.400.000.000 98.450.000.000 104.760.000.000 110.750.000.000 6,24% 

Hasil Retribusi Daerah -2,69% 14.870.124.919 16.282.910.000 17.309.414.000 18.132.193.000 19.008.320.000 19.854.558.000 21.002.240.000 4,95% 

Hasil Pengel.Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

-8,14% 5.821.083.050 5.803.900.000 5.951.841.000 6.473.378.000 6.862.472.000 7.179.472.000 7.356.451.000 5,46% 

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah 

9,51% 132.921.505.650 109.921.500.000 110.254.750.000 113.158.012.000 117.096.266.000 125.552.548.000 132.087.897.000 4,64% 

PENDAPATAN TRANSFER 0,99% 700.838.013.854 693.447.857.000 706.104.314.000 706.104.314.000 706.104.314.000 706.104.314.000 706.104.314.000 0,00% 

Transfer Pemerintah Pusat - 

Dana Perimbangan 

1,19% 625.666.101.409 602.819.457.000 616.144.097.000 616.144.097.000 616.144.097.000 616.144.097.000 616.144.097.000 0,00% 

Bagi Hasil Pajak 1,15% 27.182.869.066 25.068.114.756 23.583.183.000 23.583.183.000 23.583.183.000 23.583.183.000 23.583.183.000 0,00% 

Bagi Hasil S 10,42% 1.780.895.008 1.925.086.244 1.504.841.000 1.504.841.000 1.504.841.000 1.504.841.000 1.504.841.000 0,00% 

Dana Alokasi Umum -1,18% 433.354.907.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 0,00% 

Dana Alokasi Khusus -0,90% 104.991.517.335 127.896.993.000 134.656.335.000 134.656.335.000 134.656.335.000 134.656.335.000 134.656.335.000 0,00% 

Dana Insentif Daerah 10,29% 58.355.913.000 21.529.525.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 0,00% 

Transfer Pemerintah 
Provinsi 

-0,30% 75.171.912.445 90.628.400.000 89.960.217.000 89.960.217.000 89.960.217.000 89.960.217.000 89.960.217.000 0,00% 

Dana Bagi hasil Pajak dari 
Propinsi 

4,63% 63.377.912.445 78.870.400.000 78.202.217.000 78.202.217.000 78.202.217.000 78.202.217.000 78.202.217.000 0,00% 

Bantuan Keuangan Provinsi 16,35% 11.794.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 0,00% 

LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

 22.449.445.400 22.987.065.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 0,00% 

Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

 22.449.445.400 22.987.065.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 0,00% 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021
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Tabel 4.5 Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 

 

 

URAIAN 

 

Pertumb 
2016-2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata- 
rata 

Pertumb 
2020 

(Audited) 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 
BELANJA 2,23% 944.840.460.676 1.043.503.533.000 1.031.499.652.000 1.040.255.723.000 1.070.177.106.000 1.071.183.855.000 1.084.120.322.000 1,26% 

BELANJA OPERASI 3,42% 760.543.104.728 843.482.367.000 839.891.302.000 846.781.289.000 874.817.928.000 873.921.085.000 884.934.924.000 1,32% 

Belanja Pegawai 2,92% 394.421.563.850 428.945.009.000 469.249.575.000 475.612.262.000 489.095.975.000 500.802.157.000 511.233.922.000 2,17% 

Belanja Barang dan 
Jasa 

6,07% 327.664.407.878 377.996.610.000 334.982.278.000 336.368.844.000 337.759.555.000 339.156.530.000 340.555.444.000 0,41% 

Belanja Hibah 1,36% 36.250.151.000 35.251.952.000 34.370.653.000 33.511.387.000 46.673.602.000 32.673.602.000 31.856.762.000 1,07% 

Belanja Bantuan 
Sosial 

20,78% 2.206.982.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 0,00% 

BELANJA MODAL -7,57% 126.926.093.953 184.760.743.000 186.608.350.000 188.474.434.000 190.359.178.000 192.262.770.000 194.185.398.000 1,00% 

BELANJA TAK 
TERDUGA 

1928,29% 57.371.261.995 15.260.423.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00% 

 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah) 
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Tabel 4.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 

 

URAIAN 

 

Pertumb 

2016-2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata- 
rata 

Pertumb 
2020 

(Audited) 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

PEMBIAYAAN 2,03% 104.227.367.651 110.042.301.000 82.550.693.000 81.609.186.000 100.277.094.000 85.354.323.000 84.440.780.000 1,45% 

PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

-0,47% 108.747.997.651 112.542.301.000 94.150.693.000 93.209.186.000 106.277.094.000 91.354.323.000 90.440.780.000 -0,51% 

Penggunaan SiLPA -4,27% 95.101.710.312 112.542.301.000 94.150.693.000 93.209.186.000 92.277.094.000 91.354.323.000 90.440.780.000 -1,00% 

Pencairan Dana 

Cadangan 

 12.704.351.488 - - - 14.000.000.000 - -  

Penerimaan Kembali 
Investasi Non Permanen 
Lainnya 

1751,34% 941.935.851 - - - - - -  

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

-7,94% 4.520.630.000 2.500.000.000 11.600.000.000 11.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 -12,07% 

Pembentukan Dana 

Cadangan 

 - 2.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 - - - -50,00% 

Penyertaan 
Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah 

-12,03% 4.518.000.000 500.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 1,79% 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)
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4.2.2  Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta  Prioritas Utama 

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan 
kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat 
dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekalongan. 
Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga 
dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Belanja Operasi 

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi: 

a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga 
kontrak dengan SK Walikota. 

b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, 
belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu 
dan BPJS tenaga kontrak SK Walikota. 

c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah pilkada dan hibah partai politik. 

2. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

3. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal 
BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota 
Pekalongan Tahun 2016-2020 ditunjukkan tabel 4.7. Dari data tersebut, berdasarkan 
realisasi Tahun 2020, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran 
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan 2021-
2026 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.8. 

5.2.2.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan 

Dari uraian-ruaian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah 
untuk mendanai program kegiatan selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 
4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

 
 

 
No. 

 
Uraian 

Realisasi (Rp. Juta) Rata-rata 
Pertumbuhan 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

A Belanja Operasi 345.916.373.669 351.548.234.238 387.624.539.006 433.265.820.640 443.967.880.650 6,53% 

1 Belanja Pegawai 316.657.370.739 319.969.885.876 352.531.365.055 390.898.339.975 394.421.563.850 5,75% 

2 Belanja Barang dan Jasa 29.259.002.930 31.578.348.362 35.093.173.951 42.367.480.665 49.546.316.800 14,18% 

3 Hibah       
        

B Belanja Tidak Terduga 1.595.930.000 1.570.263.564 1.921.815.800 730.438.928 57.371.261.995  

4 Belanja Tidak Terduga 1.595.930.000 1.570.263.564 1.921.815.800 730.438.928 57.371.261.995 1928,29% 
        

C Pengeluaran Pembiayaan 10.259.000.000 9.894.575.338 12.702.387.924 12.349.388.226 4.518.000.000 -10,34% 

5 Penyertaan Modal Daerah 10.259.000.000 5.800.000.000 8.400.000.000 7.742.000.000 4.518.000.000 -12,03% 

6 Pembentukan Dana Cadangan - 4.094.575.338 4.302.387.924 4.607.388.226 - -29,28% 
        

Jumlah 357.771.303.669 363.013.073.140 402.248.742.730 446.345.647.794 505.857.142.645 9,14% 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)
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Tabel 4.8 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

 
 

No. 

Uraian Rata-rata 
pertumb 

2016-2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata-rata 
Pertumb 
(persen) 

 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 

A Belanja Operasi 6,53% 443.967.880.650 487.338.149.967 535.816.565.440 551.512.362.260 575.652.872.120  623.852.937.350 3,88 

1 Belanja Pegawai 5,75% 394.421.563.850 428.945.009.000 469.249.575.000 475.612.262.000 489.095.975.000  511.233.922.000 2,17 

 

2 

Belanja Barang 14,18% 49.546.316.800 57.633.140.967 65.806.990.440 75.140.100.260 85.796.883.120  111.859.015.350 14,18 
dan Jasa 

3 Hibah  760.000.000 760.000.000 760.000.000 760.000.000 760.014.000 760.000.000 760.000.000 0,00 

B 

 

Belanja Tidak 
Terduga   

57.371.261.995 
 

15.260.423.000 
 

5.000.000.000 
 

5.000.000.000 
 

5.000.000.000 
 

5.000.000.000 5.000.000.000
 

0,00 
  

4 Belanja Tidak 19,28 57.371.261.995 15.260.423.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00 
Terduga 

C 

 

Pengeluaran   

-10,34% 
 

4.518.000.000 
 

2.500.000.000 
 

11.600.000.000 
 

11.600.000.000 
 

6.000.000.000 
 

6.000.000.000 6.000.000.000
 

-12,07   Pembiayaan 

5 Penyertaan Modal -12,03% 4.518.000.000 500.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 1,79 
Daerah 

6 Pembentukan -29,28% - 2.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 - - -  
Dana Cadangan  

Jumlah 505.857.142.645 505.098.572.967

 
552.416.565.440 568.112.362.260 586.652.872.120 634.852.937.350 3,54

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021. 
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Tabel 4.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

 
 

URAIAN 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Pendapatan 953.155.394.615 933.461.232.000 948.948.959.000 958.646.537.000 969.900.012.000 985.829.532.000 999.679.542.000 

2.  Pencairan Dana 
Cadangan 

- - - - 14.000.000.000 - - 

3.  Sisa Lebih Riil 

Penggunaan 

95.101.710.312 112.542.301.000 94.150.693.000 93.209.186.000 92.277.094.000 91.354.323.000 90.440.780.000 

4. Penerimaan 
kembali investasi 
pemerintah daerah 

- - - - - - - 

TOTAL PENERIMAAN 1.048.257.104.927 1.046.003.533.000 1.043.099.652.000 1.051.855.723.000 1.076.177.106.000 1.077.183.855.000 1.090.120.322.000 

DIKURANGI        

5.   Belanja Wajib 505.857.142.645 505.098.572.967 552.416.565.440 568.112.362.260 586.652.872.120 610.527.226.620 634.852.937.350 

Kapasitas Riil 

Kemampuan Keuangan 

542.399.962.282 540.904.960.033 490.683.086.560 483.743.360.740 489.524.233.880 466.656.628.380 455.267.384.650 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021 
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4.3 Kinerja Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 

Pemerintah Daerah dengan keuangan daerah yang dimiliki tentunya 

mempunyai keleluasaan dalam penentuan kebijakan belanja pemerintah 

daerah termasuk program penanggulangan kemiskinan. Belanja 

pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan 

kesempatan kerja yang luas, mengurangi angka pengangguran dan 

menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan belanja yang pro 

penanggulanan kemiskinan adalah salah satu kunci peningkatan kinerja 

percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan belanja yang pro 

penanggulanan kemiskinan ditunjukkan oleh relevansi dan ketepatan 

pengalokasian dan pelaksanaan anggaran belanja publik dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. Upaya ini dapat ditempuh dengan 

mengoptimalkan fungsi APBD sebagai alat perencanaan dan distribusi. 

APBD sebagai alat perencanaan harus dapat memastikan bahwa 

program-program yang dirumuskan relevan dengan akar-akar 

permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Sedangkan 

sebagai alat distribusi, APBD harus menjamin kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan dalam 

pembangunan termasuk menjamin adanya keselarasan antar-program 

secara lintas sektoral dalam mencapai target-target yang hendak dicapai. 

Selama tiga tahun terakhir kebijakan belanja yang diarahkan 

dalam rangka percepatan  penanggulangan kemiskinan di Kota 

Pekalongan cukup signifikan, berkisar diatas 10 persen dari total APBD, 

yang pengalokasiannya dapat dikelompokan dalam program 

penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat Peraturan Daerah 

Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan yaitu: 

1. Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin, terutama 

seperti pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin 

melalui Jamkesda, pemberian akses pendidikan dasar bagi warga 

Kota Pekalongan melalui program Fasilitasi Operasional Pendidikan, 

Jaminan persalinan, fasilitasi pemberian bantuan sembako non 

tunai; 

2. Program peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin; 

3. Program pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro 

dan kecil; 

4. Program sinergitas kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan;  

5. Program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan 

dasar.  
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Secara rinci gambaran kebijakan belanja dalam rangka percepatan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2018-2020 

berdasarkan pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Kebijakan Belanja Tahun 2018 

Belanja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018 sebesar     

Rp 110,12 M atau sekitar 11,24 persen dari APBD, sebagian besar dari 

total anggaran tersebut dialokasikan untuk Program pengurangan 

beban pengeluaran warga miskin seperti layanan pendidikan BOS/FOP 

pendidikan, jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu, jaminan 

persalinan, penyediaan sarana air bersih, penyediaan rumah layak huni 

dan bantuan sosial yaitu sebesar Rp 74,62 M atau sekitar 67,76 

persen. Sekitar 32,34 persen untuk mendukung program 

peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin, program 

pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, program 

pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan program 

sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

4.3.2 Kebijakan Belanja Tahun 2019 

Belanja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 adalah 

sebesar Rp 111,52 M atau sekitar 10,62 persen dari APBD. Sebagian 

besar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk Program 

pengurangan beban pengeluaran warga miskin seperti layanan 

pendidikan BOS/FOP pendidikan, jaminan kesehatan bagi warga tidak 

mampu, jaminan persalinan, penyediaan sarana air bersih, penyediaan 

rumah layak huni dan bantuan sosial yaitu sebesar Rp 66,99 M atau 

sekitar 59,40 persen dari total anggaran program kemiskinan, dan 

sekitar 40,60 persen sisanya mendukung program penanggulangan 

kemiskinan lainnya. 

4.3.3 Kebijakan Belanja Tahun 2020 

Belanja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 adalah 

sebesar Rp 176,35 M atau sekitar 17,14 persen dari APBD. Sebagian 

besar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk program 

pengurangan beban pengeluaran warga miskin seperti layanan 

pendidikan BOS/FOP pendidikan, jaminan kesehatan bagi warga tidak 

mampu, jaminan persalinan, penyediaan sarana air bersih, penyediaan 

rumah layak huni dan bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 yaitu 

sebesar Rp 66,99 M atau sekitar 37,99 persen dari total anggaran 

program kemiskinan dan sekitar 62,01 persen mendukung program 

penanggulangan kemiskinan lainnya. Anggaran program 

penanggulangan kemiskinan di tahun 2020 ada kenaikan cukup signifikan 

dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 seiring dengan adanya 

pandemi Covid-19 dilakukan kebijakan realokasi dan refocusing 

anggaran sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 
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serta  program jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi bagi 

masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

Permasalahan kemiskinan menjadi prioritas dalam alokasi belanja 

daerah Kota Pekalongan. Alokasi anggaran kemiskinan selama lima 

tahun terus meningkat. Realisasi belanja dapat dilihat dengan adanya 

kenaikan anggaran kemiskinan secara linier berdampak pada penurunan 

angka kemiskinan. Anomali terjadi pada tahun 2020 dimana anggaran 

kemiskinan mengalami kenaikan cukup signifikan tetapi angka 

kemiskinan juga mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya 

pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak sektor kesehatan tetapi 

juga terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat termasuk 

masyarakat miskin. Alokasi bantuan sosial dan pemulihan ekonomi 

kepada masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19 termasuk 

salah satu program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan pada 

tahun 2020 selain penanganan pada bidang pelayanan kesehatan. 

 

Grafik 4.1. Kebijakan Belanja Dalam Rangka Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan  

Tahun 2018-2020 

 
 

 

 

2018 2019 2020

APBD (Rp. Miliar) 980.002.459.000 1.050.112.414.000 1.012.737.840.000

Anggaran (RP. Miliar) 110.120.429.000 111.520.285.000 176.357.033.000

Prosentase 11,24% 10,62% 17,14%
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Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, Tahun 2021 
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BAB IV 

RELEVANSI DAN REALISASI APBD 
 

 

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan 

salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum 

dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk 

penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur 

yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang 

hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, 

aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. 

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota 

Pekalongan tentunya harus didukung dengan kebijakan penganggaran 

APBD Kota Pekalongan. Relevansi dan realisasi APBD akan sangat 

mendukung terhadap pencapaian target penurunan angka kemiskinan, 

karena akan memastikan terlaksananya program penanggulangan 

kemiskinan. Dengan adanya analisis relevansi dan realisasi APBD 

diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan lebih relevan 

dan efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan dan 

ketimpangan di daerah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 

keuangan yang dimiliki, karena kemampuan atau kapasitas keuangan 

daerah pada dasarnya merupakan seberapa besar daerah mampu 

mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan mendanai 

penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. 

 

4.1 Analisa Kinerja Pelaksanaan APBD 

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari 

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu 

pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 
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atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

4.1.1 Analisis Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen pendapatan yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan 

Milik Daerah (BUMD) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah 

(berupa hasil penjualan aset, penerimaan jasa giro, bunga deposito, 

pendapatan denda dan pengembalian, pemanfaatan fasilitas umum dan 

kekayaan milik pemerintah daerah, pendapatan BLUD, hasil pengelolaan 

dana bergulir serta lain-lain PAD yang sah). 

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diperoleh 

sebagai dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 

Keuangan Provinsi. 

Tabel 4.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 

Realisasi Rata-rata 
Pertumbhn 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

PENDAPATAN  857.642,99 915.920,38 905.231,57 971.624,46 953.155,39 2,77 

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

178.604,46 192.002,87 179.224,41 212.777,44 229.867,94 6,90 

Pendapatan Pajak 
Daerah 

52.837,47 61.252,65 70.561,33 87.578,47 76.255,22 10,58 

Hasil Retribusi 
Daerah 

16.799,18 15.108,81 15.985,71 16.667,66 14.870,13 -2,69 

Hasil 
Pengel.Kekayaan 
Daerah Yang 
Dipisahkan 

9.977,59 4.966,68 5.920,24 6.101,17 5.821,08 -8,14 

Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah Yang 
Sah 

98.990,22 110.674,73 86.757,13 102.430,13 132.921,51 9,51 

PENDAPATAN 
TRANSFER 

677.038,52 723.917,51 702.228,40 734.897,35 700.838,01 0,99 

Transfer Pemerintah 
Pusat - Dana 
Perimbangan 

598.621,16 636.772,09 619.629,79 643.593,76 625.666,10 1,19 

Bagi Hasil Pajak 30.837,69 26.992,33 25.352,86 17.751,48 27.182,87 1,15 

Bagi Hasil Sumber 
Daya Alam 

1.285,55 1.116,74 1.340,17 1.275,75 1.780,89 10,42 
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Uraian 

Realisasi Rata-rata 
Pertumbhn 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

Dana Alokasi Umum 457.085,26 449.055,74 449.055,74 475.842,09 433.354,91 -1,18 

Dana Alokasi Khusus 109.412,67 108.994,06 110.631,03 115.463,50 104.991,52 -0,90 

Dana Insentif Daerah - 50.613,22 33.250,00 33.260,94 58.355,91 10,29 

Transfer Pemerintah 
Provinsi 

78.417,36 87.145,42 82.598,61 91.303,59 75.171,91 -0,30 

Dana Bagi hasil 
Pajak dari Propinsi 

54.871,18 59.928,56 75.273,77 72.167,44 63.377,91 4,63 

Bantuan Keuangan 
Provinsi 

23.546,18 27.216,85 7.324,84 19.136,15 11.794,00 16,35 

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

2.000,00 - 23.778,76 23.949,68 22.449,44 0,00 

Pendapatan Hibah 2.000,00 - 23.778,76 23.949,68 22.449,44 -49,64 

Pendapatan Lainnya - - - - - 0,00 

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 2,77%, 

dimana pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp  857,64 M menjadi              

Rp 953,16 M pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 

mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) 

sebesar 6,9% dan Pendapatan Transfer meningkat rata-rata sebesar 0,99%. 

Walaupun secara rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengalami 

kenaikan, tetapi terjadi penurunan di tahun 2018, kemudian meningkat lagi 

pada tahun 2019. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuatif 

seiring dengan adanya perubahan kebijakan pada tahun 2018 terkait hibah 

yang di dalamnya termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

4.1.2 Analisis Belanja Daerah 

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Kota Pekalongan selama 

lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, meski pada komponen 

belanja modal ada penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. 

Proporsi belanja lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi, 

selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020 belanja operasi terus 

meningkat, sama halnya dengan belanja operasi belanja transfer juga 

selama periode 2016 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. 

Belanja modal   selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dan 

belanja tidak terduga trendnya fluktuatif.  Pada tahun 2020 Belanja Tidak 

Terduga memiliki anggaran yang sangat besar dikarenakan kebijakan 

realokasi dan refocusing terhadap belanja daerah dalam upaya 
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pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19. Secara rinci 

perkembangan belanja daerah selama kurun waktu 2016-2020 dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 

Realisasi Rata-rata 

Pertumb 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

BELANJA OPERASI 665.776,83 701.915,67 734.880,49 771.512,59 760,543,11 3,42 

Belanja Pegawai 356.664,32 319.969,89 352.531,37 390.898,34 394,421,56 2,92 

Belanja Barang dan Jasa 264.202,28 327.506,73 317.053,71 336.953,79 327,664,41 6,07 

Belanja Bunga - - - 6,80 -  

Belanja Subsidi - 548,40 - - -  

Belanja Hibah 40.945,75 45.614,52 53.429,60 30.031,91 36,250,15 1,36 

Belanja Bantuan Sosial 3.964,48 8.276,14 11.865,82 13.621,74 2.206,98 20,78 

BELANJA MODAL 201.951,33 220.686,79 146.382,59 182.153,98 126,926,09 -7,57 

Belanja Modal Tanah 5.030,86 44.431,56 19.140,41 3.912,17 13144,23 220,67 

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

55.255,00 45.394,39 30.284,35 34.699,45 29,046,00 -13,21 

Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan 

59.211,21 61.475,61 53.081,58 71.367,20 33,911,22 -6,97 

Belanja Modal Jalan 80.674,56 66.851,89 38.704,73 68.876,03 50,106,24 -2,13 

Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 

1.576,19 2.011,73 5.171,52 3.299,13 644,610 17,01 

Belanja Aset Lainnya 203,51 521,62 - - 73,790 0,00 

BELANJA TAK TERDUGA 1.595,93 1.570,26 1.921,82 730,44 57.371.262 1928,29 

Belanja Tak Terduga 1.595,93 1.570,26 1.921,82 730,44 57,371,262 1928,29 

JUMLAH 869.323.46 924.172.72 883.184.28 1.026.710.57 944,840,461 2,23 

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Pekalongan selama 

lima tahun sebesar 2,23%. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada 

belanja tidak terduga dikarenakan pada tahun 2020 sebesar Rp. 63,62 M 

untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19, sebagai 

salah satu kebijakan realokasi dan refocusing anggaran guna 

penanganan Covid-19 yang dialokasikan untuk Program Jaring 

Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi dalam bentuk bantuan sosial 

dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang terdampak pandemi 

Covid-19 khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dan 

sebaliknya belanja modal mengalami penurunan di tahun 2020 akibat 

kebijakan realokasi dan refocusing tersebut. 
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4.1.3 Analisis Pembiayaan Daerah  

Kondisi pembiayaan daerah Kota Pekalongan terlihat pada tabel 4.3 

dari tabel tersebut, dimana SiLPA 2016 sampai dengan tahun 2020 

cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

APBD semakin baik.  

Tabel 4.3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah 

Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

Uraian 
Realisasi   

2016 2017 2018 2019 2020 

PEMBIAYAAN 108.270,00 86.820,71 65.881,53 77.874,26 103.130,18 

PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

118.529,00 96.715,28 78.606,61 92.028,39 107.651,71 

Penggunaan SiLPA 118.485,82 96.588,64 78.568,37 87.928,21 95.101,71 

Pencairan Dana 
Cadangan 

- - - 300,00 12.550,00 

Pinjaman Dalam 
Negeri 

- - - 1.800,00 - 

Penerimaan Kembali 
Investasi Non 
Permanen Lainnya 

43,18 126,64 38,24 2.000,18 - 

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

10.259,00 9.894,58 12.725,08 14.154,13 4.521,53 

Pembentukan Dana 
Cadangan 

- 4.094,58 4.302,39 4.607,39 - 

Penyertaan 
Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah 

10.259,00 5.800,00 8.400,00 7.742,00 4.518,00 

Pembayaran Pokok 
Pinjaman Dalam 
Negeri 

- - 22,69 1.804,74 3,53 

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 

 

4.2 Kerangka Pendanaan Daerah 

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan 

yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai 

belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan dimaksudkan 

untuk mendukung efisiensi dan realisasi proses penyusunan rencana 

kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan 

keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan 

kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan 

bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan 

dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 

daerah yang tersisa selama dua tahun ke depan. 
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4.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada dasarnya 

dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan 

dan pengelolaan belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan 

memperhitungkan kebutuhan yang bersifat wajib mengingat dan prioritas 

utama pembangunan. 

1. Proyeksi Pendapatan Daerah 

Pada tahun 2020 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 

rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sebagai upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup signifikan 

terhadap sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi. 

Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan 

keuangan daerah masih mempertimbangkan dampak atas Covid-19. 

Proyeksi pendapatan daerah ditunjukkan dalam tabel 3.9. 

Pendapatan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami 

kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,31 

persen, untuk tahun 2021 sebesar  Rp. 930.643.232.000,- dan di akhir 

periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 999.679.542.000,-. Dari tiga 

komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD 

dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah diasumsikan tetap.  

Dana perimbangan yang setiap tahunnya diproyeksikan naik 

adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata sebesar 3%. DAU 

diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN 

melalui pengadaan CPNS/PPPK dan asumsi kenaikan gaji ASN. 

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan 

memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016-2020 dan 

kondisi sosial ekonomi atas dampak pendemi Covid-19 sebagai dasar 

perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang 

tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021-2026 diproyeksi akan mengalami 

kenaikan sebesar 5,32 persen. Tahun 2021 PAD diproyeksi sebesar 

Rp. 214.208.310.000,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu 

meningkat sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 271.196.588.000,-. 

Dari komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata 
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pertumbuhan tinggi pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan sebesar 5,46 persen dimana pada tahun 2021 

diproyeksi sebesar Rp. 5.803.900.000,- dan diproyeksi terus 

mengalami kenaikan sampai tahun 2026 sebesar                 

Rp 7.356.451.000,-. Pada tahun 2020 realisasi Lain-lain PAD yang 

sah mengalami lonjakan yang  sangat signifikan dari target yang 

ditetapkan karena untuk pendapatan BLUD RSUD terdapat 

pembayaran piutang atas klaim BPJS yang nilainya sampai Rp. 36 

Milyar. Oleh karena itu untuk proyeksi Lain-lain PAD yang sah pada 

tahun 2021 akan mengalami penurunan jika dibanding realisasi 

tahun 2020. 

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat 
perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD. Yang semula 
(menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer 
terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana 
Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri 
dari Transfer Pemerintah Pusat  dan  Transfer  Antar  Daerah  
(menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019).  
Pendapatan Transfer  Pemerintah  Pusat  terdiri  dari  Dana  
Perimbangan,  Dana Insentif Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat asumsikan tetap. Sementara untuk pos Bantuan 
Keuangan Provinsi tahun 2021-2026 diproyeksikan tetap. Masih 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana Lain-
lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana 
Darurat dan Lain-Lain Pendapatan untuk tahun 2021-2026 
diproyeksikan diasumsikan tetap. 

 

2. Proyeksi Belanja Daerah 

Proyeksi Belanja Daerah ditunjukkan pada Tabel 3.10. Belanja 

Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan 

setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,26 persen, 

dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.043.503.533.000,- dan pada 

akhir periode RPJMD 2021-2026 menjadi Rp. 1.084.120.322.000,- 

Proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 1,32 persen dengan perincian: 

1) Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2,17 persen per 

tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah 

pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai 
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Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).  

2) Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,41 

persen per tahun. Secara nominal kenaikan tersebut rata-rata 

sebesar Rp. 2 M, yang diprediksikan akan digunakan untuk 

menyikapi kenaikan-kenaikan tarif listrik dan kebijakan 

pemerintah seperti jaminan kesehatan menuju Universal Health 

Coverage. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa 

tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi 

pada tahun 2024 yaitu untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. 

Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap 

tahun anggaran. 

3) Proyeksi belanja hibah dialokasikan turun rata-rata sebesar 2,5 

persen pertahun kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan ada 

hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024. 

4) Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2022 disumsikan 

tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 

2021, yaitu sebesar Rp 1.288.796.000,- 

b. Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan 

sebesar 1 persen. 

c. Belanja Tak Terduga sejak tahun 2022 diasumsikan tetap yaitu 

sebesar Rp. 5 M/tahun. 

d. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan 

mengikat pemenuhan SPM serta belanja dalam rangka perwujudan 

Visi Misi Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih. 

 

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah 

Pembiyaan Daerah untuk tahun 2021-2026 diproyeksikan naik 

dengan rata-rata sebesar 1,45 persen per tahun. Khusus tahun 2024 ada 

peningkatan penerimaan pembiayaan karena ada pencairan dana 

cadangan Pilkada sebesar Rp. 14 M. Berkaitan dengan peningkatan 

kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA 

tahun 2021 sampai 2026 ditargetkan turun sebesar 1 persen pertahun. 

Selain itu, mulai tahun 2021 sampai 2023 pada pos pengeluaran 

pembiayaan direncanakan pembentukan dana cadangan Pilkada tahun 

2024. Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Pekalongan 

Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel 4.4: 



 

Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026                 | IV-9 

 

Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 

 

URAIAN 

Pertumb 
2016- 
2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata- 
rata 

Pertumb 
2020 

(Audited) 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

PENDAPATAN 2,77% 953.155.394.615 930.643.232.000 948.948.959.000 958.646.537.000 969.900.012.000 985.829.532.000 999.679.542.000 1,31% 

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

6,90% 229.867.935.361 214.208.310.000 220.466.005.000 230.163.583.000 241.417.058.000 257.346.578.000 271.196.588.000 5,32% 

Pendapatan Pajak Daerah 10,58% 76.255.221.742 82.200.000.000 86.950.000.000 92.400.000.000 98.450.000.000 104.760.000.000 110.750.000.000 6,24% 

Hasil Retribusi Daerah -2,69% 14.870.124.919 16.282.910.000 17.309.414.000 18.132.193.000 19.008.320.000 19.854.558.000 21.002.240.000 4,95% 

Hasil Pengel.Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

-8,14% 5.821.083.050 5.803.900.000 5.951.841.000 6.473.378.000 6.862.472.000 7.179.472.000 7.356.451.000 5,46% 

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah 

9,51% 132.921.505.650 109.921.500.000 110.254.750.000 113.158.012.000 117.096.266.000 125.552.548.000 132.087.897.000 4,64% 

PENDAPATAN TRANSFER 0,99% 700.838.013.854 693.447.857.000 706.104.314.000 706.104.314.000 706.104.314.000 706.104.314.000 706.104.314.000 0,00% 

Transfer Pemerintah Pusat - 

Dana Perimbangan 

1,19% 625.666.101.409 602.819.457.000 616.144.097.000 616.144.097.000 616.144.097.000 616.144.097.000 616.144.097.000 0,00% 

Bagi Hasil Pajak 1,15% 27.182.869.066 25.068.114.756 23.583.183.000 23.583.183.000 23.583.183.000 23.583.183.000 23.583.183.000 0,00% 

Bagi Hasil S 10,42% 1.780.895.008 1.925.086.244 1.504.841.000 1.504.841.000 1.504.841.000 1.504.841.000 1.504.841.000 0,00% 

Dana Alokasi Umum -1,18% 433.354.907.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 426.399.738.000 0,00% 

Dana Alokasi Khusus -0,90% 104.991.517.335 127.896.993.000 134.656.335.000 134.656.335.000 134.656.335.000 134.656.335.000 134.656.335.000 0,00% 

Dana Insentif Daerah 10,29% 58.355.913.000 21.529.525.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 0,00% 

Transfer Pemerintah 
Provinsi 

-0,30% 75.171.912.445 90.628.400.000 89.960.217.000 89.960.217.000 89.960.217.000 89.960.217.000 89.960.217.000 0,00% 

Dana Bagi hasil Pajak dari 
Propinsi 

4,63% 63.377.912.445 78.870.400.000 78.202.217.000 78.202.217.000 78.202.217.000 78.202.217.000 78.202.217.000 0,00% 

Bantuan Keuangan Provinsi 16,35% 11.794.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 11.758.000.000 0,00% 

LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

 22.449.445.400 22.987.065.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 0,00% 

Lain-lain Pendapatan 
Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

 22.449.445.400 22.987.065.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 22.378.640.000 0,00% 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021
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Tabel 4.5 Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 

 

 

URAIAN 

 

Pertumb 
2016-2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata- 
rata 

Pertumb 
2020 

(Audited) 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 
BELANJA 2,23% 944.840.460.676 1.043.503.533.000 1.031.499.652.000 1.040.255.723.000 1.070.177.106.000 1.071.183.855.000 1.084.120.322.000 1,26% 

BELANJA OPERASI 3,42% 760.543.104.728 843.482.367.000 839.891.302.000 846.781.289.000 874.817.928.000 873.921.085.000 884.934.924.000 1,32% 

Belanja Pegawai 2,92% 394.421.563.850 428.945.009.000 469.249.575.000 475.612.262.000 489.095.975.000 500.802.157.000 511.233.922.000 2,17% 

Belanja Barang dan 
Jasa 

6,07% 327.664.407.878 377.996.610.000 334.982.278.000 336.368.844.000 337.759.555.000 339.156.530.000 340.555.444.000 0,41% 

Belanja Hibah 1,36% 36.250.151.000 35.251.952.000 34.370.653.000 33.511.387.000 46.673.602.000 32.673.602.000 31.856.762.000 1,07% 

Belanja Bantuan 
Sosial 

20,78% 2.206.982.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 1.288.796.000 0,00% 

BELANJA MODAL -7,57% 126.926.093.953 184.760.743.000 186.608.350.000 188.474.434.000 190.359.178.000 192.262.770.000 194.185.398.000 1,00% 

BELANJA TAK 
TERDUGA 

1928,29% 57.371.261.995 15.260.423.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00% 

 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah) 
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Tabel 4.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 s.d 2026 

 

URAIAN 

 

Pertumb 

2016-2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata- 
rata 

Pertumb 
2020 

(Audited) 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

PEMBIAYAAN 2,03% 104.227.367.651 110.042.301.000 82.550.693.000 81.609.186.000 100.277.094.000 85.354.323.000 84.440.780.000 1,45% 

PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

-0,47% 108.747.997.651 112.542.301.000 94.150.693.000 93.209.186.000 106.277.094.000 91.354.323.000 90.440.780.000 -0,51% 

Penggunaan SiLPA -4,27% 95.101.710.312 112.542.301.000 94.150.693.000 93.209.186.000 92.277.094.000 91.354.323.000 90.440.780.000 -1,00% 

Pencairan Dana 

Cadangan 

 12.704.351.488 - - - 14.000.000.000 - -  

Penerimaan Kembali 
Investasi Non Permanen 
Lainnya 

1751,34% 941.935.851 - - - - - -  

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

-7,94% 4.520.630.000 2.500.000.000 11.600.000.000 11.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 -12,07% 

Pembentukan Dana 

Cadangan 

 - 2.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 - - - -50,00% 

Penyertaan 
Modal/Investasi 
Pemerintah Daerah 

-12,03% 4.518.000.000 500.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 1,79% 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)
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4.2.2  Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta  Prioritas Utama 

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan 
kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat 
dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekalongan. 
Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga 
dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Belanja Operasi 

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi: 

a. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga 
kontrak dengan SK Walikota. 

b. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, 
belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu 
dan BPJS tenaga kontrak SK Walikota. 

c. Belanja Hibah, terdiri dari hibah pilkada dan hibah partai politik. 

2. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

3. Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal 
BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota 
Pekalongan Tahun 2016-2020 ditunjukkan tabel 4.7. Dari data tersebut, berdasarkan 
realisasi Tahun 2020, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran 
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan 2021-
2026 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.8. 

5.2.2.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan 

Dari uraian-ruaian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah 
untuk mendanai program kegiatan selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 
4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 

 
 

 
No. 

 
Uraian 

Realisasi (Rp. Juta) Rata-rata 
Pertumbuhan 

(persen) 2016 2017 2018 2019 2020 

A Belanja Operasi 345.916.373.669 351.548.234.238 387.624.539.006 433.265.820.640 443.967.880.650 6,53% 

1 Belanja Pegawai 316.657.370.739 319.969.885.876 352.531.365.055 390.898.339.975 394.421.563.850 5,75% 

2 Belanja Barang dan Jasa 29.259.002.930 31.578.348.362 35.093.173.951 42.367.480.665 49.546.316.800 14,18% 

3 Hibah       
        

B Belanja Tidak Terduga 1.595.930.000 1.570.263.564 1.921.815.800 730.438.928 57.371.261.995  

4 Belanja Tidak Terduga 1.595.930.000 1.570.263.564 1.921.815.800 730.438.928 57.371.261.995 1928,29% 
        

C Pengeluaran Pembiayaan 10.259.000.000 9.894.575.338 12.702.387.924 12.349.388.226 4.518.000.000 -10,34% 

5 Penyertaan Modal Daerah 10.259.000.000 5.800.000.000 8.400.000.000 7.742.000.000 4.518.000.000 -12,03% 

6 Pembentukan Dana Cadangan - 4.094.575.338 4.302.387.924 4.607.388.226 - -29,28% 
        

Jumlah 357.771.303.669 363.013.073.140 402.248.742.730 446.345.647.794 505.857.142.645 9,14% 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2021 (diolah)
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Tabel 4.8 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama 
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

 
 

No. 

Uraian Rata-rata 
pertumb 

2016-2020 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) Rata-rata 
Pertumb 
(persen) 

 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 

A Belanja Operasi 6,53% 443.967.880.650 487.338.149.967 535.816.565.440 551.512.362.260 575.652.872.120  623.852.937.350 3,88 

1 Belanja Pegawai 5,75% 394.421.563.850 428.945.009.000 469.249.575.000 475.612.262.000 489.095.975.000  511.233.922.000 2,17 

 

2 

Belanja Barang 14,18% 49.546.316.800 57.633.140.967 65.806.990.440 75.140.100.260 85.796.883.120  111.859.015.350 14,18 
dan Jasa 

3 Hibah  760.000.000 760.000.000 760.000.000 760.000.000 760.014.000 760.000.000 760.000.000 0,00 

B 

 

Belanja Tidak 
Terduga   

57.371.261.995 
 

15.260.423.000 
 

5.000.000.000 
 

5.000.000.000 
 

5.000.000.000 
 

5.000.000.000 5.000.000.000
 

0,00 
  

4 Belanja Tidak 19,28 57.371.261.995 15.260.423.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0,00 
Terduga 

C 

 

Pengeluaran   

-10,34% 
 

4.518.000.000 
 

2.500.000.000 
 

11.600.000.000 
 

11.600.000.000 
 

6.000.000.000 
 

6.000.000.000 6.000.000.000
 

-12,07   Pembiayaan 

5 Penyertaan Modal -12,03% 4.518.000.000 500.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 1,79 
Daerah 

6 Pembentukan -29,28% - 2.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 - - -  
Dana Cadangan  

Jumlah 505.857.142.645 505.098.572.967

 
552.416.565.440 568.112.362.260 586.652.872.120 634.852.937.350 3,54

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021. 
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Tabel 4.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

 
 

URAIAN 

Kondisi Awal (Rp.) Proyeksi (Rp.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Pendapatan 953.155.394.615 933.461.232.000 948.948.959.000 958.646.537.000 969.900.012.000 985.829.532.000 999.679.542.000 

2.  Pencairan Dana 
Cadangan 

- - - - 14.000.000.000 - - 

3.  Sisa Lebih Riil 

Penggunaan 

95.101.710.312 112.542.301.000 94.150.693.000 93.209.186.000 92.277.094.000 91.354.323.000 90.440.780.000 

4. Penerimaan 
kembali investasi 
pemerintah daerah 

- - - - - - - 

TOTAL PENERIMAAN 1.048.257.104.927 1.046.003.533.000 1.043.099.652.000 1.051.855.723.000 1.076.177.106.000 1.077.183.855.000 1.090.120.322.000 

DIKURANGI        

5.   Belanja Wajib 505.857.142.645 505.098.572.967 552.416.565.440 568.112.362.260 586.652.872.120 610.527.226.620 634.852.937.350 

Kapasitas Riil 

Kemampuan Keuangan 

542.399.962.282 540.904.960.033 490.683.086.560 483.743.360.740 489.524.233.880 466.656.628.380 455.267.384.650 

Sumber : BKD Kota Pekalongan, 2021 
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4.3 Kinerja Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 

Pemerintah Daerah dengan keuangan daerah yang dimiliki tentunya 

mempunyai keleluasaan dalam penentuan kebijakan belanja pemerintah 

daerah termasuk program penanggulangan kemiskinan. Belanja 

pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan 

kesempatan kerja yang luas, mengurangi angka pengangguran dan 

menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan belanja yang pro 

penanggulanan kemiskinan adalah salah satu kunci peningkatan kinerja 

percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan belanja yang pro 

penanggulanan kemiskinan ditunjukkan oleh relevansi dan ketepatan 

pengalokasian dan pelaksanaan anggaran belanja publik dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan. Upaya ini dapat ditempuh dengan 

mengoptimalkan fungsi APBD sebagai alat perencanaan dan distribusi. 

APBD sebagai alat perencanaan harus dapat memastikan bahwa 

program-program yang dirumuskan relevan dengan akar-akar 

permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Sedangkan 

sebagai alat distribusi, APBD harus menjamin kebijakan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan dalam 

pembangunan termasuk menjamin adanya keselarasan antar-program 

secara lintas sektoral dalam mencapai target-target yang hendak dicapai. 

Selama tiga tahun terakhir kebijakan belanja yang diarahkan 

dalam rangka percepatan  penanggulangan kemiskinan di Kota 

Pekalongan cukup signifikan, berkisar diatas 10 persen dari total APBD, 

yang pengalokasiannya dapat dikelompokan dalam program 

penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat Peraturan Daerah 

Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan yaitu: 

1. Program pengurangan beban pengeluaran warga miskin, terutama 

seperti pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin 

melalui Jamkesda, pemberian akses pendidikan dasar bagi warga 

Kota Pekalongan melalui program Fasilitasi Operasional Pendidikan, 

Jaminan persalinan, fasilitasi pemberian bantuan sembako non 

tunai; 

2. Program peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin; 

3. Program pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro 

dan kecil; 

4. Program sinergitas kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan;  

5. Program pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan 

dasar.  
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Secara rinci gambaran kebijakan belanja dalam rangka percepatan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2018-2020 

berdasarkan pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Kebijakan Belanja Tahun 2018 

Belanja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018 sebesar     

Rp 110,12 M atau sekitar 11,24 persen dari APBD, sebagian besar dari 

total anggaran tersebut dialokasikan untuk Program pengurangan 

beban pengeluaran warga miskin seperti layanan pendidikan BOS/FOP 

pendidikan, jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu, jaminan 

persalinan, penyediaan sarana air bersih, penyediaan rumah layak huni 

dan bantuan sosial yaitu sebesar Rp 74,62 M atau sekitar 67,76 

persen. Sekitar 32,34 persen untuk mendukung program 

peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin, program 

pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, program 

pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan program 

sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

4.3.2 Kebijakan Belanja Tahun 2019 

Belanja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 adalah 

sebesar Rp 111,52 M atau sekitar 10,62 persen dari APBD. Sebagian 

besar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk Program 

pengurangan beban pengeluaran warga miskin seperti layanan 

pendidikan BOS/FOP pendidikan, jaminan kesehatan bagi warga tidak 

mampu, jaminan persalinan, penyediaan sarana air bersih, penyediaan 

rumah layak huni dan bantuan sosial yaitu sebesar Rp 66,99 M atau 

sekitar 59,40 persen dari total anggaran program kemiskinan, dan 

sekitar 40,60 persen sisanya mendukung program penanggulangan 

kemiskinan lainnya. 

4.3.3 Kebijakan Belanja Tahun 2020 

Belanja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 adalah 

sebesar Rp 176,35 M atau sekitar 17,14 persen dari APBD. Sebagian 

besar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk program 

pengurangan beban pengeluaran warga miskin seperti layanan 

pendidikan BOS/FOP pendidikan, jaminan kesehatan bagi warga tidak 

mampu, jaminan persalinan, penyediaan sarana air bersih, penyediaan 

rumah layak huni dan bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 yaitu 

sebesar Rp 66,99 M atau sekitar 37,99 persen dari total anggaran 

program kemiskinan dan sekitar 62,01 persen mendukung program 

penanggulangan kemiskinan lainnya. Anggaran program 

penanggulangan kemiskinan di tahun 2020 ada kenaikan cukup signifikan 

dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 seiring dengan adanya 

pandemi Covid-19 dilakukan kebijakan realokasi dan refocusing 

anggaran sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 
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serta  program jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi bagi 

masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

Permasalahan kemiskinan menjadi prioritas dalam alokasi belanja 

daerah Kota Pekalongan. Alokasi anggaran kemiskinan selama lima 

tahun terus meningkat. Realisasi belanja dapat dilihat dengan adanya 

kenaikan anggaran kemiskinan secara linier berdampak pada penurunan 

angka kemiskinan. Anomali terjadi pada tahun 2020 dimana anggaran 

kemiskinan mengalami kenaikan cukup signifikan tetapi angka 

kemiskinan juga mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya 

pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak sektor kesehatan tetapi 

juga terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat termasuk 

masyarakat miskin. Alokasi bantuan sosial dan pemulihan ekonomi 

kepada masyarakat yang terdampak adanya pandemi Covid-19 termasuk 

salah satu program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan pada 

tahun 2020 selain penanganan pada bidang pelayanan kesehatan. 

 

Grafik 4.1. Kebijakan Belanja Dalam Rangka Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan  

Tahun 2018-2020 

 
 

 

 

2018 2019 2020

APBD (Rp. Miliar) 980.002.459.000 1.050.112.414.000 1.012.737.840.000

Anggaran (RP. Miliar) 110.120.429.000 111.520.285.000 176.357.033.000

Prosentase 11,24% 10,62% 17,14%
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Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, Tahun 2021 
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BAB V 

REALISASI PROGRAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DAN KELEMBAGAAN 

KOORDINASI PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN 
 

 

5.1 Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan sebagai tolok 

ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan 

hasil yang telah dicapai. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah 

dilaksanakan di Kota Pekalongan pada tahun 2020 melalui pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dengan amanat dari Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 pada Pasal 18, 

terdiri atas:  

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, 

keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak 

dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat 

miskin;  

2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan 

kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat 

miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan  

3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, 

termasuk program dengan dana kelurahan. 

Realisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 meliputi  44 

program dan 161 kegiatan dan 15 bantuan sosial melalui Belanja Tidak Langsung. 

Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Program-program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah 

tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan 

hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup 

masyarakat miskin: 

a. Fokus kelompok program ini adalah pemenuhan hak dasar ditujukan untuk 

memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih 

baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan 

pendidikan; 

b. Karakteristik program ini bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan 

rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, 

pangan, sanitasi dan air bersih; 
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c. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya 

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin; 

d. Cakupan program dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak 

dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, 

pendidikan, pelayanan kesehatan serta sanitasi dan air bersih; 

e. Penerima manfaat ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal 

ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang 

bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu 

mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; 

f. Program-program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis 

rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan 

pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas 

hidup masyarakat miskin dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, 

yaitu: Bagian Kesra Setda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos 

P2KB, Dinperpa, DKP dan BKD; 

Secara lengkap program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 5.1 Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu  

Berbasis Rumah Tangga, Keluarga/Individu Tahun 2020 

No 
Langsung/ 

Tdk 
Langsung 

Kegiatan 
Perangkat 

Daerah 
Pagu 

(Rp. 000) 
Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

1 

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan 

Tidak 
Langsung 

1.Fasilitasi 
Peningkatan 
Pendidikan 
Keagamaan  

Bagian 
Kesra 
Setda 

6.827.290 6.742.839  98,76% 

     Jumlah   6.827.290 6.742.839  98,76% 

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

 Langsung & 
Tdk Langsung  

2.Fasilitasi 
Operasional 
Pendidikan SD   

Dindik 1.764.537  1.666.966 94,47% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

3.BOS SD  Dindik 13.504.770  13.041.747 96,57% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

4.BOS SMP  Dindik 11.297.787  10.186.714 90,17% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

5.Fasilitasi 
Operasional 
Pendidikan SMP  

Dindik 2.781.439  2.511.135 90,28% 

3 Program Pendidikan Non Formal 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

6.Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Kesetaraan paket A, 
B dan C 

Dindik 130.150  130.140  99,99% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

7.Penanggulangan 
Siswa Putus 
Sekolah/Tidak 
Sekolah  

Dindik 43.300  43.248  99,88% 

4 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

8.Fasilitasi 
Pendidikan Inklusi 
SD (4 sekolah) 

Dindik 55.200  55.200  100,00% 
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No 
Langsung/ 

Tdk 
Langsung 

Kegiatan 
Perangkat 

Daerah 
Pagu 

(Rp. 000) 
Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

9.Fasilitasi 
Pendidikan Inklusi 
SMP (1 sekolah) 

Dindik 26.000  24.950  95,96% 

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

10.BOP PAUD   
(DAK) 

Dindik 249.105  222.006 89,12% 

6 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

 Tidak 
Langsung 

11.Peningkatan 
Kesejahteraan PTK 

Dindik 17.025.569  16.926.063  99,42% 

     Jumlah   46.877.857  44.808.171 95,58% 

7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 

 Tidak 
Langsung 

12.Peningkatan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Dan Bahan 
Berbahaya 

Dinkes 42.970  42.846  99,71% 

8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

13.Penanggulangan 
Kurang Energi 
Protein (KEP) Tidak 
Langsung / Cukup 
Efektif, Anemia Gizi 
Besi, Gangg Tidak 
Langsung / Cukup 
Efektif uan Akibat 
Kurang Yodium 
(GAKY), Kurang 
Vitamin A, Dan 
Kekurangan Zat 
Gizi Mikro Lainnya 

Dinkes 500.000  489.676. 97,94% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

14.Fasilitasi 
Penurunan Stunting 
(DAK) 

Dinkes 322.725  322.725  100,00% 

9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 

 Langsung & 
Tdk Langsung  

15.Penyemprotan/ 
Fogging Sarang 
Nyamuk 

Dinkes 257.000  237.267  92,32% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

16.Pelayanan 
Pencegahan Dan 
Penanggulangan 
Penyakit Menular 

Dinkes 158.405  139.165  87,85% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

17.Peningkatan 
Imunisasi  

Dinkes 103.325  89.431  86,55% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

18.Peningkatan 
Survellance 
Epidemiologi Dan 
Penanggulangan 
Wabah 

Dinkes 425.975  385.525  90,50% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

19.Pencegahan 
Dan 
Penanggulangan 
Penyakit Tidak 
Menular 

Dinkes 183.382  178.115 97,13% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

20.Fasilitasi 
Pengendalian 
Penyakit Menular 
dan Tidak Menular 
(DAK) 

Dinkes 2.180.200  2.180.199 100,00% 
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No 
Langsung/ 

Tdk 
Langsung 

Kegiatan 
Perangkat 

Daerah 
Pagu 

(Rp. 000) 
Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

10 Program Kesehatan Keluarga 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

21.Advokasi dan 
KIE Tentang 
Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Dinkes 9.600  8.900  92,71% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

22.Peningkatan 
Kesehatan Anak 
Balita 

Dinkes 143.256  138.598 96,75% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

23.Pelayanan 
Pemeliharaan 
Kesehatan Lansia 

Dinkes 13.950  13.552 97,15% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

24.Pemeliharaan 
Kesehatan Ibu 
Hamil Dan Anak 

Dinkes 88.192  87.260 98,94% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

25.Fasilitasi 
Jaminan Persalinan 
(Jampersal) (DAK) 

Dinkes 1.008.525  952.272 94,42% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

26.Fasilitasi 
Pelayanan Rawat 
Inap Dan Rawat 
Jalan Bagi Keluarga 
Miskin 
(JAMKESDA) 

Dinkes 24.129.740  23.645.537 97,99% 

11 
Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli 
Indonesia 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

27.Pengadaan Obat 
Dan Perbekalan 
Kesehatan 

Dinkes 2.161.119  2.151.488 99,55% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

28.Fasilitasi 
Pelayanan 
Kefarmasian  (DAK) 

Dinkes 1.458.298  1.457.351 99,94% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

29.Fasilitasi 
Pelayanan Dasar 
(DAK) 

Dinkes 3.121.982  3.119.681 99,93% 

12 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

30.Penyuluhan 
Masyarakat Pola 
Hidup Sehat  

Dinkes 110.502  104.039  94,15% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

31.Pelatihan, 
Penyuluhan Dan 
Peningkatan 
Kesehatan 
Masyarakat Melalui 
Forum Kota Sehat 

Dinkes 51.268  39.674 77,39% 

13 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

32.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Bendan 

Dinkes 2.669.500  2.312.394 86,62% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 
/ Cukup Efektif 

33.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Kramatsari 

Dinkes 838.500  820.596 97,86% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung  

34.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Tirto 

Dinkes 1.027.500  962.691 93,69% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

35.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Medono 

Dinkes 673.500  673.500  100,00% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

36.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Noyontaan 

Dinkes 923.500  830.674 89,95% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

37.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Buaran 

Dinkes 683.500  681.390 99,69% 
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No 
Langsung/ 

Tdk 
Langsung 

Kegiatan 
Perangkat 

Daerah 
Pagu 

(Rp. 000) 
Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

  
Langsung & 
Tdk Langsung  

38.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Pekalongan Selatan 

Dinkes 1.948.160  1.765.155 90,61% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung  

39.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Jenggot 

Dinkes 1.413.500  1.187.264 83,99% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

40.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Kusumabangsa 

Dinkes 2.021.000  1.920.355 95,02% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

41.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Krapyak Kidul 

Dinkes 1.113.500  1.038.819 93,29% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

42.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Dukuh 

Dinkes 1.003.500  867.172 86,41% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung  

43.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Sokorejo 

Dinkes 1.401.000  1.319.743 94,20% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

44.Pelayanan BLUD 
Puskesmas Klego 

Dinkes 908.500  785.942 86,51% 

  
Langsung & 
Tdk Langsung 

45.Pelayanan BLUD 
Puskesmas 
Tondano 

Dinkes 897.397  817.280 91,07% 

     Jumlah   53.992.971  51.766.288 95,88% 

14 
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

 Langsung & 
Tdk Langsung 

46.Fasilitasi 
Koordinasi 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Dinsos 
P2KB 

587.180  585.820  99,77% 

  Langsung 
47.Optimalisasi 
Pendampingan 
Program KUBE 

Dinsos 
P2KB 

150.300  150.197 99,93% 

15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

   Langsung 

48.Fasilitasi 
Pelayanan 
Kesejahteraan 
Sosial Anggota 
Veteran, Lansia 
Dan Penyandang 
Cacat 

Dinsos 
P2KB 

377.500  325.206 86,15% 

  
 Tidak 
langsung 

49.Peningkatan 
Kualitas Pelayanan, 
Sarana, Dan 
Prasarana 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan 
Sosial Bagi PMKS 

Dinsos 
P2KB 

60.400  53.850  89,16% 

     Jumlah   1.175.380  1.115.074 94,87% 

16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

  Tdk Langsung 
50.Fasilitasi Dewan 
Ketahanan Pangan 

Dinperpa 39.100  28.114  71,90% 

  Tdk Langsung 

51.Revitalisasi 
Sistem 
Kewaspadaan 
Pangan dan Gizi 

Dinperpa 24.000  24.000  100,00% 

  Tdk  Langsung 

52.Pemantauan dan 
Analisis 
Ketersediaan 
Pangan 

Dinperpa 18.000  18.000  100,00% 

  Tdk Langsung  53.Pengembangan Dinperpa 36.177  34.647  95,77% 
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No 
Langsung/ 

Tdk 
Langsung 

Kegiatan 
Perangkat 

Daerah 
Pagu 

(Rp. 000) 
Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

Pangan Lokal 

  Tdk  Langsung 
54.Peningkatan 
Mutu dan 
Keamanan Pangan 

Dinperpa 59.750  59.449 99,50% 

  Tdk  Langsung 
55.Pemantauan dan 
Analisis Harga 
Pangan Pokok 

Dinperpa 10.800  10.000  92,59% 

   Tdk Langsung  

56.Pemanfaatan 
Pekarangan Untuk 
Pengembangan 
Pangan 

Dinperpa 35.940  35.940  100,00% 

  Tdk  Langsung 

57.Analisis dan 
Penyusunan Pola 
Konsumsi dan 
Suplai Pangan 

Dinperpa 5.550  5.450  98,20% 

17 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

 Tdk Langsung 

58.Pemeliharaan 
Kesehatan dan 
Pencegahan 
Penyakit Menular 
Ternak 

Dinperpa 56.000  55.900  99,82% 

  Tdk  Langsung 

59.Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Penyakit yang 
Disebabkan oleh 
Ternak  

Dinperpa 14.500  14.500  100,00% 

     Jumlah   299.817  
286.000.500,

00 
95,39% 

18 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

  Tdk Langsung 

60.Pendampingan 
Pada Kelompok 
Nelayan Perikanan 
Tangkap 

DKP 32.250  32.110  99,57% 

     Langsung 
61.Pemberdayaan 
Nelayan Pada 
Musim Paceklik 

DKP 13.555  13.555  100,00% 

19 Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan 

   Langsung 
62.Pendampingan 
Pada Kelompok 
Pembudidaya Ikan 

DKP 132.000  131.050  99,28% 

     Jumlah   177.805  176.715  99,39% 

 Belanja Tidak Langsung (BTL) / Bantuan Sosial 

   Langsung & 
Tdk Langsung 

1.BTT Pemberian 
Bantuan kepada 
Pesantren/ 
Madrasah Diniyah 
dan TPQ 
Terdampak Covid 
Tahap I 

Bagian 
Kesra 
Setda 

948.500  915.500  96,52% 

  
    Langsung & 
Tdk Langsung 

2.BTT Pemberian 
Bantuan kepada 
Pesantren/ 
Madrasah Diniyah 
dan TPQ 
Terdampak Covid 
Tahap II 

Bagian 
Kesra 
Setda 

100.000  15.000  15,00% 

    Langsung 
3.BTT Pemberian 
JPS Tahap I 

Dinsos 
P2KB 

20.176.600  20.064.000  99,44% 

     Langsung  
4.BTT Pemberian 
JPS Tahap II 

Dinsos 
P2KB 

3.328.660  3.133.361 94,13% 
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No 
Langsung/ 

Tdk 
Langsung 

Kegiatan 
Perangkat 

Daerah 
Pagu 

(Rp. 000) 
Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

  
   Langsung & 
Tdk Langsung 

5.BTT Pencegahan 
dan Penanganan 
Covid 19 Tahap I 

Dinkes 550.000  516.643 93,94% 

  
   Langsung & 
Tdk Langsung 

6.BTT Pencegahan 
dan Penanganan 
Covid 19 Tahap II 

Dinkes 778.310   688.651  88,48% 

  
   Langsung & 
Tdk Langsung 

7.BTT Percepatan 
Penanganan Covid 
19 Bidang 
Kesehatan 

Dinkes 640.570   574.783  89,73% 

  
   Langsung & 
Tdk Langsung 

8.BTT Percepatan 
Penanganan Covid 
19 Bidang 
Kesehatan 

RSUD 
Bendan 

580.292   578.220   99,64% 

    Langsung 

9.Bantuan Sosial 
Akibat Resiko 
Sosial Bidang 
Pendidikan 

PPKD 250.000  45.555  18,22% 

     Langsung 

10.Bantuan Sosial 
Akibat Resiko 
Sosial Bidang 
Kemiskinan 

PPKD 244.500  146.327  59,85% 

     Langsung 

11.Bantuan Sosial 
Santunan Kematian 
Bagi Warga Miskin/ 
Tidak Mampu 

PPKD 1.800.000  1.749.000  97,17% 

     

12.Bantuan Sosial 
Beasiswa Keluarga 
Tidak Mampu 
(BKTM) Siswa-siswi 
SMA/SMK/MA 

PPKD 596.000  0,00 0,00% 

    Jumlah   29.993.432  28.427.043 94,78% 

  
  

Jumlah total seluruh 
SKPD 

  139.344.552  133.322.132 95,68% 

    APBD   1.012.737.890      

  
  

Persentase Alokasi 
terhadap APBD 

  13,76%     

Sumber : new simral.pekalongankota.id, data diolah 

Pada tahun 2020  program dan kegiatan pronangkis dengan total pagu 

anggaran sebesar Rp. 139.344.552.000,- atau 13,76% bila dibandingkan dengan 

APBD Kota Pekalongan Tahun 2020  (Rp. 1.012.737.890.000). Realisasi program 

pronangkis sebesar Rp. 133.322.132.331,- atau (95,68%) terdiri dari 19 program dan 

62 kegiatan serta 12 bantuan sosial melalui Belanja Tidak Langsung (BTL). 

 

2. Program-program  pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro 

dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin 

untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan: 

a. Fokus kelompok program ini adalah memberdayakan penduduk miskin, yaitu 

penduduk miskin sebagai pelaku usaha ataupun tenaga kerja  dan memperkuat 

kapasitas kelembagaan pelaku usaha mikro dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan penduduk miskin; 

b. Memberdayakan masyarakat miskin dengan berbagai pelatihan sehingga dapat 

meningkatkan SDM. Dengan modal pelatihan yang didapat maka masyarakat 

dapat berusaha secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya; 
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c. Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro 

dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat 

miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan 

dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, yaitu: Bagian Kesra Setda, 

DinsosP2KB, Dinperinaker, Dindagkop UKM, DPMPPA, Dinarpus, DKP, Bappeda 

dan PPKD(BKD), Secara lengkap program-program tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel  5.2 Program  Pemberdayaan  Masyarakat Dan 
Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil  

Tahun 2020 

No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan 

 Tidak Langsung 

1.Fasilitasi 

Kegiatan Bidang 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Bagian 

Kesra 

Setda 

745.575  322.694 43,28% 

   Tidak Langsung 

2.Fasilitasi 

Pemberian 

Bantuan Sosial 

kepada 

Masyarakat 

Bagian 

Kesra 

Setda 

594.668  587.593  98,81% 

    Jumlah   1.340.243  910.287 67,92% 

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

 Langsung 
3.Fasilitas 

Kelayan 

Dinsos 

P2KB 
60.000  59.989  99,98% 

  Langsung 

4.Penanganan 

Masalah-Masalah 

Strategis Yang 

Menyangkut 

Tanggap Cepat 

Darurat & 

Kejadian Luar 

Biasa 

Dinsos 

P2KB 
300.000  221.538 73,85% 

  Tidak Langsung 

5.Fasilitasi Upaya 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Dinsos 

P2KB 
348.500  344.162  98,76% 

   Langsung 

6.Rehabilitasi 

Pelayanan Sosial 

Dan Kelembagaan 

Sosial Di RPSBM 

(Rumah 

Perlindungan 

Sosial Berbasis 

Masyarakat) 

Dinsos 

P2KB 
995.000  978.240  98,32% 

3 
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

 

 Tidak Langsung 

7.Penyediaan 

Jasa Tenaga 

Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

Dinsos 

P2KB 
125.000  121.500  97,20% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

(TKSK) 

  Tidak Langsung 

8.Pembinaan Dan 

Fasilitasi Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

Dinsos 

P2KB 
43.300  43.195  99,76% 

4 Program Keluarga Berencana 

 
Langsung &    

Tdk Langsung 

9.Penyediaan 

Pelayanan KB 

Dan Alat 

Kontrasepsi Bagi 

Keluarga Miskin 

Dinsos 

P2KB 
186.652  160.019 85,73% 

   Tidak Langsung 10.Pelayanan KIE 
Dinsos 

P2KB 
75.000  69.380  92,51% 

   Tidak Langsung 

11.Pendataan 

Keluarga 

Sejahtera 

Dinsos 

P2KB 
37.600  37.128  98,74% 

  
 Langsung &   

Tdk Langsung 

12.Penguatan 

Program Keluarga 

Berencana/KB 

(DAK) 

Dinsos 

P2KB 
734.990  729.204 99,21% 

   Tidak Langsung 

13.Penguatan 

Kelembagaan 

Keluarga Kecil 

Berkualitas 

Dinsos 

P2KB 
150.000  94.720  63,15% 

  
 Langsung &     

Tdk Langsung 

14.Operasional 

Balai Penyuluhan 

Keluarga 

Berencana (DAK) 

Dinsos 

P2KB 
1.148.884  905.037 78,78% 

    Jumlah   4.204.926  3.764.113 89,52% 

5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 

 
 Langsung &     

Tdk Langsung 

15.Pembangunan 

balai latihan kerja 

(DBHCHT) 

Dinperina-

ker 
43.955  43.795  99,64% 

  
 Langsung &    

Tdk Langsung 

16.Pendidikan dan 

pelatihan 

ketrampilan bagi 

pencari kerja 

(DBHCHT) 

Dinperina-

ker 
326.950  322.980 98,79% 

  Tidak Langsung 

17.Pemeliharaan 

rutin/berkala 

sarpras 

pendidikan balai 

latihan kerja (BLK) 

Dinperina-

ker 
175.051  174.000 99,40% 

  Tidak Langsung 

18.Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan alumni 

siswa pasca 

pelatihan 

Dinperina-

ker 
22.000  22.000  100,00% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

   Tidak Langsung  

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana Balai 

Latihan Kerja 

(DBHCHT) 

Dinperina-

ker 
350.000  348.187 99,48% 

  
 Langsung &   

Tdk Langsung 

19.Pelatihan 

peningkatan 

ketrampilan dan 

produktifitas bagi 

pengangguran / 

putus sekolah di 

lingk. masyarakat 

industri hasil 

tembakau 

Dinperina-

ker 
196.691  195.698  99,50% 

6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

  Tidak Langsung 

20.Penyebarluasa

n informasi bursa 

tenaga kerja 

Dinperina-

ker 
79.400  73.788 92,93% 

  Langsung 

21.Penyuluhan , 

pembekalan dan 

penempatan 

tenaga kerja 

indonesia 

Dinperina-

ker 
4.238  4.238  100,00% 

    Jumlah   1.198.285  1.184.687 98,87% 

7 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

 
 

Langsung &     

Tdk Langsung 

22.Pendampingan 

Pengembangan 

Usaha UMKM 

Dindagkop 

UKM 
80.000  78.490  98,11% 

  Langsung 
23.Penyelenggara

an Pekan Batik 

Dindagkop 

UKM 
1.550  1.550  100,00% 

8 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

 Tidak Langsung 

24.Pengembanga

n Wirausaha 

Inovatif 

Dindagkop 

UKM 
25.000  24.800  99,20% 

9 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan UMKM 

 Tidak Langsung 

25.Pembinaan, 

Pengawasan, dan 

Perhargaan 

Koperasi 

Berprestasi 

Dindagkop 

UKM 
43.970  43.970  100,00% 

  Tidak Langsung 

26.Penghargaan 

dan Penilaian 

Kesehatan 

Koperasi 

Dindagkop 

UKM 
46.200  42.700  92,42% 

  Tidak Langsung 

27.Penguatan 

Kelembagaan 

Sentra UMKM 

Dindagkop 

UKM 
75.000  70.877  94,50% 

  Tidak Langsung 
28.Peningkatan 

Kapasitas 

Koperasi dan 

Dindagkop 

UKM 
491.010  468.760 95,47% 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  V - 11 

No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

UKM (DAK) 

10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

 Tidak Langsung 

29.Peningkatan 

Pengawasan 

Peredaran Barang 

dan Jasa 

Dindagkop 

UKM 
150.800  143.623  95,24% 

  Tidak Langsung 

30.Tera/Tera 

Ulang Peralatan 

Ukur Takar 

Timbang dan 

Perlengkapannya 

(UTTP) 

Dindagkop 

UKM 
272.150  258.288 94,91% 

   Langsung 
31.Sosialisasi 

Konsumen Cerdas 

Dindagkop 

UKM 
25.700  25.695  99,98% 

11 Program Pengembangan Ekspor 

 
 Langsung &    

Tdk Langsung 

32.Pelatihan dan 

Bimbingan 

Regulasi Bisnis 

Internasional dan 

Fasilitasi Pameran 

Produk Ekspor 

Dindagkop 

UKM 
26.090  26.090  100,00% 

12 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

 Tidak Langsung 

33.Penguatan 

Pasar Dalam 

Negeri Melalui 

Penyelenggaraan 

Promosi 

Dindagkop 

UKM 
35.585  35.585  100,00% 

  
 Langsung &   

Tdk Langsung 

34.Pengelolaan 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Perdagangan 

Dindagkop 

UKM 
50.000  44.900  89,80% 

13 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 

  Langsung 

35.Kegiatan 

Pembinaan 

Organisasi 

Pedagang 

Kakilima dan 

Asongan 

Dindagkop 

UKM 
72.120  23.429  32,49% 

14 Program Pengembangan Pasar Tradisional 

 Tidak  Langsung 

36.Peningkatan 

Pelayanan 

Masyarakat 

Dindagkop 

UKM 
95.000  82.669  87,02% 

    Jumlah   1.490.175  1.371.426 92,03% 

15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 

 
Langsung & 

Tdk  Langsung 

37.Pendidikan dan 

Pelatihan 

Peningkatan 

Peran Serta dan 

DPMPPA 74.159  68.559  92,45% 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  V - 12 

No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

Kesetaraan 

Jender 

  
 Langsung &   

Tdk Langsung 

38.Fasilitasi 

Peningkatan 

Ketrampilan dan 

Kinerja PKK 

DPMPPA 242.600  215.099 88,66% 

16 Program Pemberdayaan Masyarakat 

 Tidak  Langsung 

39.Pemberdayaan 

Lembaga dan 

Organisasi 

Masyarakat 

Perdesaan 

DPMPPA 165.450  153.625  92,85% 

    Jumlah   482.209  437.283 90,68% 

17 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

 
Langsung & 

Tdk  Langsung 

40.Pemasyarakat

an Minat dan 

Kebiasaan 

Membaca 

Dinarpus 33.108  33.108  100,00% 

  
Langsung & 

Tdk  Langsung 

41Pengembangan 

Minat dan Budaya 

Baca 

Dinarpus 115.800  115.780  99,98% 

  Tidak  Langsung 

42.Pembinaan 

dan Stimulasi 

Perpustakaan di 

Daerah 

Dinarpus 31.200  28.860 92,50% 

  Tidak  Langsung 

43.Penyediaan 

Bantuan 

Pengembangan 

Perpustakaan dan 

Minat Baca di 

Daerah 

Dinarpus 59.000  54.250  91,95% 

   Tidak  Langsung 

44.Publikasi dan 

Sosialisasi Minat 

Dan Budaya Baca 

Dinarpus 85.000  83.979  98,80% 

  Tidak  Langsung 

45.Penyediaan 

Bahan Pustaka 

Perpustakaan 

Umum Daerah 

Dinarpus 76.500  76.198 99,61% 

  Tidak  Langsung 

46.Pengembanga

n Sistem Informasi 

Perpustakaan 

Dinarpus 85.500  85.480  99,98% 

  Tidak  Langsung 

47.Pengembanga

n Infrastruktur TIK 

Perpustakaan 

Dinarpus 30.000  30.000  100,00% 

    Jumlah   516.108  507.656 98,36% 

18 Program pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

 Tidak  Langsung 

48.Penguatan 

Kelembagaan 

Kelompok 

Pembudidaya Ikan 

DKP 43.000  43.000  100,00% 

  Tidak  Langsung 

49.Pengembanga

n Bibit Ikan 

Unggul 

DKP 55.000  55.000  100,00% 

19 Program Pengembangan Technopark Perikanan 

 
 Langsung &    

Tdk Langsung 

50.Pendidikan dan 

Pelatihan 

Budidaya Ikan 

DKP 25.000  25.000  100,00% 

    Jumlah   123.000  123.000  100,00% 

20 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya 

 Tidak  Langsung 

51.Fasilitasi 

kelompok Bangun 

Perkotaan 

Bappeda 19.000  18.769  98,78% 

  Tidak  Langsung 

52.Pendampingan 

Koordinasi 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Bappeda 60.000  59.983  99,97% 

    Jumlah   79.000  78.752  99,69% 

1 Belanja Tidak Langsung (BTL) / Bantuan Sosial 

 
Langsung &    

Tdk Langsung 

1..Bantuan Sosial 

Uang Duka Bagi 

Anggota Linmas 

PPKD 90.000  25.500  28,33% 

  
Langsung &    

Tdk Langsung 

2..Bantuan Sosial 

Akibat Bencana 
PPKD 350.000  240.600  68,74% 

  
Langsung &    

Tdk Langsung 

3..Bantuan Sosial 

Untuk Putra-Putri 

Pahlawan 

PPKD 18.000  0,00 0,00% 

    Jumlah   458.000  266.100  58,10% 

  
  

Jumlah total 

seluruh SKPD 
  9.891.946  8.643.306 87,38% 

    APBD   1.012.737.890      

  
  Persentase    0,98%     

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, (diolah 2021) 

Pada Tahun 2020 dengan total pagu anggaran Rp. 9.891.946.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp. 8.643.306.240,- (87,38%). Pagu anggaran 

pronangkis tahun 2020 13.76% dari APBD Kota Pekalongan Tahun 2020 (Rp. 

1.012.737.890.000,-) terdiri dari 20 program dan 52 kegiatan serta 3 bantuan 

sosial melalui Belanja Tidak Langsung (BTL). 
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3. Program-program  lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, 

termasuk program-program dengan dana desa/dana kelurahan: 

a. Fokus kelompok program ini adalah memberdayakan penduduk miskin  

selain dari 2 program yang sudah disebut diatas yaitu a. Program-program 

bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, 

keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak 

sasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat 

miskin dan b. Program-program  pemberdayaan masyarakat dan 

penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk 

memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan 

mengambil manfaat dari proses pembangunan; 

b. Memberdayakan masyarakat miskin dengan berbagai memberikan 

program secara tidak langsung sehingga dapat membantu atau 

mengoptimalkan pelaksanaan usaha masyarakat misalnya dengan 

pembangunan sarana prasana fisik yang dapat melancarkan baik secara 

akomodasi maupun transportasi usaha masyarakat sehingga pendapatan 

masyarakat bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya; 

c. Program-program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, 

termasuk program-program dengan dana desa/dana kelurahan 

dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu: Dinperkim, Dindagkop UKM, 

DPMPPA, DLH serta Kecamatan di Kota Pekalongan. Secara lengkap 

Program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.3  Program-program Lainnya Tahun 2020 

No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

1 Program pengembangan infrastruktur permukiman                                                                                                     

 
Langsung &    

Tdk Langsung 

1.Fasilitasi 

Kegiatan 

SANIMAS 

(DAK) 

Dinperkim 94.350  92.521  98,06% 

2 Program Pengembangan Perumahan 

 Tidak Langsung 

2.Fasilitasi 

Pemugaran 

Perumahan 

Sewa 

Dinperkim 910.501  891.895 97,96% 

  
Langsung &    

Tdk Langsung 

3.Kegiatan DAK 

Bidang 

Perumahan Dan 

Permukiman 

(DAK) 

Dinperkim 4.478.754  4.347.821 97,08% 

    Jumlah   5.483.605  5.332.237 97,24% 

3 Program Pengembangan Pasar Tradisional 

 
Langsung &    

Tdk Langsung 

4.Pengelolaan 

Persampahan di 

Lingkungan 

Dindagkop 

UKM 
94.000  86.200  91,70% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

Pasar 

Tradisional 

  Tidak  Langsung 

5.Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pasar 

Dindagkop 

UKM 
64.944  35.100  54,05% 

  Tidak  Langsung 

6.Intensifikasi 

dan 

Ekstensifikasi 

Retribusi Pasar 

Dindagkop 

UKM 
60.000  14.160  23,60% 

  Tidak  Langsung 

7.Pemeliharaan 

Bangunan 

Pasar-Pasar 

Se-Kota 

Dindagkop 

UKM 
834.180  770.727 92,39% 

  Tidak  Langsung 
8.Pembangunan 

Pasar 

Dindagkop 

UKM 
339.653  325.649  95,88% 

    Jumlah   1.392.777  1.231.836 88,44% 

4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 

 Tidak  Langsung 

9.Fasilitasi 

Program 

Peningkatan  

Kualitas 

Kawasan 

Permukiman 

DPMPPA 68.562  66.412  96,86% 

  Tidak  Langsung 

10.Fasilitasi 

Program 

Akselerasi 

Pembangunan 

Wilayah 

Kecamatan dan 

Kelurahan 

DPMPPA 100.915  100.715  99,80% 

  
  Langsung &   

Tdk langsung 

11.Fasilitasi 

Kegiatan TMMD 

(Bantuan 

Provinsi) 

DPMPPA 1.058.326  1.058.326  100,00% 

    Jumlah   1.227.803  1.225.453  99,81% 

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

 Tidak  Langsung 

12.Penyediaan 

Prasarana dan 

Sarana 

Pengelolaan 

Persampahan 

DLH 919.300  897.898 97,67% 

  Tidak  Langsung 

13.Peningkatan 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Sarana 

Persampahan 

DLH 2.167.950  2.152.734 99,30% 

  Tidak  Langsung 
14.Peningkatan 

Peran Serta 

Masyarakat 

DLH 99.350  94.832  95,45% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

dalam 

Pengelolaan 

Persampahan 

  Tidak  Langsung 

15.Peningkatan 

Kebersihan 

Kota 

DLH 2.409.077  2.348.286 97,48% 

  Tidak  Langsung 

16.Revitalisasi 

Tempat 

Pengolahan 

Sampah 

DLH 500.400  480.756  96,07% 

  Tidak  Langsung 

17.Pengadaan 

Sarana 

Prasarana 

Kebersihan 

DLH 432.600  419.317 96,93% 

  Tidak  Langsung 

18.Koordinasi 

dan pembinaan 

TPS 3R 

DLH 797.860  739.461 92,68% 

    Jumlah   7.326.537  7.133.286 97,36% 

6 

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di 

Wilayah Utara 

 

Tidak  Langsung 

19.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

lingkungaan 

pemukiman 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
80.263  60.263  75,08% 

  

 

 

Tidak  Langsung 

20.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

transportasi 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
205.940  205.484 99,78% 

  

Tidak  Langsung 

21.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan prasarana 

kesehatan 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
19.445  10.500  54,00% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

  

Tidak  Langsung 

22.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

wilayah 

Pekalongan  

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
715.202  676.301 94,56% 

  

Tidak  Langsung 

23.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
104.495  65.399 62,59% 

  

Tidak  Langsung 

24.Pengelolaan 

kegiatan 

lembaga 

kemasyarakatan 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
1.592.504  1.514.082 95,08% 

  

Tidak  Langsung 

25.Pengelolaan 

kegiatan 

ketentraman, 

ketertiban 

umum dan 

perlindungan 

masyarakat 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
8.464  8.464  100,00% 

  

Tidak  Langsung 

26.Penguatan 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana dan 

kejadian luar 

biasa lainnya 

wilayah 

Pekalongan 

utara (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Utara 
36.504  29.057  79,60% 

  
 Jumlah  2.762.817  2.569.551 93,00% 

7 

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di 

Wilayah Selatan 

 

Tidak  Langsung 
27.Pengadaan, 

pembangunan, 

Kec. Pkl. 

Selatan 
174.404  167.378 95,97% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

lingkungaan 

pemukiman 

wilayah 

Pekalongan 

Selatan (Dana 

Kelurahan) 

  

 Tidak  Langsung 

28.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

transportasi 

wilayah 

Pekalongan 

selatan (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Selatan 
139.561  139.461  99,93% 

  

Tidak  Langsung 

29.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayaanan 

kesehatan 

masyarakat 

wilayah 

Pekalongan 

selatan (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Selatan 
755.843  735.517 97,31% 

  

  

Tidak  Langsung 

30.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

wilayah 

Pekalongan 

selatan (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Selatan 
107.167  72.900 68,03% 

  

Tidak  Langsung 

31.Pengelolaan 

kegiatan 

pengembangan 

UMKM wilayah 

Pekalongan 

selatan (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Selatan 
26.720  26.720  100,00% 

  

Tidak  Langsung 

32.Pengelolaan 

kegiatan 

lembaga 

kemasyarakatan 

wilayah 

Pekalongan 

selatan (Dana 

Kec. Pkl. 

Selatan 
1.142.219  1.125.020  98,49% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

Kelurahan) 

  
 Jumlah  2.345.914  2.266.997 96,64% 

8 

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di 

Wilayah Barat 

 

Tidak  Langsung 

33.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

lingkungaan 

pemukiman 

wilayah 

Pekalongan 

Barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
489.272  468.670 95,79% 

  

  

Tidak  Langsung 

34.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

pendidikan dan 

kebudayaan 

wilayah 

Pekalongan 

Barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
14.105  14.105  100,00% 

  

Tidak  Langsung 

35.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

wilayah 

Pekalongan  

barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
897.692  874.044 97,37% 

  

Tidak  Langsung 

36.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

wilayah 

Pekalongan 

barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
232.492  202.300 87,01% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

  

Tidak  Langsung 

37.Pengelolaan 

kegiatan 

pengembangan 

UMKM wilayah 

Pekalongan 

barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
52.048  50.860 97,72% 

  

Tidak  Langsung 

38.Pengelolaan 

kegiatan 

lembaga 

kemasyarakatan 

wilayah 

Pekalongan 

barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
1.793.786  1.751.842  97,66% 

  

Tidak  Langsung 

39.Pengelolaan 

kegiatan 

ketentraman, 

ketertiban 

umum dan 

perlindungan 

masyarakat 

wilayah 

Pekalongan 

barat (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Barat 
52.048  50.860 97,72% 

  
 Jumlah  3.531.443  3.412.683 96,64% 

9 

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di 

Wilayah Timur 

 

Tidak  Langsung 

40.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

lingkungaan 

pemukiman 

wilayah 

Pekalongan 

Timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
247.321  214.733  86,82% 

  

  

Tidak  Langsung 

41.Pengadaan, 

pembangunan, 

pengembangan 

dan 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

transportasi  

wilayah 

Pekalongan 

timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
84.840  84.840  100,00% 
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No 
Langsung/ Tdk 

Langsung 
Kegiatan 

Perangkat 

Daerah 

Pagu 
(Rp. 000) 

Realisasi 
(Rp. 000) 

Prosentase 

  

Tidak  Langsung 

42.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat 

wilayah 

Pekalongan 

timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
891.821  859.129 96,33% 

  

Tidak  Langsung 

43.Pengelolaan 

kegiatan 

pelayanan 

pendidikan dan 

kebudayaan 

wilayah 

Pekalongan 

timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
181.776  150.492 82,79% 

  

  

Tidak  Langsung 

44.Pengelolaan 

kegiatan 

pengembangan 

UMKM wilayah 

Pekalongan 

timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
83.788  83.788  100,00% 

  

Tidak  Langsung 

45.Pengelolaan 

kegiatan 

lembaga 

kemasyarakatan 

wilayah 

Pekalongan 

timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
1.542.293  1.445.155 93,70% 

  

Tidak  Langsung 

46.Penguatan 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana dan 

kejadian luar 

biasa lainnya 

wilayah 

Pekalongan 

timur (Dana 

Kelurahan) 

Kec. Pkl. 

Timur 
17.800  17.800  100,00% 

  
  Jumlah  3.049.639  2.855.939 93,65% 

  
  

Jumlah total 

seluruh SKPD 
  27.120.535  26.027.984 95,97% 

  
  APBD   1.012.737.890      

  
  Persentase    2,68%     

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, (diolah 2021) 
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Tahun 2020 anggaran untuk program lainnya sekitar 2,68% dari total 

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 9 program dan  46 

kegiatan. Total pagu anggaran program lainnya sebesar Rp. 27.120.535.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp. 26.027.984.241-, atau sekitar 95,97%. 

 

5.2 Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor 

dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut 

harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu 

keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan 

partisipasi masyarakat. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan 

optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan maka 

Pemerintah Kota Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan agar 

koordinasi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif maka diterbitkan Surat 

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 401.05/0078 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota 

Pekalongan, dengan susunan sebagai berikut:  

 

5.2.1 Susunan Keanggotaan TKPK Kota Pekalongan terdiri dari: 

1. Wali Kota Pekalongan Penanggung Jawab 

2. Wakil Wali Kota Pekalongan Ketua 

3. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Wakil Ketua 

4. Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Pekalongan 

Sekretaris 

5. Kepala Dinas Sosial, Pendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Pekalongan 

Wakil Sekretaris 1 

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekalongan 

Wakil Sekretaris 2 

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Pekalongan 

Wakil Sekretaris 3 

Kelompok Pengelola Program : 

8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

pada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan 

Koordinator 

Kelompok Pengelola 

Program Bantuan 

Sosial dan Jaminan 

Sosial Terpadu 

Berbasis Rumah 

Tangga, Keluarga 

atau Individu 
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9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada 

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan 

Koordinator 

Kelompok Pengelola 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Penguatan Pelaku 

Usaha Mikro dan 

Kecil 

 

10. Inspektur Kota Pekalongan Anggota 

11. Sekretaris DPRD Kota Pekalongan Anggota 

12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Anggota 

13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Anggota 

14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan 

Ruang Kota Pekalongan 

Anggota 

15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pekalongan 

Anggota 

16. Kepala Satpol PP Kota Pekalongan Anggota 

17. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota 

Pekalongan 

Anggota 

18. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 

Kota Pekalongan 

Anggota 

19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota 

Pekalongan 

Anggota 

20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Anggota 

21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota 

Pekalongan 

Anggota 

22. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan 

Anggota 

23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Anggota 

24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Pekalongan 

Anggota 

25. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota 

Pekalongan 

Anggota 

26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan 

Anggota 

27. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota 

Pekalongan 

Anggota 

28. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah Kota Pekalongan 

Anggota 

29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Pekalongan 

Anggota 
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30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Pekalongan 

Anggota 

31. Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan Anggota 

32. Camat Pekalongan Barat Anggota 

33. Camat Pekalongan Timur Anggota 

34. Camat Pekalongan Utara Anggota 

35. Camat Pekalongan Selatan Anggota 

36. Ketua Paguyuban Lurah Kota Pekalongan Anggota 

37. Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan Anggota 

38. Pimpinan Bank BRI Cabang Pekalongan Anggota 

39. Pimpinan Bank Pekalongan Anggota 

40. Ketua Umum Kospin Jasa Kota Pekalongan Anggota 

41. Direktur PT Pegadaian Kota Pekalongan Anggota 

42. Rektor Unikal Kota Pekalongan Anggota 

43. Ketua STIMIK WP Kota Pekalongan Anggota 

44. Rektor IAIN Pekalongan Anggota 

45. Dewan Pendidikan Kota Pekalongan Anggota 

46. Kepala Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan Anggota 

47. Teknikal Asisten Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Pekalongan 

Anggota 

48. Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Pekalongan Anggota 

49. Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Pekalongan Anggota 

50. Ketua PEKKA Kota Pekalongan Anggota 

51. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan Anggota 

52. Ketua BAZNAS Kota Pekalongan Anggota 

 

5.2.2 Susunan Keanggotaan Sekretariat TKPK Kota Pekalongan terdiri dari: 

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Pekalongan 

Kepala 

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah Kota Pekalongan 

Wakil Kepala 

3. Sekretaris Dinas Sosial, Pendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Pekalongan 

Anggota 
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4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekalongan 

Anggota 

5. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Pekalongan 

Anggota 

6. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 

pada Bappeda Kota Pekalongan 

Anggota 

7. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah 

pada Bappeda Kota Pekalongan 

Anggota 

8. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan 

Penyusunan Program pada Bappeda Kota 

Pekalongan 

Anggota 

9. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kota 

Pekalongan 

Anggota 

10. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada 

Bappeda Kota Pekalongan 

Anggota 

11. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 

pada Bappeda Kota Pekalongan 

Anggota 

12. Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Bappeda Kota 

Pekalongan 

Anggota 

13. Kepala Sub Bidang Program Kerja pada Bappeda 

Kota Pekalongan 

Anggota 

14. Kepala Sub Bidang Data dan Evaluasi pada 

Bappeda Kota Pekalongan 

Anggota 

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan 

Keuangan pada Bappeda Kota Pekalongan 

Anggota 

16. Staf  pada Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Pekalongan 

Anggota 

 

5.2.3 TKPK Kota Pekalongan  mempunyai tugas melakukan koordinasi, 

perumusan kebijakan, perencanaan, pelksanaan dan pemantauan 

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 

5.2.4 TKPK Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi: 

1) penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan 

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan; 

2) pengkoordinasian penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah  di bidang penanggulangan kemiskinan; 

3) pengkoordinasian pelaksanaan program bidang penanggulangan 

kemiskinan; 
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4) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan 

kemiskinan; 

5) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan 

pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan; 

6) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan 

kemiskinan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang undangan; 

dan 

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota. 

5.2.5 Sekretariat TKPK Kota Pekalongan mempunyai tugas: 

1) memberikan dukungan administrasi teknis; 

2) menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan; 

3) menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; 

dan 

4) memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota 

Pekalongan. 

5.2.6 Sekretariat TKPK Kota Pekalongan mempunyai fungsi perencanaan 

pembangunan. 
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BAB VI 

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 
 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk 

mengetahui keberhasilan, dampak dan kendala dalam pelaksanaan 

suatu program. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian 

antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur hasilnya, serta ada 

keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu 

sendiri.  

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta 

mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk 

dapat diambil tindakan sedini mungkin. William N. Dunn (1994) 

menyebutkan ada empat tujuan monitoring, yaitu Compliance 

(kesesuaian/kepatuhan), auditing (pemeriksaan), accounting 

(pengukuran/laporan) dan explanation (penjelasan).  

Fungsi evaluasi adalah untuk memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya terkait kriteria kebijakan. Evaluasi dapat menyumbang 

pada alternatif kebijakan yamg baru atau revisi kebijakan dengan 

menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya 

perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach: 2008). 

 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK Kabupaten/Kota) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan 

Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten/Kota bahwa salah satu fungsi TKPK Kabupaten/Kota adalah 

penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan 

pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 

Dalam hal realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK 

Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota, dan 

berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi 

perencanaan pembangunan, yang mempunyai tugas: 

1. Memberikan dukungan administrasi teknis; 

2. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan; 
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3. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; 

dan 

4. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK 

Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota. 

Dalam hal pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan 

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota, disebutkan pada Pasal 

Pasal 25 Permendagri tersebut bahwa Bupati/Walikota melaporkan 

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui 

Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 

di Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan 

kemiskinan dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan 

secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. 

 

 

Salah satu model monitoring dan evaluasi adalah Logical Framework 

Approach/Logframe (LFA). LFA merupakan alat instrumen analisis, 

presentasi dan manajemen yang dapat membantu menganalisis situasi 

eksisting, membangun hirarki tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi 

resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, 

membangun cara untuk melakukan monitong dan evaluasi terjhadap 

tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktifitas suatu 

kegiatan serta membantu monitong selama pelaksanaan implementasi. 

Pendekatan Logical Framework dilaksanakan melalui langkah-

langkah berikut: 
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Tabel 6.1 Tabel Kerangka Kerja Logis/Logframe Matrix 

 

Deskripsi Indikator 

Mens of 
Verification/MoV 

(Sumber data dan 
metode) 

Asumsi 

Goal 

(Tujuan) 

 

Outcome 

(Sasaran) 

 

Output 

(Keluaran) 

 

Activities 

(Kegiatan)/ 

Input 

(Masukan) 

 

 

Pengukuran kinerja merupakan hirarki yang disusun berdasarkan 

kerangka logika. Tingkatan urutan kinerja dibedakan menjadi 4 tingkatan 

sebagai berikut: 

1. Indikator Dampak (impact) menunjukkan pengaruh positif maupun 

negatif yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan, program, 

kegiatan dan asumsi yang telah digunakan. 

2. Indikator Hasil (outcome) digunakan untuk mengukur capaian dari 

berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai 

dilaksanakan. 

3. Indikator   Keluaran (output) digunakan   untuk   mengukur keluaran 

yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan sub kegiatan, baik 

berupa fisik atau non fisik. 

4. Indikator Masukan (input) digunakan untuk mengukur jumlah sumber 

daya  yang dipergunakan  seperti  anggaran,  SDM, peralatan, material 

dan masukan lain yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. 

Tolok ukur pelaksanaan pemantauan adalah rangkaian indikator 

kinerja program, meliputi target output dan outcome suatu program. Dan 

tolok ukur evaluasi adalah indikator kinerja capaian program 

penanggulangan kemiskinan setiap tahun atau akhir dari suatu periode 

Jika Keluaran dapat dihasilkan, maka Sasaran dapat 

dicapai 

Jika Sasaran dapat dicapai, maka seharusnya ini 

berkontribusi pada pencapaian Tujuan 

Jika Aktivitas dapat dilaksanakan, maka Keluaran 

dapat dihasilkan 

Jika sumber daya/input tersedia, maka Aktivitas dapat 

dilaksanakan 
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program. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi: 

1. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan 

program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di 

Kota Pekalongan, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir 

pelaksanaan; 

2. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh masing-masing pemangku kepentingan; 

3. Metode pemantauan dan evaluasi, ditentukan dan dilakukan oleh 

masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja 

dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan. 

Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang 

direncanakan dalam Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dalam 

proses perencanaan dan penganggaran? 

2. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan? 

3. Apakah indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang 

meliputi keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan berhasil dilaksanakan? Jika 

berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilannya? Dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang 

menyebabkan ketidakberhasilan tersebut mengapa? 

4. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 

daerah perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, dilanjutkan dengan 

perbaikan atau merumuskan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan yang berbeda? 

5. Apakah hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan 

umpan balik bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan 

kemiskinan untuk periode sekarang maupun yang akan datang? 

Pada prinsipnya evaluasi terhadap program penanggulangan 

kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja 

dengan target kinerja pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam 

program penanggulangan Kemiskinan. Penghitungan capaian kinerja 

memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut: 
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1. Indikator Invers, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi 

angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik. 

Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung 

menggunakan formula sebagai berikut: 

 

 

 

 

2. Indikator Convers, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi 

angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek. 

Persentase capaian target untuk indikator negatif dihitung 

menggunakan formula sebagai berikut: 

 

 

 

 

Evaluasi pengukuran kinerja program penanggulangan kemiskinan 

dilakukan menggunakan metode Gap Analysis. Metode ini 

membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan 

target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian 

kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama 

pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. 

Dengan kata lain Gap Analysis merupakan langkah untuk 

membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya, sebagaimana 

tergambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase Tingkat Capaian = 
��������

��	
��
 x 100% 

Persentase Tingkat Capaian = 
��	
��(����������	
��)

��	
��
 x 100% 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  | VI-6 

Gambar 6.1 Gap Analysis Antara Capaian Kinerja  

dengan Target Kinerja  

Gap analysis digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja 

tahun 2020 dengan target kinerja tahun 2020 pada indikator kinerja yang 

ditetapkan dalam program penanggulangan kemiskinan. Gap antara 

capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai posistif (+) maupun 

negatif (-). Gap bernilai (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target 

kinerja, dan sebaliknya gap akan bernilai (-) jika capaian kinerja lebih kecil 

dari target kinerja. Metode Gap Analysis atau “analisis kesenjangan” ini 

bermanfaat untuk: 

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang 

ditetapkan. 

2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk 

menutup kesenjangan tersebut. 

3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas 

waktu dan biaya yang dibutuhkan. 

Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan dalam Gap Analysis 

sebagai berikut:  

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja. 

2. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) dengan 

membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja. 

3. Reviu permasalahan/faktor keberhasilan dengan menggunakan 

statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis 

permasalahan/faktor keberhasilan berdasarkan besar atau kecilnya 

gap. 

4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila gap negatif. 
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5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan GAP Analysis 

Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat 

maka evaluasi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan up 

to date. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan 

dokumen (document review), data survei yang dilakukan sendiri maupun 

hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPS. 

Evaluasi pengukuran kinerja tidak hanya membandingkan capaian 

dan target namun juga perlu menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor 

keberhasilan suatu kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan maupun 

menjelaskan permasalahan yang menyebabkan 

kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan tidak berhasil mencapai target 

yang telah ditetapkan. Analisis ini sangat penting sebagai masukan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya 

serta pengambilan kebijakan atas pelaksanaan program/kegiatan/sub 

kegiatan, apakah program/kegiatan/sub kegiatan tersebut akan 

dilanjutkan, dihentikan atau dikembangkan. 

Dalam rangka memudahkan penilaian tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program maka perlu dibuat notifikasi capaian kinerja 

berdasarkan capaian indikator masing-masing program.   Teknik   
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2 
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dengan menentukan 

letak GAP 

3 

 

DESAIN 

PEMECAH 

MASALAH 

4 

 

TINDAK LANJUT 

5 
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penilaian   status   capaian   kinerja   terhadap   target   akhir   program 

penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 6.3 Tabel Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja 

Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan 

keberlanjutan program di masa mendatang. Evaluasi strategi program 

penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilakukan dengan tepat agar 

kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan tepat 

sasaran dan sesuai kebutuhan. 

Notifikasi Warna Kriteria Kategori 

 Hijau 
Apabila target tercapai 

> 95% 

Sudah tercapai atau 

On Track/ On Trend 

 Kuning 
Apabila mencapai 
target < 95% dan > 

75% 

Perlu kerja keras 

 Merah 
Apabila target 

mencapai < 75% 

Sulit tercapai 
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BAB VII 

PRIORITAS PROGRAM 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
 

 

Upaya penanggulangan kemiskinan selain untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat juga diperuntukkan untuk 

meningkatkan hak dan martabat masyarakat miskin sebagai salah satu 

cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan melalui perbaikan 

kemampuan taraf ekonomi masyarakat miskin tersebut ke tingkat yang 

lebih baik. Dengan memperhatikan sebaran kemiskinan berdasarkan 

wilayah di Kota Pekalongan maka kebijakan penanggulangan kemiskinan 

Kota Pekalongan juga memperhatikan upaya untuk meningkatkan 

pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan 

antar individu. 

 

7.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Pekalongan 

Program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 

melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya baik yang dilakukan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga sosial maupun 

masyarakat. Dan untuk melaksanakan program penanggulangan 

kemiskinan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan telah 

menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut:  

1. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin; 

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin; 

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 

4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; 

5. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.  

Memedomani strategi yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2016 tersebut maka ruang lingkup program penanggulangan 

kemiskinan, terdiri dari:  

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, yang meliputi: 
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a. Bantuan pangan; 

b. Bantuan kesehatan;  

c. Bantuan pendidikan; dan  

d. Bantuan perumahan.  

2. Program   penanggulangan   kemiskinan   berbasis   pemberdayaan 

masyarakat, meliputi: 

a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; 

b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;  

c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;  

d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan 

kemiskinan, 

e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; 

f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh 

komponen masyarakat. 

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro dan kecil, meliputi: 

a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;  

b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan 

bagi warga miskin; 

c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;  

d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.  

4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat miskin.  

a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;  

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan hidup;  

c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi 

penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup.  

Strategi  dan ruang lingkup program penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penanggulangan Kemiskinan, selama ini juga selaras dalam 

penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan 

yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik 

dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun dokumen 

perencanaan jangka menengah. Peraturan Daerah Kota Pekalongan 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-3 

didalamnya memuat visi pembangunan daerah yaitu “Pekalongan Kota 

Batik Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut 

dilakukan melalui 5 misi, yaitu: 

1. Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan  

berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan 

demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;  

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik berbasis pada 

profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipasi serta 

Teknologi Informasi; 

3. Mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan 

sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup 

dan sumber daya alam; 

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan 

pengembangan kualitas sumber daya manusia; 

5. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat melalui pengembangan 

potensi unggulan daerah yang berdaya saing tinggi didukung inovasi 

dan kreativitas. 

Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan, terlihat secara eksplisit dalam visi 

pembangunan daerah jangka panjang tersebut yaitu dicantumkannya kata 

“sejahtera” sebagai cita-cita dalam pembangunan jangka panjang. 

Pengertian sejahtera menunjukkan keinginan bersama untuk mewujudkan 

Kota yang menunjukan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan 

peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, 

peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, serta memberikan 

kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka 

kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan 

akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan 

dan kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan 

partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, dan peningkatan peranan 

perempuan dalam pembangunan. Masyarakat sejahtera dapat diukur oleh 

berbagai indikator. Beberapa indikator yang sering digunakan adalah 

tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, indek pembangunan manusia dan 

tingkat kemiskinan.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 

15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, tahapan perencanaan 

pembangunan Kota Pekalongan memasuki periode RPJMD tahap IV 
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(Tahun 2020-2024), RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

(periodesasi ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020). 

Visi Kepala Daerah terpilih adalah "Mewujudkan Kota Pekalongan Yang 

Lebih Sejahtera, Lebih Mandiri dan Religius", yang dijabarkan dalam 7 misi, 

yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat; 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan 

produktif guna menjawab era perubahan; 

3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman; 

4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip 

pembangunan kota yang berkelanjutan; 

5. Membangun ekonomi kreatif berbasis pada potensi lokal; 

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata 

kehidupan yang berahlaqul karimah; 

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintah Pemerintahan yang efektif dan 

efisien berdasarkan prinsip good governance dan clean government; 

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat di Kota Pekalongan, target indikator sasaran peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan selama kurun waktu 2021-

2026, dimana pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada tahun 2026 menjadi 

sebesar 4,55%  dari kondisi tahun 2020 sebesar  -1,87%, penurunan angka 

kemiskinan ditetapkan pada tahun 2026 menjadi sebesar 5,89% dengan 

kondisi pada pada tahun 2020 sebesar 7,17%. Tingkat pengangguran 

terbuka pada tahun 2026 menurun menjadi 5,99% dengan kondisi tahun 

2020 sebesar 7,02%. Secara detail target sasaran peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan dalam RPJMD Kota 

Pekalongan tahun 2021-2026 dapat dilihat melalui tabel berikut: 
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Tabel 7.1 Target Indikator Sasaran Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

No Indikator 
Capaian Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Pertumbuhan Ekonomi 
(persen) 

-1,87 1,86-1,97  
2,28-
2,84 

2,48-
2,83 

2,53-
3,32 

4,55 4,55 

2 
PDRB Per Kapita 
(Juta/jiwa/tahun) 

35,22 
35,47-
35,51 

35,97-
36,21 

36,56-
36,92 

37,16-
37,82 

39,21 40,65 

3 
Angka Kemiskinan 
(persen) 

7,17 6,94 6,71 6,50 6,29 6,09 5,89 

4 
Indek Pembangunan   
Manusia (indeks) 

74,98 75,10 75,32 75,52 75,71 75,88 76,03 

5 
Tingkat Penggangguran 
Terbuka (persen) 

7,02 6,84 6,66 6,48 6,31 6,15 5,99 

6 
Usia Harapan Hidup 
(Tahun) 

74,38 74,43 74,47 74,52 74,57 74,62 74,66 

7 
Rata rata Lama  
Sekolah (Tahun) 

8,96 9,11 9,27 9,43 9,59 9,75 9,92 

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

 

Dalam rangka pencapaian target kemiskinan dalam RPJMD Kota 

Pekalongan Tahun 2021-2026 pada akhir periode ditargetkan menjadi 

sebesar 5,89%. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekalongan memberikan 

catatan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan selama ini masih 

bersifat hanya berjalan seperti biasanya (business as usual) dan berjalan 

sendiri-sendiri. Penanggulangan kemiskinan perlu memberikan perbedaan 

pendekatan penanggulangan kemiskinan, yaitu pelibatan semua pihak, 

kolaborasi antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan 

Masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak yang dimulai sejak tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sesuai 

dengan sumberdaya yang dimiliki akan mengoptimalkan pencapaian target 

yang telah ditetapkan.  

Pemerintah Kota Pekalongan melakukan sinergitas program 

penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada kelurahan. Peran serta 

Dunia Usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan 

(CSR), Perguruan Tinggi melalui Konsep Tri Dharma (pengabdian 

masyarakat) secara individu maupun kelembagaan berpartisipasi sesuai 

dengan peran masing-masing. Selain itu dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan 

pendampingan 1 (satu) Kelurahan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya 

penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan selama kurun waktu 

2021-2026, maka strategi penanggulangan kemiskinan adalah: 
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1. Peningkatan upaya-upaya kesejahteraan masyarakat akibat dampak 

pandemi Covid-19; 

2. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan 

mengoptimalkan peran serta masyarakat serta peningkatan 

kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan; 

3. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi 

penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah,  masyarakat, 

perguruan tinggi  dan dunia usaha; 

4. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin 

melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan 

akses pembiayaan; 

5. Mendorong sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan 

di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan 

kemiskinan; 

6. Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penanggulangan 

kemiskinan dan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia 

usaha. 

7.2 Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan 

Tujuan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan adalah untuk 

menurunkan angka kemiskinan. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 

tahun 2020 sangat berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi 

juga pada semua sektor kehidupan sehingga ada peningkatan persentase 

penduduk miskin baik secara lokal, regional maupun nasional. Dimana 

persentase penduduk miskin Kota Pekalongan yang semula 6,60% pada 

tahun 2019 meningkat menjadi 7,17% pada tahun 2020, demikian juga 

angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang semula 10,58% pada tahun 

2019 meningkat menjadi 11,41% pada tahun 2020 dan persentase 

penduduk miskin secara nasional yang semula 9,22% pada tahun 2019 

meningkat menjadi 9,78% pada tahun 2020. Berikut target penurunan 

angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2021-2026. 

Tabel 7.2 Target Penurunan Angka Kemiskinan  
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

No Tujuan 
Capaian Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  Menurunkan Angka Kemiskinan 

1 
 

 Angka Kemiskinan (%) 

 

7,17 6,94 6,71 6,50 6,29 6,09 5,89 

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran 

penanggulangan kemiskinan  sesuai bidang ketenagakerjaan, pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan sosial, serta indikasi 

prioritas program berdasarkan isu strategis masing-masing bidang hasil 

analisis prioritas bidang dilihat dari capaian kinerja tahun 2016-2021 serta 

realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan target tahun 2020 yang tertuang 

dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, termasuk faktor 

determinan permasalahan kemiskinan dan  pandemi Covid-19. Berikut 

indikasi program prioritas penanggulangan kemiskinan masing-masing 

bidang. 

7.2.1 Bidang Ketenagakerjaan 

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan 

didasarkan pada hasil analisis permasalahan pada bidang 

ketenagakerjaan, termasuk akibat  pandemi Covid-19, sebagai berikut: 

1. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka sebagai akibat dampak 

pandemi Covid-19; 

2. Belum optimalnya link and match ketersediaan lapangan kerja dengan 

kebutuhan calon tenaga kerja terampil untuk dunia industri/dunia usaha  

3. Belum optimalnya penguatan kualitas tenaga kerja yang kompeten, 

berbudaya, dan berkarakter yang berefek terhadap rendahnya kualitas 

dan produktivitas tenaga kerja; 

4. Masih rendahnya kesejahteraan tenaga kerja; 

5. Belum optimalnya pengembangan dan inovasi produksi usaha mikro 

kecil dan menangah.  

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan adalah 

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Produktif 

dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut target 

sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan Kota 

Pekalongan tahun 2020-2026. 

Tabel 7.3 Sasaran Akhir Bidang Ketenagakerjaan Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Pekalongan  

Tahun 2021-2026 

No 
Tujuan/Sasaran/ 

Indikator 

Kondisi Awal  Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

    Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif 

1 Tingkat Pengangguran 

Terbuka (persen) 7,02 6,84 6,66 6,48 6,31 6,15 5,99 

2 Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (persen) 66,45 70,01 70,28 70,54 70,81 71,08 71,34 

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 
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Dalam upaya mewujudkan pencapaian target Tingkat Pengangguran 

Terbuka Kota Pekalongan pada tahun 2026 sebesar 5,99%  dan target 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2026 sebesar 71,34%, maka 

terdapat 18 program prioritas bidang ketenagakerjaan yang 

pelaksanaannya didukung oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu:   

 

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.  
Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja dalam rangka mendukung pencapaian  tujuan penanggulangan 

kemiskinan bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi 

pencari kerja agar dapat bersaing untuk memasuki dunia 

usaha/dunia industri, dengan indikator yang ingin dicapai pada 

tahun 2026 yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 

dengan target sebesar 0,55%. Pada kondisi awal Capaian tahun 

2020 sebesar 0,28%. Adapun Target capaian di tahun 2022 adalah 

sebesar 0,37%. 

Selain meningkatkan kapasitas pencari kerja, program tersebut 

juga menyasar kepada masyarakat umum yang berminat untuk 

mengembangkan wirausaha. Masyarakat didorong untuk 

berwirausaha sehingga dalam prosesnya tidak menunggu adanya 

potensi lapangan kerja. Kinerja dari program ini dapat diukur 

melalui indikator 1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 

pelatihan berbasis masyarakat; dan 2) Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan kewirausahaan.  

b. Program Penempatan Tenaga Kerja  

Program penempatan tenaga kerja bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah tenaga yang ditempatkan, dengan indikator 

persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) 

melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah 

kabupaten/kota. Capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 17,93%,  

Capaian di tahun 2021 adalah sebesar 19%. Target Capaian pada 

tahun 2022 sebesar 21% dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 

29%. 

c. Program Hubungan Industrial 

Hubungan industrial terkait bagaimana menyelaraskan 

kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi 

menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara 

kedua belah pihak. Perselisihan ini tidak jarang diakhiri dengan 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-9 

pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh. PHK itu 

sendiri pada akhirnya akan berdampak kepada pekerja secara 

finansial, dimana kemudian pekerja tidak memiliki sumber 

pendapatan ke depannya yang berpotensi membawa mereka 

menjadi penyumbang terhadap kemiskinan. Fokus program ini 

adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana 

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta 

pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. 

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase 

perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 

(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta 

BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome) sebesar 49%. Capaian di 

tahun 2020 sebesar 44,62% dan target di tahun 2021 adalah 

sebesar 45%.  

d. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi 

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan 

pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan 

dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pencapaian sasaran 

pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan 

industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) 

sebesar 21,04%. Kondisi awal Capaian tahun 2020 sebesar 21,4%.  

e. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang 

industri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu 

persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan 

jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang 

dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) sebesar 26%. 

Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 23%.  

f. Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri 

melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan 

dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat ketersediaan informasi 

industri sebesar 100%.  

2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah dalam rangka mendukung terhadap pencapaian 

tujuan penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi. 

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi 

agar kegiatan koperasi yang ada dapat diselenggarakan dengan 

baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam koperasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan 

dilakukan untuk melihat kepatuhan koperasi terhadap legalitas, 

kepauhan usaha dan keuangan serta kepatuhan tansaksi. Indikator 

program ini yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah 

meningkatnya koperasi yang berkualitas dengan target sebesar 

33,23%. Kondisi awal capaian di tahun 2020 adalah sebesar 

30,69%.  

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting 

yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Program 

pendidikan dan pelatihan perkoperasian mempunyai peranan yang 

penting untuk dapat menciptakan SDM yang bergerak di bidang 

koperasi mempunyai kualitas yang mana nantinya akan tercipta 

kinerja koperasi yang baik dan dapat bersaing sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Indikator outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu 

persentase capaian peningkatan kapasitas SDM Koperasi dengan 

target sebesar 100%. Kondisi awal capaian di tahun 2020 adalah 

sebesar 34,65%.  

c. Program Pengembangan UMKM. 

Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 

untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui 

pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan 

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam 

berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah Pengembangan 

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Permodalan serta 

Desain dan Teknologi.  

Fokus program adalah pengembangan UMKM yang naik kelas 

dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, 

pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan 

pemasaran. 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-11 

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu 

meningkatnya usaha mikro yang menjadi wira usaha dengan target 

sebesar 12,37%. Kondisi awal capaian di tahun 2020 sebesar 

11,74%.  

d. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan. 

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 

2026 adalah persentase pengembangan dan pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan di wilayah kerjanya yang ditargetkan 

sebesar 100%. Kondisi awal capaian di tahun 2020 sebesar 

68,75%.  

e. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang 

penting. 

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah 

persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan 

pemantauan haraga yang terlaksana pemantaunya dengan target 

sebesar 100%. Kondisi awal capaian di tahun 2020 adalah sebesar 

76%.  

f. Program Pengembangan Ekspor. 

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha 

produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 

2026 adalah Persentase peningkatan volume ekspor ditargetkan 

sebesar 8,19%. Kondisi awal capaian target tahun 2020 adalah 

sebesar 7,06%. 

g. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. 

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan 

sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan 

dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase jumlah usaha mikro yang 

diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, ditargetkan sebesar 7,5%. 

Kondisi awal capaian di tahun 2020 adalah sebesar 1,01%. 

3. Dinas Kelautan dan Perikanan.  
Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

dalam rangka mendukung terhadap pencapaian tujuan 

penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan laut,  Kota 

Pekalongan memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar 

sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota. Kondisi tersebut 
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memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melakukan 

pengelolaan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap 

sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota. Dalam upaya 

pengelolaan perikanan tangkat, Pemerintah Kota Pekalongan 

melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang 

indikator outcome yang ingin dicapai adalah persentase 

peningkatan nilai produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI, 

ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 1% dan persentase 

peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI yang 

ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 1%. Capaian persentase 

peningkatan nilai produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI  

tahun 2020 adalah sebesar -0,07% sedangkan capaian di tahun 

2021 adalah sebesar 1%. Adapun capaian persentase peningkatan 

pendapatan daerah bersumber dari TPI tahun 2020 sebesar            

-0,004%. 

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 

Sebagai wilayah yang memiliki sumberdaya air tawar 

melimpah, Kota Pekalongan memiliki potensi perikanan budidaya 

yang cukup besar. Kondisi geografis yang berada di wilayah yang 

berbatasan dengan pantai memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk dapat sumberdaya air dalam pengembangan 

usaha perikanan budidaya. Program pengelolaan perikanan 

budidaya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku budidaya 

air tawar khususnya pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang 

terdampak rob untuk usaha budidaya ikan dapat memberikan nilai 

tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Penekanan program ini 

diarahkan pada indikator peningkatan produksi perikanan budidaya 

yang ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 1%. Capaian di tahun 

2020 sebesar -0,54%.  

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

Nilai tambah merupakan salah satu instrumen yang dapat 

digunakan untuk menaikkan harga sebuah komoditas melalui 

serangkaian tahapan produksi pada sebuah komoditas. Sebagai 

salah satu wilayah yang memiliki tingkat produksi perikanan yang 

cukup tinggi, nilai tambah menjadi salah satu cara untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Nilai tambah yang semakin 

besar atas produk perikanan khususnya perikanan air tawar dan air 

payau tentunya dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan 

pendapatan. Pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu 
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bentuk rantai dagang perikanan yang dapat meningkatkan nilai 

tambah produk perikanan sehingga secara langsung dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan petani ikan maupun nelayan serta 

peningkatan konsumsi hasil perikanan oleh masyarakat. Indikator 

yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah persentase peningkatan 

jumlah pengusaha perikanan dengan target sebesar 12,2% dan 

persentase pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus 

inkubasi (tenant) dengan target sebesar 2%. Capaian persentase 

peningkatan jumlah pengusaha perikanan di tahun 2020 adalah 

sebesar 12,2% dan capaian di tahun 2021 adalah juga sebesar 

12,2%. Adapun capaian persentase pelaku diversifikasi produk 

perikanan yang lulus inkubasi pada tahun 2020 sebesar 5%. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak. 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Perempuan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan adalah: 

a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat 

dan masyarakat hukum adat. 

Indikator yang dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase 

lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan 

kapasitas dan diberdayaka dengan target sebesar 100%. Capaian 

target 2020 adalah sebesar 55,10%. 

Berikut skema program penanggulangan kemiskinan bidang 

ketenagakerjaan seperti tertuang dalam tabel 7.4 berikut: 
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Tabel 7.4 Skema Program dan Target Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan  
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 

No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

1 

PROGRAM 
PELATIHAN KERJA 
DAN 
PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

Persentase Tenaga 
Kerja Bersertifikat 
Kompetensi 

0,37 3.333.998 0.42 2.503.983 0.46 2.104.459 0.50 2.123.484 0.55 2.224.510 

Tingkat 
Partisipasi 
Angkatan 

Kerja 

Dinperi-
naker 

1) Pelaksanaan 
Pelatihan 
berdasarkan Unit 
Kompetensi 

Persentase 
Pelaksanaan Pelatihan 
Kejuruan 

100 2.967.720 100 2.126.720 100 1.715.920 100 1.723.290 100 1.812.325 

(1) Proses 
Pelaksanaan 
Pendidikan dan 
Pelatihan Keterampilan 
bagi Pencari Kerja 
berdasarkan Klaster 
Kompetensi 

Jumlah pelatihan untuk 
buruh rokok (DBHCHT) 
yang diselenggarakan 

1 159.200 1 159.200 1 159.200 1 159.200 1 159.200 

Jumlah Perusahaan 
yang mengadakan 
kemitraan MOU dg BLK 
melalui kios 3 in 1 

16 105.720 16 105.720 16 105.720 16 105.720 16 105.720 

Jumlah penganggur 
yang dilatih 

240 873.800 256 958.000 272 1.047.200 288 1.054.570 304 1.143.605 

Lulusan bersertifikat 
kompetensi 

48 100.000 48 100.000 48 100.000 48 100.000 48 100.000 

2) Pembinaan 
Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta 

Persentase kegiatan 
pembinaan Lembaga 
Pelatihan Kerja Swasta 
yang dilaksanakan 

60 139.278 70 143.000 80 147.755 90 152.187 100 156.749 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(1) Pembinaan 
Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta 

Jumlah orang yang 
mengikuti workshop tata 
kelola LPKS 

30 20.000 30 20.000 30 20.000 30 20.000 30 20.000 

  

Jumlah orang yang 
mengikuti Bimtek 
Peningkatan Kapasitas 
SDM LPKS 

30 20.000 30 20.000 30 20.000 30 20.000 30 20.000 

  
 Jumlah LPKS yang 
mengikuti Bimtek 
Akreditasi 

15 15.000 15 15.000 15 15.000 15 15.000 15 15.000 

  
Jumlah Instruktur yang 
mengikuti pelatihan 
kompetensi 

20 50.000 20 50.000 20 50.000 20 50.000 20 50.000 

  

Jumlah volume 
kunjungan monitoring ke 
LPKS selama 1 (satu) 
tahun 

24 6.000 24 6.000 24 6.000 24 6.000 24 6.000 

3) Konsultansi 
Produktivitas pada 
Perusahaan Kecil 

Persentase kegiatan 
Konsultansi 
Produktivitas pada 
perusahaan Kecil 
dilaksanakan 

6 100.000 6 103.000 6 106.090 6 109.272 6 112.500 

Pelaksanaan 
Konsultasi 
Produktivitas kepada 
Perusahaan Kecil 

Jumlah tenant yang 
memperoleh pembinaan 

6 100.000 6 103.000 6 106.090 6 109.272 6 112.500 

4) Pengukuran 
Produktivitas Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
pengukuran 
Produktivitas Tingkat 
daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan 

26,67 127.000 33,33 130.810 40 134.694 46,67 138.735 53,33 142.936 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(1)Pengukuran 
Kompetensi dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

Jumlah alumni siswa 
pelatihan yang 
termonitor 

600 22.000 600 22.660 300 23.300 300 24.000 300 24.760 

Jumlah peminat magang 
Jepang yang mengikuti 
pembekalan 

0 0 15 80.000 15 84.872 15 87.418 15 90.040 

2 

PROGRAM 
PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

Persentase Tenaga 
Kerja yang 
ditempatkan (dalam 
dan luar negeri) 
melalui mekanisme 
layanan antar kerja 
dalam wilayah 
kabupaten/kota 

21.00 894.000 23.00 996.150 25.00 1.096.300 27.00 1.196.600 29.00 1.235.548 

Dinperi-
naker 

1) Pelayanan 
Antarkerja di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
Pelayanan Antarkerja 
di daerah 
kabupaten/kota yang 
dilaksanakan 

9,63 423.500 10,75 451.550 11,86 480.000 12,97 507.800 17,08 523.034 

1) Penyediaan Sumber 
Daya Pelayanan antar 
Kerja 

Jumlah sosialisasi 
ketenagakerjaan yang 
dilaksanakan 

6 51.500 6 53.050 6 55.000 6 56.300 6 57.989 

2) Penyuluhan dan 
Bimbingan Jabatan 
bagi Pencari Kerja 

Jumlah siswa kelas III 
SMK yang mengikuti 
kegiatan Bimbingan 
Jabatan persiapan 
masuk kerja 

500 22.000 500 23.000 500 24.000 500 25.000 500 25.750 

3) Penyelenggaraan 
Unit Layanan 
Disabilitas 
Ketenagakerjaan 

Jumlah peserta 
disabilitas yang 
mengikuti layanan 
ketenagakerjaan 

20 20.000 20 20.500 20 21.000 20 21.500 20 22.145 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

4) Perluasan 
Kesempatan Kerja 

Jumlah lokasi 
pelaksanaan padat 
karya 

2 185.000 2 185.000 2 185.000 2 185.000 2 185.000 

Jumlah Tenaga Kerja 
Khusus Terdaftar Dalam 
Satu Kab/Kota 
(Transmigrasi) 

3 100.000 3 125.000 3 150.000 3 175.000 3 180.250 

Jumlah Perjanjian Kerja 
Yang Disahkan Oleh 
Dinas Bidang 
Ketenagakerjaan 
Kab/Kota (Transmigrasi) 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Jumlah Tenaga Kerja 
Non Formal Terdaftar 
dalam Satu Kab/Kota 
(WUB) 

10 45.000 10 45.000 10 45.000 10 45.000 10 45.000 

2) Pengelolaan 
Informasi Pasar Kerja 

Persentase kegiatan 
pengelolaan informasi 
pasar kerja 
dilaksanakan 

12 150.000 12 163.600 12 174.800 12 186.800 12 195.454 

(1) Pemeliharaan dan 
Operasional Aplikasi 
Informasi Pasar Kerja 
Online 

jumlah operator yang 
menangani aplikasi 
informasi pasar kerja 
online 

1 25.338 1 26.100 1 26.883 1 27.690 1 28.521 

Jumlah Pencari Kerja 
Yang Terdaftar Di 
Kab/Kota (IKK Output) 

12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 

(2) Pelayanan dan 
Penyediaan Informasi 
Pasar Kerja Online 

jumlah layanan yang 
dilaksanakan 

450 20.000 500 20.600 600 21.200 650 22.000 650 22.660 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

Jumlah Pencari Kerja 
Yang Terdaftar Di 
Kab/Kota (IKK Output) 

12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 

(3) Job Fair/Bursa 
Kerja 

jumlah perusahaan yang 
terfasilitasi dalam 
pelaksanaan job fair 

20 50.000 25 55.000 30 60.000 35 65.000 35 70.000 

3) Pelindungan PMI 
(Pra dan Purna 
Penempatan) di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
Perlindungan PMI (Pra 
dan Purna 
penempatan) di daerah 
kabupaten/kota 
dilaksanakan 

34 310.500 39 371.000 44 431.500 49 492.000 54 506.760 

1) Peningkatan 
Pelindungan dan 
Kompetensi Calon 
Pekerja Migran 
Indonesia 
(PMI)/Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga 
Kerja Indonesia (CTKI) 
yang terdata (IKK 
Output) 

30 20.000 40 25.000 50 30.000 55 35.000 55 36.050 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga 
Kerja Indonesia (CTKI) 
yang mendapatkan 
pendidikan dan 
pelatihan kerja (IKK 
Output) 

30 275.000 40 330.000 50 385.000 55 440.000 55 453.200 

2) Penyediaan 
Layanan Terpadu pada 
Calon Pekerja Migran 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga 
Kerja Indonesia (CTKI) 
Yang Mendapatkan 
Sosialisasi 

50 15.500 50 16.000 50 16.500 50 17.000 50 17.510 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

3 

PROGRAM 
HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

Persentase 
perusahaan yang 
menerapkan tata 
kelola kerja yang layak 
(PP/PKB, LKS Bipartit, 
Struktur Skala Upah, 
dan terdaftar peserta 
BPJS Ketenagakerjaan 

46.00 294.785 46.00 307.785 47.00 307.785 48.00 307.785 49.00 307.785 

Dinperi-
naker 

1) Pengesahan 
Peraturan 
Perusahaan dan 
Pendaftaran 
Perjanjian Kerja 
Bersama untuk 
Perusahaan yang 
hanya Beroperasi 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
Pengesahan peraturan 
Perusahaan dan 
Pendaftaran Perjanjian 
Kerja Bersama untuk 
perusahaan yang 
hanya beroperasi 
dalam 1 (satu) daerah 
kabupaten/kota 
dilaksanakan 

38.06 0 39,11 128.000 40,17 128.000 41,22 128.000 42,28 128.000 

(1) Pengesahan 
Peraturan Perusahaan 
bagi Perusahaan 

Jumlah perusahaan 
yang didata mengikuti 
pembinaan Peraturan 
Perusahaan (PP) 

35 25.000 35 25.000 35 25.000 35 25.000 35 25.000 

2) Pencegahan dan 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 
Penutupan 
Perusahaan di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
Pencegahan dan 
Penyelesaian 
Perselisihan 
Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan 
penutupan perusahaan 
di daerah 
Kabupaten/Kota 
dilaksanakan 

52,19 166.785 68,07 179.785 72,45 179.785 77,11 179.785 80,06 179.785 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(1) Pencegahan 
Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok 
Kerja, dan Penutupan 
Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak 
pada Kepentingan di 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jjumlah perusahaan 
yang mengikuti dialog 
pencegahan 
perselisihan Hubungan 
Industrial/HI 

50 15.000 50 15.000 50 15.000 50 15.000 50 15.000 

(2) Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok 
Kerja, dan Penutupan 
Perusahaan yang 
Berakibat/Berdampak 
pada Kepentingan di 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Perusahaan 
yang difasilitasi mediasi 

28 12.000 28 12.000 28 12.000 28 12.000 28 12.000 

(3) Penyelenggaraan 
Verifikasi dan 
Rekapitulasi 
Keanggotaan pada 
Organisasi Pengusaha, 
Federasi dan 
Konfederasi Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh 
serta Non Afiliasi 

Jumlah pengurus 
Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh/ Pengusaha/ 
Manajemen 
Perusahaan,dan 
Organisasi Pengusaha 
yg mengikuti pembinaan 

105 24.785 105 24.785 105 24.785 105 24.785 105 24.785 

(4) Pelaksanaan 
Operasional Lembaga 
Kerjasama Tripartit 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta yang 
mengikuti porseni 
tripartit 

100 63.000 900 63.000 900 63.000 900 63.000 900 63.000 

Jumlah sidang/rapat 
LKS Tripartit 

8 50.000 8 50.000 8 50.000 8 50.000 8 50.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(5) Pengembangan 
Pelaksanaan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja 
dan Fasilitas 
Kesejahteraan Pekerja 

Jumlah peserta 
pembinaan fasilitas 
kesejahteraan pekerja 

50 15.000 50 15.000 50 15.000 50 15.000 50 15.000 

4 

PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

Persentase 
pencapaian sasaran 
pembangunan industri 
termasuk turunan 
indikator 
pembangunan industri 
dalam RIPIN yang 
ditetapkan dalam RPIP 

20.41 696.300 20.43 700.955 20.75 704.600 20.97 709.300 21.04 496.800 

Pertumbu
han PDRB 

Sektor 
Industri 

Pengolah
an 

Dinperi-
naker 

1) Penyusunan dan 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan 
Industri 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
penyusunan dan 
evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 
dilaksanakan 

2,5 696.300 3 700.955 3,5 704.600 4 709.300 4,5 496.800 

(1) Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, 
Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Jumlah dokumen 
evaluasi RIPIK yang 
dilaksanakan 

1 20.800 1 20.800 1 20.800 1 20.800 1 20.800 

2) Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
pelaksanaan 
Pembangunan Sumber 
Daya Industri 

Jumlah bulan 
penyediaan jasa tenaga 
kegiatan industri 

12 76.500 12 78.800 12 81.500 12 84.000 12 87.000 

Jumlah IKM Batik/ 
Kuliner/ 
Kraft/Jamu/Bordir/Cantin
g/Kemasan yang 
mengikuti pelatihan 

30 357.000 30 361.155 30 364.800 30 368.500 30 139.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

pengembangan produk 

3) Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

jumlah IKM yang 
menerapkan standar 
industri hijau 

30 150.000 30 150.000 30 150.000 30 150.000 30 150.000 

4) Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri 
dan Peran Serta 
Masyarakat 

jumlah SDM IKM yang 
terlatih 

40 50.000 40 50.000 40 50.000 40 50.000 40 50.000 

5) Evaluasi terhadap 
Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Industri 

jumlah IKM yang 
memperoleh sertifikat 
halal, PIRT, SKKNI 
Batik, dan pelatihan 
konveksi 

25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 25 50.000 

5 

PROGRAM 
PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase jumlah 
hasil pemantauan dan 
pengawasan dengan 
jumlah Izin Usaha 
Industri (IUI) kecil dan 
industri Menengah 
yang dikeluarkan oleh 
instansi terkait 

  15.000   15.000   15.000   15.000   15.000 
Dinperi-
naker 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

1. Penerbitan Izin 
Usaha Industri (IUI), 
Izin Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), Izin 
Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) dan 
Izin Perluasan 
Kawasan Industri 
(IPKI) Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
pelaksanaan kegiatan 
Penerbitan Izin Usaha 
Industri (IUI), Izin 
Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), izin 
Usaha Kawasan 
Industri (IUKI) dan Izin 
perlusan Kawasan 
Industri (IPKI) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

23 15.000 25 15.000 28 15.000 30 15.000 33 15.000 

(1) Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan Perizinan 
di Bidang Industri 
Dalam Lingkup IUI, 
IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenangan 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah koordinasi 
dengan OPD dan IKM 
dalam rangka 
pengawasan perijinan di 
bidang industri 

4 15.000 4 15.000 4 15.000 4 15.000 4 15.000 

6 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI 
INDUSTRI NASIONAL 

Tingkat ketersediaan 
informasi industri 

100 137.500 100 37.500 100 137.500 100 37.500   137.500 

Penyediaan Informasi 
Industri untuk 
Informasi Industri 
untuk IUI, IPUI, IUKI 
dan IPKI 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
penyediaan informasi 
industri untuk 
informasi Industri 
untuk IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan 
Kabupaten/Kota 
dilaksanakan 

25 137.500 28 37.500 30 137.500 33 37.500 35 137.500 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(1 )Fasilitasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, 
Data Kawasan Industri 
serta Data Lain 
Lingkup 
Kabupaten/Kota 
melalui Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

 jumlah sentra yang 
difasilitasi pembinaan 
dan pengembangan 
kelembagaan  

37 20.000 37 20.000 37 20.000 37 20.000 37 20.000 

  

Jumlah industri/produksi 
barang kena cukai yang 
didata mesin/peralatan 
produksi 

1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000     

  

Jumlah industri yang 
diupdate guna 
meningkatkan 
pelayanan pembinaan 
dan pengembangan 
usaha 

7500 100.000 7500 0 7500 100.000 7500 0 7500 100.000     

  

(2) Diseminasi, 
Publikasi Data 
Informasi dan Analisa 
Industri 
Kabupaten/Kota 
melalui SIINas 

jumlah publikasi data 
informasi dan analisis 
industri melalui 
SIINas/SIIDA yang 
dilaksanakanl 

4 7.500 4 7.500 4 7.500 4 7.500 4 7.500     

1 

PROGRAM 
PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN 
KOPERASI 

Persentase koperasi 
yang berkualitas (IKK 
Outcome) 

29.41 117.000 30.94 121.000 31.49 125.000 32.36 130.000 33.23 136.000 
Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 

1. Pemeriksaan dan 
Pengawasan 
Koperasi, Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit 
Simpan Pinjam 
Koperasi yang 
Wilayah 

Persentase usaha 
simpan pinjam oleh 
koperasi yang dinilai 
kesehatannya untuk 
koperasi dengan 
wilayah keanggotaan 
dalam daerah 

61,98 117.000 92,81 121.000 63,64 125.000 64,46 130.000 65,29 136.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

Keanggotaannya 
dalam Daerah 

kewenangan 
kabupaten/kota 

Pengawasan 
Kekuatan, Kesehatan, 
Kemandirian, 
Ketangguhan, serta 
Akuntabilitas Koperasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
KSP/USP/KSPPS/USPP
S yang dinilai 
kesehatannya 

100 48.000 100 50.000 100 52.000 100 55.000 100 58.000 

Jumlah koperasi yang 
dilakukan pemeriksaan 
dan pengawasan 

100 69.000 100 71.000 100 73.000 100 75.000 100 78.000 

3 

PROGRAM 
PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN 
PERKOPERASIAN 

Persentase koperasi 
yang mengikuti 
pelatihan untuk 
koperasi dengan 
wilayah keanggotaan 
dalam daerah kab/kota 

57.8 615.304 58.31 635.304 58.77 655.304 59.22 675.304 59.68 695.304 

Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 

1) Pendidikan dan 
Latihan 
Perkoperasian Bagi 
Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaan 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase jumlah 
anggota koperasi yang 
telah mengikuti 
pelatihan 
perkoperasian untuk 
koperasi dengan 
wilayah keanggotaan 
dalam daerah kab/kota 

0.57 615.304 0.77 635.304 0.98 655.304 1.18 675.304 1.39 695.304 

(1) Peningkatan 
Pemahaman dan 
Pengetahuan 
Perkoperasian serta 
Kapasitas dan 
Kompetensi SDM 
Koperasi 

Jumlah koperasi dan 
UMKM yang 
mendapatkan 
pendampingan 
peningkatan kapasitas 

116 390.304 116 390.304 116 390.304 116 390.304 116 390.304 

Jumlah koperasi yang 
mengikuti pelatihan 
Akuntan berbasis 
Teknologi Informasi 

10 50.000 10 60.000 10 70.000 10 80.000 10 90.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

Jumlah koperasi yang 
mengikuti pelatihan 
perkoperasian 

25 50.000 25 65.000 25 60.000 25 65.000 25 70.000 

Jumlah koperasi yang 
mengikuti sosialisasi 
akses pembiayaan bagi 
koperasi 

25 25.000 25 30.000 25 35.000 25 40.000 25 45.000 

Jumlah koperasi yang 
mendapat dukungan 
pengembangan koperasi 

2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 2 100.000 

5 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
UMKM 

Meningkatnya usaha 
Mikro yang menjadi 
wira usaha (IKK 
Outcome) 

  1.336.000   1.210.000   1.485.000   1.360.000   1.560.000 

Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 

1) Pengembangan 
Usaha Mikro dengan 
Orientasi 
Peningkatan Skala 
Usaha Menjadi Usaha 
Kecil 

Meningkatnya UMKM 
yang mendapatkan 
pendampingan 
pengembangan usaha 

2.45 1.336.000 3.65 1.210.000 4.85 1.485.000 6.06 1.360.000 7.26 1.560.000 

(1) Fasilitasi Usaha 
Mikro Menjadi Usaha 
Kecil dalam 
Pengembangan 
Produksi dan 
Pengolahan, 
Pemasaran, SDM, 
serta Desain dan 
Teknologi 

Jumlah UMKM yang 
diberikan dukungan 
fasilitasi pemasaran 

90 750.000 90 800.000 90 850.000 90 900.000 90 900.000 

Jumlah event festival 
kuliner yang 
dilaksanakan 

1 200.000 0 0 1 200.000 0 0 1 200.000 

Jumlah UMKM yang 
mendapatkan fasilitasi 
pengembangan usaha 

60 85.000 60 90.000 60 95.000 60 100.000 60 100.000 

Jumlah UMKM yang 
mendapatkan 
pembinaan 
pengembangan 

20 26.000 20 30.000 20 35.000 20 40.000 20 40.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

wirausaha inovatif 

Jumlah UMKM yang 
diberikan sosialisasi 
akses  permodalan 

40 25.000 40 30.000 40 35.000 40 40.000 40 40.000 

Jumlah usaha mikro 
yang mendapat fasilitasi 
penguatan kelembagaan 
sentra 

20 50.000 20 55.000 20 60.000 20 65.000 20 65.000 

Jumlah usaha mikro 
yang diberikan 
dukungan fasilitasi 
sertifikasi produk usaha 

40 50.000 40 55.000 40 60.000 40 65.000 40 65.000 

6 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

Persentase 
pengembangan dan 
pengelolaan sarana 
distribusi 
perdagangan di 
wilayah kerjanya 

75 15.158.708 81.25 9.205.510 93.75 10.956.116 100 8.915.641 100 6.654.201 

Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 

1) Pembangunan dan 
Pengelolaan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 

Penyediaan pelayanan 
Pasar Rakyat secara 
profesional 

6.25 15.036.708 6.25 8.083.510 12.5 10.834.116 18.75 8.793.641 18.75 6.532.201 

(1) Penyediaan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Jumlah pasar yang 
dibangun 

2 9.500.000 1 2.500.000 2 5.000.000 1 2.500.000 0   

2) Pembinaan 
Terhadap Pengelola 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 
Masyarakat di 
Wilayah Kerjanya 

Persentase 
ketercapaian 
pengelolan Sarana 
Distribusi 
Perdagangan 
khususnya PK5 

22.99 122.000 34.48 1.122.000 45.98 122.000 57.74 122.000 68.97 122.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

Pembinaan dan 
Pengendalian 
Pengelola Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Jumlah pedagang yang 
mendapatkan sosialisasi 
pembinaan penataan 
kawasan PK5 

120 62.000 120 62.000 120 62.000 120 62.000 120 62.000 

Jumlah petugas retribusi 
pasar dan PK5 yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

120 60.000 120 60.000 120 60.000 120 60.000 120 60.000 

  
Jumlah lokasi penataan 
kawasan foodstreet 

0 0 1 1.000.000 0 0 0 0 0 0     

7 

PROGRAM 
STABILISASI HARGA 
BARANG 
KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG 
PENTING 

Persentase obyek 
sasaran pengawasan 
barang beredar dan 
pemantauan haraga 
yang etrlaksana 
pemantaunya 

84 530.500 88 530.500 92 530.500 96 530.500 100 530.500 

Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 

1) Pengendalian 
Harga, dan Stok 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat 
Pasar 
Kabupaten/Kota 

Persentase obyek 
sasaran pengendalian 
harga dan stok 
kebutuhan pokok 

45.45 525.500 54.55 525.500 72.73 525.500 90.91 525.500 100 525.500 

(1) Pemantauan Harga 
dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada 
Pelaku Usaha 
Distribusi Barang 
dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah komoditas 
barang kebutuhan pokok 
dan barang penting 
yang dilakukan 
pengawasan barang 
beredar dan 
pemantauan harga 

95 135.500 95 135.500 95 135.500 95 135.500 95 135.500 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(2) Pelaksanaan 
Operasi Pasar Reguler 
dan Pasar Khusus 
yang Berdampak 
dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota 

Jumlah pelaksanaan 
operasi pasar murah 

28 390.000 28 390.000 28 390.000 28 390.000 28 390.000 

8 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

Persentase 
peningkatan volume 
ekspor 

7.42 129.600 7.6 129.600 7.79 129.600 7.99 129.600 8.19 129.600 

Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 

1) Penyelenggaraan 
Promosi Dagang 
melalui Pameran 
Dagang dan Misi 
Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan 
yang terdapat pada 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Peningkatan jumlah 
pelaku usaha yang 
menjadi eksportir 

23 129.600 24 129.600 25 129.600 26 129.600 27 129.600 

(1) Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha 
Produk Ekspor 
Unggulan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah UMKM yang 
mengikuti pelatihan dan 
pendampingan produk 
ekspor 

30 129.600 30 129.600 30 129.600 30 129.600 30 129.600 

9 

PROGRAM 
PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN 
PRODUK DALAM 
NEGERI 

Persentase jumlah 
usaha mikro yang 
diberikan dukungan 
fasilitasi pemasaran 
(IKK Output) 

3.17 518.000 4.26 518.000 5.34 518.000 6.42 518.000 7.5 518.000 
Laju 
Pertumbu
han PDRB 
sektor 
perdagan
gan dan 
jasa 

Dindag-
kop 

UMKM 
1) Pelaksanaan 
Promosi, Pemasaran 
dan Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Peningkatan usaha 
mikro yang difasilitasi 
pemasaran produknya 

6.67 518.000 4 518.000 100 518.000 100 518.000 0 518.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(1) Pelaksanaan 
Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri 
di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah UMKM yang 
mengikuti 
penyelenggaraan 
promosi produk 
unggulan daerah 

12 270.000 12 270.000 12 270.000 12 270.000 12 270.000 

Jumlah UMKM yang 
difasilitasi promosi 
produknya melalui 
Dekranasda 

180 148.000 180 148.000 180 148.000 180 148.000 180 148.000 

(2) Peningkatan Sistem 
dan Jaringan Informasi 
Perdagangan 

Jumlah UMKM yang 
mengikuti sosialisasi 
promosi produk melalui 
E-Marketplace 

60 100.000 60 100.000 60 100.000 60 100.000 60 100.000 

1 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
TANGKAP 

Peningkatan produksi 
perikanan tangkap 
bersumber dari TPI 

1 2.682.750 1 2.913.450 1 2.945.050 1 2.879.650 1 2.913.400 

Pertumbu
han 

ekonomi 
DKP 

1) Pengelolaan 
Penangkapan Ikan di 
Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, Rawa, 
dan Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
Diusahakan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Persentase sarpras 
perikanan tangkap 
yang dapat 
diusahakan dalam 1 
(satu) daerah 
kabupaten/kota 

5 77.800 5 278.450 5 279.100 5 179.800 5 180.550 

(1) Penyediaan Data 
dan Informasi Sumber 
Daya Ikan 

Jumlah Data dan 
Informasi Sumber Daya 
Ikan yang tersedia 

1 27.800 1 28.450 1 29.100 1 29.800 1 30.550 

(2) Penjaminan 
Ketersediaan Sarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap 

Jumlah penjaminan 
sarana usaha perikanan 
tangkap yang tersedia 

1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(3) Penyediaan 
Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap 

Jumlah Prasarana 
Usaha Perikanan yang 
tersedia 

0 0 1 200.000 1 200.000 1 100.000 1 100.000 

2) Pemberdayaan 
Nelayan Kecil dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase nelayan 
kecil yang dibina 

10 91.050 10 91.700 10 92.350 10 95.050 10 95.850 

(1) Pengembangan 
Kapasitas Nelayan 
Kecil 

Jumlah terbinanya KUB 
di Kota Pekalongan 

33 33.050 33 33.700 33 34.350 33 35.050 33 35.850 

(2)Pelaksanaan 
Fasilitasi Pembentukan 
dan Pengembangan 
Kelembagaan Nelayan 
Kecil 

Jumlah Kelompok 
nelayan yang dibina 

4 45.000 4 45.000 4 45.000 4 45.000 4 45.000 

(3) Pelaksanaan 
Fasilitasi Bantuan 
Pendanaan, Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Jumlah pendampingan 
nelayan yang terfasilitasi 
Bantuan Pendanaan, 
Bantuan Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha yang 
dilaksanakan 

5 13.000 5 13.000 5 13.000 5 13.000 5 13.000 

2 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Peningkatan produksi 
perkanan budidaya 

1 491.200 1 632.200 1 590.500 1 601.700 1 613.100 

DKP 

1) Pemberdayaan 
Pembudi Daya Ikan 
Kecil 

Persentase 
pembudidaya yang 
dibina 

50.29 143.000 61.92 170.000 67.73 177.000 73.55 185.000 79.36 195.000 

(1) Pelaksanaan 
Fasilitasi Bantuan 
Pendanaan, Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Jumlah Bantuan 
Pendanaan, 
pembiayaan dan 
kemitraan usaha yang 
difasilitasi 

5 13.000 5 13.000 5 13.000 5 13.000 5 13.000 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(2) Pemberian 
Pendampingan, 
Kemudahanan Akses 
Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan 
Informasi, serta 
Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Jumlah pembudidaya 
yang dilatih 

0 0 80 15.000 80 20.000 80 25.000 80 30.000 

2) Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 

Persentase 
ketercapauan aspek-
aspek pengeloaan 
pembudidayaan ikan 

100 317.200 100 418.200 100 369.500 100 372.700 100 374.100 

(1) Pengelolaan 
Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Bintek Cara 
Budidaya Ikan Baik 
(CBIB)/ Cara 
Pembenihan Ikan 
Baim(CPIB) yang 
diselenggarakan 

3 23.000 3 23.000 3 23.000 3 25.000 3 25.000 

(1) Pembinaan dan 
Pemantauan 
Pembudidayaan Ikan 
di Darat 

Terkelolanya Balai 
Benih Ikan (BBI) 

1 129.200 1 130.200 1 131.500 1 132.700 1 134.100 

3 

PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

Peningkatan jumlah 
pengusaha perikanan 

12.2 1.085.000 12.2 1.100.700 12.2 1.106.500 12.2 1.122.600 12.2 1.128.800 DKP 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

1) Pembinaan Mutu 
dan Keamanan Hasil 
Perikanan Bagi 
Usaha Pengolahan 
dan Pemasaran Skala 
Mikro dan Kecil 

Persentase fasilitasi 
pembinaan mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan bagi usaha 
pengolahan dan 
pemasaran skala 
mikro dan kecil 

16.67 1.065.000 16.67 1.080.700 16.67 1.086.500 16.67 1.102.600 16.67 1.108.800 

(1) Pelaksanaan 
Bimbingan dan 
Penerapan 
Persyaratan atau 
Standar pada Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Mikro dan Kecil 

Jumlah terbinanya 
pengusaha pengolahan 
dan pemasaran skala 
mikro dan kecil 

60 50.000 60 50.000 60 50.000 60 50.000 60 50.000 

(2) Pemberian Fasilitas 
bagi Pelaku Usaha 
Perikanan Skala Mikro 
dan Kecil dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitasi pelaku 
usaha perikanan yang 
diberikan 

1 925.000 1 930.700 1 936.500 1 942.600 1 948.800 

Jumlah event lomba 
kreasi olahan ikan 
(SIDA) 

1 45.000 1 50.000 1 50.000 1 55.000 1 55.000 

Jumlah pelaksanaan 
gemar makan ikan 

1 45.000 1 50.000 1 50.000 1 55.000 1 55.000 

1 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, 
LEMBAGA ADAT 
DAN MASYARAKAT 
HUKUM ADAT 

Persentase lembaga 
kemasyarakatan yang 
terfasilitasi dalam 
peningkatan kapasitas 
dan diberdayakan 

83.79 812.830 78.72 874.263 91.64 1.024.709 95.57 879.168 100 712.973 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarak

at 

DPM-
PPA 
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No 
Program/Kegiatan/ 

Fokus (Sub Kegiatan) 
Indikator 

(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perang
kat 

Daerah 
Penang

gung 
Jawab 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) Target Rp. (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

1) Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
yang Bergerak di 
Bidang 
Pemberdayaan Desa 
dan Lembaga Adat 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota serta 
Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum 
Adat yang 
Masyarakat 
Pelakunya Hukum 
Adat yang Sama 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kelurahan 
yang memfasilitasi 
pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna 
(TTG) 

0 812.830 14.81 874.263 29.63 1.024.709 44.44 879.168 59.26 712.973 

Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, 
RW, PKK, Posyandu, 
LPM, dan Karang 
Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan 
dan Masyarakat 
Hukum Adat 

Jumlah peserta yang 
mengikuti pelatihan 
peningkatan kapasitas 
fasilitator pemberdayaan 

28 14.442 28 14.875 28 15.321 28 15.780 28 16.000 

Jumlah peserta yang 
mengikuti pelatihan 
peningkatan kapasitas 
LKK 

413 75.000 520 136.000 520 136.000 520 140.000 520 140.000 

Jumlah peserta yang 
mengikuti pelatihan 
Kader Pemberdayaan 
Masyarakat 

54 22.000 54 22.000 54 22.000 54 22.000 54 22.000 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Dari uraian skema program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan seperti tertuang dalam tabel 7.4, dapat di rekap anggaran 

untuk program penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan sebagai berikut: 

Tabel 7.5 Rekap Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang ketenagakerjaan 

No 
Perangkat Daerah 

Pelaksana 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dinperinaker 5.371.583.000 4.561.373.000 4.365.644.000 4.389.669.000 4.417.143.000 

2. Dindagkop UKM 18.405.112.000 12.349.914.000 14.399.520.000 12.259.045.000 10.223.605.000 

3. DKP 4.258.950.000 4.646.350.000 4.642.050.000 4.603.950.000 4.655.300.000 

4. DPMPPA 812.830.000 874.263.000 1.024.709.000 879.168.000 712.973.000 

 Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021
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8. Bidang Pendidikan 

Kemiskinan telah menjadi problem bersama. yang membutuhkan 

upaya sungguh-sungguh. terencana. dan berjangka panjang untuk 

mengatasinya. Pendidikan diyakini sebagai sarana paling efektif untuk 

memutus mata rantai kemiskinan. Karena pendidikan memberi bekal 

pengetahuan dan keterampilan bagi setiap warga masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kualitas hidupnya dan mendapatkan kesempatan 

memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan serta dapat 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang 

berkualitas dan terjangkau maka pendidikan akan menjadi instrumen 

paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada. 

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan 

meliputi: 

1. Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan; 

2. Belum optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan; 

3. Belum optimlanya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik dan 

kependidikan; dan 

4. Masih kurangnya minat literasi masyarakat. 

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan. yaitu 

Meningkatnya Akses dan Meningkatnya Pendidikan Karakter dan 

Keagamaan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan persentase 

satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan 

keagamaan. Berikut target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang 

pendidikan Kota Pekalongan tahun 2021-2026. 

Tabel 7.6 Sasaran Akhir Bidang Pendidikan Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

No 
Sasaran Akhir dan Indikator 

Sasaran 

Kondisi Awal Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Meningkatnya akses pendidikan 

 Rata-Rata Lama Sekolah 8.98 9.11 9.27 9.43 9.59 9.75 9.92 

2 Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan 

 Persentase satuan pendidikan 
yang menerapkan pendidikan 
karakter dan pendidikan 
keagamaan 

100 100 100 100 100 100 100 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Untuk mewujudkan indikator sasaran penanggulangan kemiskinan 

bidang pendidikan terdapat 4 program prioritas yang didukung oleh 2 

Perangkat Daerah yaitu:  

1. Dinas Pendidikan 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka 

mendukung terhadap pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan 

bidang  pendidikan adalah: 

a. Program Pengelolaan Pendidikan  

Program Pengelolaan Pendidikan merupakan serangkaian 

kegiatan merencanakan. mengorganisasikan. memotivasi. 

mengendalikan. dan mengembangkan segala upaya didalam 

mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia. sarana 

dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan.  dengan 

indikator yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah persentase 

capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan yang 

ditargetkan sebesar 100%. Capaian pada kondisi awal di tahun 

2020 adalah sebesar 74.31%. 

b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  

Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga 

kependidikan sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. Indikator yang ingin dicapai pada tahun 2026 adalah 

persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan 

dengan target sebesar 100%. Capaian pada kondisi awal di tahun 

2020 adalah sebesar 100%. 

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan dalam rangka mendukung terhadap pencapaian tujuan 

penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan adalah: 

a. Program Pembinaan Perpustakaan. 

Program Pembinaan Perpustakaan bertujuan mewujudkan 

suatu sistem untuk penumbuhkembangan minat baca yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya budaya 

baca masyarakat. diharapkan masyarakat akan mampu 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang 

ingin dicapai pada tahun 2026 adalah rasio pengunjung 

perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 tahun) sebesar 
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16.58%. Capaian pada kondisi awal di tahun 2020 adalah sebesar 

15.62%. 

Berikut skema program penanggulangan kemiskinan bidang 

pendidikan seperti tertuang dalam tabel 7.6 berikut: 
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Tabel 7.7 Skema Program dan Target Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan 
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 

 

No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

  
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

Persentase capaian 
SPM pendidikan 80.17 46.749.099 83.97 46.850.349 89.5 47.307.849 100 47.427.849 100 47.547.849 

Rata-
Rata 
Lama 

Sekolah 

DINDIK 

1 

1) Pengelolaan 
Pendidikan 
Sekolah Dasar 

Tingkat partisiapasi 
warga negara 7-12 
tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 
(IKK Outcome / SPM) 

96 19.357.427 97.5 19.312.427 99 19.602.427 100 19.637.427 100 19.672.427 

(1) Pengadaan 
Perlengkapan 
Siswa 

Jumlah peserta didik 
jenjang SD yang 
menerima 
perlengkapan dasar 
peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 
(IKK Output) 

2000 300.000 1900 300.000 1800 300.000 1800 300.000 1800 300.000 

(2)Penyediaan 
Biaya Personil 
Peserta Didik 
Sekolah Dasar 

Jumlah peserta didik 
yang difasilitasi biaya 
personil jenjang 
pendidikan dasar 

2000 1.500.000 1900 1.425.000 1800 1.350.000 1800 1.350.000 1800 1.350.000 

Jumlah Peserta Didik 
pada jenjang sekolah 
dasar yang menerima 
pembebasan biaya 
pendidikan 

6500 1.950.000 6600 1.980.000 6700 2.345.000 6800 2.380.000 6900 2.415.000 
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No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(3) Penyediaan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Sekolah Dasar 

Jumlah pendidik BTQ 
SD/MI yang difasilitasi 
bantuan transport 

1037 2.588.800 1000 2.588.800 950 2.588.800 950 2.588.800 950 2.588.800 

Jumlah guru 
pendamping khusus 
yang difasilitasi jasa 
pendidik 

4 96.000 6 96.000 8 96.000 8 96.000 8 96.000 

(4) Pengelolaan 
Dana BOS Sekolah 
Dasar 

Jumlah SD Negeri 
yang mendapatkan 
BOS 

71 12.922.627 71 12.922.627 71 12.922.627 71 12.922.627 71 12.922.627 

2 

2) Pengelolaan 
Pendidikan 
Sekolah 
Menengah 
Pertama 

Tingkat partisipasi 
warga negara usia 13-
15 tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan 
menengah pertama 
(IKK Outcome / SPM) 

87 14.239.572 90 14.279.572 95 14.339.572 100 14.384.572 100 14.429.572 

(1) Penyediaan 
Biaya Personil 
Peserta Didik 
Sekolah Menengah 
Pertama 

Jumlah peserta didik 
jenjang SMP yang 
difasilitasi biaya 
personil peserta didik 

2500 1.875.000 2400 1.875.000 2300 1.725.000 2300 1.725.000 2300 1.725.000 

 Jumlah peserta didik 
pada jenjang sekolah 
menengah pertama 
yang menerima 
pembebasan biaya 
pendidikan (IKK 
Output) 

3200 1.280.000 3300 1.320.000 3400 1.530.000 3500 1.575.000 3600 1.620.000 
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No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(2) Perlengkapan 
Belajar Peserta 
Didik 

Jumlah peserta didik 
jenjang sekolah 
menengah pertama 
yang menerima 
perlengkapan dasar 
peserta didik dari 
pemerintah daerah 

2500 625.000 2500 625.000 2500 625.000 2500 625.000 2500 625.000 

(3) Penyediaan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

 Jumlah pendidik BTQ 
SMP/MTS yang 
difasilitasi bantuan 
transport 

93 236.200 93 236.200 93 236.200 93 236.200 93 236.200 

Jumlah guru 
pendamping inklusi 
yang difasilitasi honor 
jasa pendidik 

4 96.000 6 96.000 8 96.000 8 96.000 8 96.000 

(4) Pengelolaan 
Dana BOS Sekolah 
Menengah Pertama 

Jumlah SMP Negeri 
penerima dana BOS 

17 10.127.372 17 10.127.372 17 10.127.372 17 10.127.372 17 10.127.372 

3 

3) Pengelolaan 
Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) 

Tingkat partisipasi 
warga negara usia 5-6 
tahun yang 
berpartisipasi dalam 
PAUD (IKK Outcome / 
SPM) 

97,7 8.341.750 98,4 8.408.000 99 8.455.500 100 8.478.000 100 8.500.500 
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No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

(1) Pengadaan 
Perlengkapan 
Siswa PAUD 

Jumlah peserta didik 
PAUD yang menerima 
perlengkapan dasar 
peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 
(IKK Output) 

750 112.500 800 120.000 850 127.500 900 135.000 950 142.500 

(2) Penyediaan 
Biaya Personil 
Peserta Didik 
PAUD 

Jumlah peserta didik 
yang difasilitasi Biaya 
Personil peserta didik 
PAUD/TK 

750 375.000 800 400.000 850 425.000 850 425.000 850 425.000 

Jumlah Peserta Didik 
PAUD yang menerima 
pembebasan biaya 
pendidikan (IKK 
Output) 

750 206.250 800 240.000 850 255.000 900 270.000 950 285.000 

(3) Penyediaan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan PAUD 

Jumlah guru 
pendamping inklusi 
yang difasilitasi honor 
jasa pendidik dan 
memenuhi kualifikasi 

2 48.000 4 48.000 6 48.000 6 48.000 6 48.000 

(4) Pengelolaan 
Dana BOP PAUD 

Jumlah PAUD yang 
menerima dana hibah 
BOP PAUD 261 7.000.000 261 7.000.000 261 7.000.000 261 7.000.000 261 7.000.000 

Jumlah PAUD 
penerima BOP PAUD 

4 600.000 4 600.000 4 600.000 4 600.000 4 600.000 
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No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

  

4) Pengelolaan 
Pendidikan 
Nonformal/Keseta
raan 

Tingkat partisipasi 
warga negara usia 7-
18 tahun yang belum 
menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
menengah yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan 
kesetaraan (IKK 
Outcome / SPM) 

40 4.810.350 50 4.850.350 65 4.910.350 100 4.927.850 100 4.945.350 

  

(1) Pengadaan 
Perlengkapan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetar
aan 

Jumlah peserta didik 
pendidikan kesetaraan 
yang menerima 
perlengkapan dasar 
peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 
(IKK Output) 

1500 300.000 1500 300.000 1500 300.000 1500 300.000 1500 300.000 

  

(2) Penyediaan 
Biaya Personil 
Peserta Didik 
Nonformal/Kesetar
aan 

 Jumlah peserta didik 
yang difasilitasi biaya 
personal peserta didik 
kesetaraan/nonformal 

150 75.000 200 100.000 250 125.000 250 125.000 250 125.000 

  

Jumlah peserta didik 
pendidikan kesetaraan 
yang menerima 
pembebasan biaya 
pendidikan (IKK 
Output) 

300 90.000 350 105.000 400 140.000 400 157.500 400 175.000 
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No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

  

(3) 
Penyelenggaraan 
Proses Belajar 
Nonformal/Kesetar
aan 

jumlah fasilitasi 
pembelajaran dan 
bantuan operasional 
siswa paket A B C 

310 1.697.350 310 1.697.350 310 1.697.350 310 1.697.350 310 1.697.350 

  

(4) Penyediaan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Nonformal/Kesetar
aan 

Jumlah guru 
pendamping inklusi 
PNF yang difasilitasi 
honor jasa pendidik 2 48.000 2 48.000 2 48.000 2 48.000 2 48.000 

  

(5) Pengelolaan 
Dana BOP Sekolah 
Nonformal/Kesetar
aan 

Jumlah satuan PNF 
yang menerima dana 
hibah BOP 14 2.600.000 14 2.600.000 14 2.600.000 14 2.600.000 14 2.600.000 

4 

PROGRAM 
PENDIDIK DAN 
TENAGA 
KEPENDIDIKAN 

Persentase 
ketercukupan 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 

100 13.500.000 100 14.700.000 100 15.900.000 100 15.900.000 100 15.900.000 

1) Pemerataan 
Kuantitas dan 
Kualitas Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 
bagi Satuan 
Pendidikan Dasar, 
PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Keseta

Persentase 
ketercukupan 
pendidik dan tenaga 
kependidikan yang 
memenuhi kualifikasi 
dan bersertifikasi 
pendidik pada satuan 
pendidikan dasar dan 
PAUD/PNF 

66.75 13.500.000 76.75 14.700.000 86.75 15.900.000 100 15.900.000 100 15.900.000 
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No 
Program/Kegiatan

/Fokus (Sub 
Kegiatan) 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

OPD  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 

raan 

(1) Penataan 
Pendistribusian 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetar
aan 

Jumlah PTK difasilitasi 
harlindung 1227 8.700.000 1200 8.700.000 1150 8.700.000 1150 8.700.000 1150 8.700.000 

jumlah GTT/PTT yang 
diberi honor sesuai 
UMK atau lebih 

200 4.800.000 250 6.000.000 300 7.200.000 350 7.200.000 400 7.200.000 

5 

PROGRAM 
PEMBINAAN 
PERPUSTAKAAN 

Rasio pengunjung 
perpustakaan per 
tahun (penduduk usai 
5-60 tahun) 

15.93 82.000 16.09 82.000 16.25 82.000 16.42 82.000 16.58 82.000 

Indeks 
Kepuasa

n 
Masyara

kat 

DINARPU
S 

1) Pengelolaan 
Perpustakaan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
perpustakaan sesuai 
standar nasional 
perpustakaan (IKK 
Output) 

0.67 82.000 1.33 82.000 2 82.000 2.67 82.000 3.33 82.000 

(1) Pengembangan 
Literasi Berbasis 
Inklusi Sosial 

Penyelenggaraan 
Kegiatan Literasi 3 82.000 3 82.000 3 82.000 3 82.000 3 82.000 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Dari uraian skema program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan seperti tertuang dalam tabel 7.7, dapat di rekap anggaran 

untuk program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan sebagai berikut: 

Tabel 7.8 Rekap Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan 

No 
Perangkat Daerah 

Pelaksana 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dinas Pendidikan 60.249.099.000 61.550.349.000 63.207.849.000 63.327.849.000 63.447.849.000 

2. Dinarpus 82.000.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021
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9. Bidang Kesehatan 

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan 

didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang kesehatan dan akibat 

pandemi Covid-19. sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi bayi dan balita; 

2. Belum optimalnya layanan kesehatan dasar bagi ibu; 

3. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan penyakit menular 

dan tidak menular; 

4. Belum optimalnya layanan Keluarga Berencana dalam meningkatkan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, yaitu 

Meningkatnya Perbaikan Layanan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat dengan indikator usia harapan hidup. Berikut target sasaran 

penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan Kota Pekalongan tahun 

2022-2026. 

Tabel 7.9 Sasaran Akhir Bidang Kesehatan Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

 
No 

 
Sasaran Akhir  

Kondisi Awal  Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat 

1 
Indeks Keluarga 

Sehat 
0.17 0.22 0.25 0.30 0.35 0.40 0.50 

2 
Angka Kematian 

Ibu 
152,41  140,34   128,28   116,21  104,14   92,08  80,01  

3 
Angka Kematian 

Bayi (AKB) 
8,81  8,51   8,21   7,91   7,60   7,30  7,00  

4 
Angka Kematian 
Balita (AKABA) 

10,84 10,53  10,23   9,92   9,61   9,31      9,00  

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 

Untuk mewujudkan sasaran akhir penanggulangan kemiskinan 

bidang kesehatan terdapat 7 program prioritas yang didukung oleh 2 

Perangkat Daerah yaitu:  

1. Dinas Kesehatan 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka 

mendukung terhadap capaian tujuan  penanggulangan kemiskinan 

bidang kesehatan adalah: 

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat  

Program ini bertujuan meningkatkan akses. keterjangkauan. 

dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan 

masyarakat. dengan indikator outcome yang akan dicapai yaitu  
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persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan 

UKP rujukan tingkat kabupaten/kota, persentase RS rujukan 

tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi, persentase 

ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai 

standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RSUD). 

Persentase ketersediaan sarana. prasarana dan alat kesehatan 

yang sesuai dengan standar. Indikator yang ingin dicapai pada 

tahun 2026 adalah persentase penduduk yang memanfaatkan 

layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota dengan 

target sebesar 92%. Kondisi awal capaian tahun 2020 sebesar 

85,59%. 

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 

diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator kesehatan 

demi terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya. 

Indikator outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah 

persentase rumah tangga sehat yang ditargetkan sebesar 95%. 

Capaian pada kondisi awal tahun 2020 adalah sebesar 96,95%.   

c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Indikator outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu 

persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di 

RSUD yang sesuai dengan standa dengan target sebesar 92%. 

Kondisi awal capaian tahun 2020 adalah sebesar 85,59%.  

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

Indikator outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu 

persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan dengan target sebesar 95.5%. Kondisi awal 

capaian di tahun 2020 adalah sebesar 92.15 persen.  

2. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Program yang dilaksanakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung terhadap capaian 

tujuan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan adalah: 

a. Program Pemberdayaan Sosial  

Indikator yang dicapai di tahun 2026 yaitu persentase potensi 

sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan dengan target 

sebesar 75%. Pada kondisi awal, capaian di tahun 2020 adalah 

sebesar 100%.  
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b. Program Rehabilitasi Sosial   

Indikator yang dicapai di tahun 2026 yaitu persentase 

penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia 

terantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dan ditargetkan 

sebesar 100%. Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 100%.  

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Indikator yang dicapai di tahun 2026 yaitu persentase 

keluarga miskin yang memperoeh perlindungan dan layanan 

jaminan sosial yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian di tahun 

2020 adalah sebesar 62,67%.  

d. Program Penanganan Bencana 

Indikator yang dicapai di tahun 2026 yaitu persentase korban 

bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang 

mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM), ditargetkan 

sebesar 100%.Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 100%.  

e. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

menjadi peserta aktif KB melalui pembinaan Keluarga Berencana.  

Indikator outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 dari 

program ini adalah penurunan angka perkawinan di bawah 21 

tahun, ditargetkan sebesar 7,2%. Capaian di tahun 2020 adalah 

sebesar 8,41%.  

f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi 

keluarga dalam menuju Keluarga Sejahtera dengan indikator 

outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah Unmeet 

need keluarga berencana dan ditargetkan sebesar 12%. Capaian 

di tahun 2020 adalah sebesar 18,50%.  

Berikut skema program dan target penanggulangan kemiskinan 

bidang kesehatan: 
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Tabel 7.10 Skema Program dan Target Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan 
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 

 

No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Persentase 
penduduk yang 
memanfaatkan 
layanan UKM 
dan UKP 
Rujukan tingkat 
kabupaten/kota 

89 48.631.423 90 52.799.791 91 48.959.919 92 54.146.389 92 56.194.935 Indeks 
Keluarga 

Sehat 

0,5 DINKES 

Penyediaan 
Layanan 
Kesehatan 
untuk UKM dan 
UKP Rujukan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentase 
ketercapaian 
Layanan UKM 
dan UKP 

  36.718.739   38.105.534   39.886.046   41.659.507   43.442.277 

1) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
Hamil 

Jumlah ibu hamil 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar (SPM) 
(orang) 

6513 61.933 6555 61.933 6600 61.933 6650 61.933  6685 61.933  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah persalinan 
di fasilitas 
pelayanan 
kesehatan (orang) 

6220 17.200  6262 17.200  6307 17.200  6357 17.200  6392 17.200  

Jumlah kasus 
anemia pada ibu 
hamil (orang) 

512 0 506 0 499 0 493 0 486 0 

Jumlah ibu yang 
meninggal karena 
hamil, bersalin 
dan nifas (orang) 

7 37.075  6 37.075  5 37.075  4 37.075  3 37.075  

Jumlah ibu hamil 
yang memperoleh 
pelayanan 
antenatal K1/K4 
sesuai standar di 
satu wilayah kerja 
pada kurun waktu 
tertentu 

6513 3.890  6555 3.890  6600 3.890  6650 3.890  6685 3.890  

Jumlah kelahiran 
pada perempuan 
umur 15-19 tahun 
(Age Specific 
Fertility 
Rate/ASFR) 
(orang) 

112 0 112 0 106 0 100 0 93 0 
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah dukungan 
logistik kesehatan 
yang tersedia 
untuk pelayanan 
kesehatan ibu 
hamil (IKK 
Output) (set) 

17 6.902  18 6.902  19 6.902  20 6.902  21 6.902  

 Jumlah SDM 
Kesehatan untuk 
pelayanan 
antenatal (IKK 
Output) 

271 0 291 0 311 0 331 0 341 0 

2) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Ibu 
Bersalin 

Jumlah ibu 
bersalin 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar (SPM) 
(orang) 

6220 516 .000 6262 516 .000 6307 516 .000 6357 516 .000 6392 516 .000 

Jumlah bayi baru 
lahir mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar (SPM) 

5932 172.558  5952 172.558  5972 172.558  5992 172.558  6012 172.558  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah dukungan 
logistik kesehatan 
yang tersedia 
untuk pelayanan 
persalinan sesuai 
standar (IKK 
Output) 

16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 

Jumlah dukungan 
logistik kesehatan 
yang tersedia 
untuk pelayanan 
kesehatan bayi 
baru lahir sesuai 
standar (IKK 
Output) 

16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 

Jumlah SDM 
Kesehatan untuk 
pelayanan 
persalinan sesuai 
standar (IKK 
Output) 

271 0 291 0 311 0 331 0 341 0 

umlah SDM 
Kesehatan untuk 
pelayanan 
neoatal esensial 
sesuai standar 
(IKK Output) 

271 0 291 0 311 0 331 0 341 0 
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Balita 

Jumlah balita 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar (SPM) 

31622 132.685  31642 136.665  31662 140.765  31682 144.988  31702 149.338  

Jumlah balita usia 
sampai 59 bulan 
(bayi+anak balita) 
yang meninggal 

73 2.472  72 2.546  71 2.623  70 2.701  69 2.782  

Jumlah bayi usia 
sampai 28 hari 
yang meninggal 

27 6.510  26 6.705  25 6.906  24 7.113  23 7.327  

Jumlah bayi usia 
0-11 bulan yang 
meninggal 

50 8.714  49 8.975  48 9.245  47 9.522  46 9.808  

Jumlah dukungan 
logistik kesehatan 
yang tersedia 
untuk pelayanan 
kesehatan balita 
sesuai standar 
(IKK Output) 

132 40.479  133 41.693  134 42.944  135 44.233  136 45.560  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah SDM 
Kesehatan untuk 
pelayanan 
kesehatan balita 
sesuai standar 
(IKK Output) 
(orang) 

289 0 309 0 329 0 349 0 359 0 

4) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan pada 
Usia Pendidikan 
Dasar 

Jumlah anak 
pada usia 
pendidikan dasar 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar (SPM) 

28186 55.723  28286 57.395  2838
6 

59.117  2848
6 

60.890  2858
6 

62.717  

Jumlah dukungan 
logistik kesehatan 
yang tersedia 
untuk anak usia 
pendidikan dasar 
(IKK Output) 

22 72.615  23 74.794  24 77.037  25 79.348  26 81.729  

Jumlah SDM 
Kesehatan untuk 
pelayanan 
kesehatan anak 
usia pendidikan 
dasar sesuai 
standar (IKK 

319 0 339 0 359 0 379 0 389 0 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-56 

No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Output) 

5) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan pada 
Usia Lanjut 

Jumlah usia lanjut 
mendapat 
pelayanan 
kesehatan sesuai 
standar (SPM) 

32468 23.973  34492 24.693  36516 25.433  38540 26.196  40564 26.982  

Jumlah dukungan 
logistik kesehatan 
yang tersedia 
untuk skrining 
kesehatan sesuai 
standar bagi 
warga negara 
usia 60 tahun ke 
atas (IKK Output) 

24 11.047  25 11.378  26 11.720  27 12.071  28 12.433  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah SDM 
Kesehatan untuk 
skrining 
kesehatan sesuai 
standar bagi 
warga negara 
usia 60 tahun ke 
atas (IKK Output) 
(orang) 

160 0 161 0 162 0 163 0 164 0 

6) Pengelolaan 
Pelayanan 
Kesehatan Gizi 
Masyarakat 

Jumlah bumil KEK 
yang 
mendapatkan 
suplemen gizi 

480 222.866  480 229.552  480 236.439  480 243.532  480 250.838  

Jumlah penduduk 
dengan asupan 
kalori minimum di 
bawah 1400 kkal 

171 5.717  171 5.888  161 6.065  161 6.247  151 6.434  

Jumlah stunting 
(pendek dan 
sangat pendek) 
pada anak di 
bawah dua 
tahun/baduta 

1343 46.552  1343 47.948  1175 49.387  1175 50.869  1007 52.395  

Jumlah balita gizi 
buruk 

32 289.656  29 298.345  27 307.296  25 316.515  23 326.010  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah bayi 0-6 
bulan yang 
mendapat ASI 
Ekslusif 

2624 1.442  2850 1.485  3076 1.530  3303 1.576  3529 1.623  

8) Pengelolaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 

Jumlah 
masyarakat 
miskin penerima 
bantuan biaya 
rawat inap dan 
rawat jalan di 
Puskesmas dan 
Rumah Sakit 

1649 2.076.600  1730 2.118.132  1765 2.160.495  1780 2.203.705  1835 2.247.778  

Jumlah 
masyarakat 
miskin penerima 
bantuan biaya 
transport rujukan 
dan living cost 

293 50.290  300 51.300  310 52.400  315 53.300  322 54.400  

Jumlah 
masyarakat 
penerima bantuan 
premi asuransi 
BPJS PD dan 
PBPU Kelas 3 

57600 26.530.560  61200 28.163.520  64800 29.796.480  68400 31.429.440  72000 33.062.400  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah 
pertemuan 
koordinasi 
pelayanan 
Jaminan 
Kesehatan 
Masyarakat 

3 18.624.400 3 18.998  3 19.377  3 19.765  3 20.160  

Jumlah 
pelaksanaan 
Monitoring dan 
Evaluasi Program 
Jaminan 
Kesehatan ke 
Puskesmas dan 
Rumah Sakit 

46 4.600  46 4.700  46 4.800  46 4.900  46 5 .000 

Jumlah peserta 
Jaminan 
Kesehatan 
melalui SJSN 
Bidang 
Kesehatan 
(BPJS) (jiwa) 

257 
006 

0 264 
716 

0 272 
658 

0 280 
838 

0 289 
263 

0 

2 PROGRAM 
PEMBERDAYA
AN 
MASYARAKAT 
BIDANG 

Persentase 
rumah tangga 
sehat (%) 

91 1.910.500  92 1.811.785  93 1.827.571  94 1.842.450  95 1.856.035  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

KESEHATAN 

Advokasi, 
Pemberdayaan, 
Kemitraan, 
Peningkatan 
Peran serta 
Masyarakat dan 
Lintas Sektor 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentase 
Posyandu 
dengan Strata 
Mandiri (%) 

31 1.686.685  32 1.694.585  33 1.706.855  34 1.717.220  35 1.728.035  

Peningkatan 
Upaya Promosi 

Kesehatan, 
Advokasi, 

Kemitraan dan 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jumlah kegiatan 
pembinaan 
Program 
Pemberdayaan 
Kesehatan yang 
dilaksanakan 
(kali) 

17 41.800  17 43 .000 17 44.200  17 45.500  17 46.800  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah kegiatan 
pemberdayaan 
Saka Bhakti 
Husada (SBH) 
yang 
dilaksanakan 

35 86.200  35 86.700  35 91.300  35 94 .000 35 96.800  

Jumlah kegiatan 
refreshing 
Pokjanal 
Posyandu yang 
dilaksanakan 
(kali) 

4 23.200  4 23.800  4 24.500  4 25.235  4 25.900  

Jumlah kegiatan 
penyebarluasan 
informasi ke 
masyarakat yang 
dilaksanakan 

3 18.750  3 19.300  3 19.800  3 20.300  3 20.900  

Jumlah belanja 
cetak 
pemberdayaan 
kesehatan yang 
dilaksanakan 
(pekerjaan) 

9 82.500  9 85.000   9 87.550  9 90.000  9 92.700  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah Kegiatan 
LCC Kader 
Posyandu dan 
Pemilihan Kader 
Teladan Tk. Kota 
yang 
dilaksanakan 

2 47.600  2 49 .000 2 50.470  2 51.950  2 53.500  

Jumlah 
pemberdayaan 
Pondok 
Pesantren yang 
dilaksanakan  

3 39.600  3 40.750  3 42 .000 3 43.200  3 44.400  

Jumlah kegiatan 
kesehatan 
masyarakat 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 
yang 
dilaksanakan 

42 487.551.650 42 487.551.650 42 487.551.650 42 487.551.650 42 487.551.650 

Jumlah kegiatan 
penguatan 5 
tujuan gerakan 
masyarakat hidup 
sehat yang 
dilaksanakan 

9 221.145  9 221.145  9 221.145  9 221.145  9 221.145  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Jumlah kegiatan 
upaya deteksi 
dini, preventif dan 
respon penyakit 
yang 
dilaksanakan 

29 339.127 29 339.127 29 339.127 29 339.127 29 339.127 

  

Jumlah kegiatan 
Peningkatan Mutu 
Pemeriksaan 
Labkesda 
(Pemantapan 
Mutu Eksternal 
(PME) yang 
dilaksanakan 

3 28 .000 3 28.000 3 28.000  3 28 .000 3 28 .000   

  

 Jumlah pengujian 
kalibrasi alat 
kesehatan 
puskesmas yang 
dilaksanakan 

1 99.100  1 99.100  1 99.100  1 99.100  1 99.100    

  

Jumlah kegiatan 
BOK kefarmasian 
yang 
dilaksanakan 

1 49.671  1 49.671  1 49.671  1 49.671  1 49.671    
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

 Jumlah kegiatan 
sosialisasi 
vaksinasi Covid-
19 yang 
dilaksanakan 

5 122.440  5 122.440  5 122.440  5 122.440  5 122.440    

1 PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Persentase 
ketersediaan 
sarana, 
prasarana dan 
alat kesehatan di 
RSUD yang 
sesuai standar 

62,5 10.102.900  65 10.102.900  67,5 10.102.900  70 10.102.900  72,5 10.102.900  

RSUD 
BENDAN 

1) Penyediaan 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 
untuk UKM dan 
UKP 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentase 
pengadaan dan 
pemeliharaan 
sarana, prasarana 
dan alat 
kesehatan 

100 9.767.000   100 9.767   100 9.767   100 9.767   100 9.767   
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1) Rehabilitasi 
dan 
Pemeliharaan 
Rumah Sakit 

Jumlah gedung 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan yang 
direhabilitasi 

0 0 1 1.500 .000 0 0 1 0 0 0 

2) Pengadaan 
Sarana Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah gedung 
fasilitas 
pelayanan 
kesehatan yang 
dibangun 

1 9.756 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 

3) Pengadaan 
Prasarana dan 
Pendukung 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah genset 
yang diadakan 
(DAK) 

0 0 0 0 1 2.800.000  0 0 0 0 

4) Pengadaan 
Alat 
Kesehatan/Alat 
Penunjang 
Medik Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

Jumlah alat-alat 
kesehatan yang 
diadakan (DAK) 

0 0 30 8.256 .000 30 6.956 .000 30 9.756 .000 30 9.756 .000 

Jumlah kegiatan 
DAK yang dikelola 

1 11 .000 1 11 .000 1 11 .000 1 11 .000 1 11 .000 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-66 

No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

Persentase 
Tenaga 
Kesehatan di 
RSUD yang 
memiliki 
kompetensi yang 
dipersyaratkan 

40 68.721  45 68.721  50 68.721  55 68.721  60 68.721  

1) Perencanaan 
Kebutuhan dan 
Pendayagunaa
n Sumberdaya 
Manusia 
Kesehatan 
untuk UKP dan 
UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentase 
perawat yang 
terkredensial 

100 51.096  100 51.096  100 51.096  100 51.096  100 51.096  

1) Pemenuhan 
Kebutuhan 
Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan 
sesuai Standar 

Jumlah jasa 
tenaga kontrak 
SKPD 
berdasarkan SK 
Walikota 

13 33.471  13 33.471  13 33.471  13 33.471  13 33.471  

2) Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Sumber Daya 

Jumlah perawat 
dan bidan yang 
mengikuti 
kredensial/ 

20 17.625  20 17.625  20 17.625  20 17.625  20 17.625  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Manusia 
Kesehatan 

rekredensial 

  

2) 
Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi 
Teknis Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentase 
perawat/bidan 
yang 
bersertifikat 
pelatihan 
pengembangan 
kompetensi (%) 

20 17.625  20 17.625  20 17.625  20 17.625  20 17.625  

  

1) 
Pengembangan 
Mutu dan 
Peningkatan 
Kompetensi 
Teknis Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah perawat 
dan bidan yang 
mengikuti diklat 
pengembangan 
kompetensi 

20 17.625  20 17.625  20 17.625  20 17.625  20 17.625  
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
(KB) 

Penurunan angka 
perkawinan di 
bawah 21 tahun 

8 2.621.238  7,8 2.971.469  7,6 2.601.238  7,4 2.601.238  7,2 2.641.469      DINSOS 
P2KB 

(1) 
Pengendalian 
dan 
Pendistribusian 
Kebutuhan Alat 
dan Obat 
Kontrasepsi 
serta 
Pelaksanaan 
Pelayanan KB 
di Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

Persentase 
kepesertaan KB 
MKJP 
berdasarkan 
pemutakhiran 
basis data 
keluarga 
Indonesia 

20 766.244  20,2 1.116.475  20,4 746.244  20,6 746.244  20,8 786.475  

Penyediaan 
Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB 

Jumlah 
pengadaan 
sarana prasarana 
pelayanan KB 
pada kelompok 
kegiatan (unit) 

83 479.769  20 830 .000 12 459.769  5 459.769  30 500 .000 
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No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(2) Dukungan 
Operasional 
Pelayanan KB 
Bergerak 

Jumlah PUS dari 
Keluarga Miskin 
yang mendapat 
pelayanan KB 
(orang) 

440 286.475  480 286.475  520 286.475  560 286.475  560 286.475  

2 PROGRAM 
PEMBERDAYA
AN DAN 
PENINGKATAN 
KELUARGA 
SEJAHTERA 
(KS) 

Unmeet need KB 
(%) 

16 175.450  15 175.450  14 175.450  13 175.450  12 175.450  

Pelaksanaan 
dan Peningkatan 
Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/ Kota 
dalam 
Pembangunan 
Keluarga Melalui 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 

Persentase 
pelasanaan dan 
peningkatan 
peran serta 
organisasi 
kemasyarakatan 
tingkat daerah 
kabupaten/kota 
dalam 
pembangunan 
keluarga melalui 
pembinaan 
ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga (%) 

100 175.450  100 175.450  100 175.450  100 175.450  100 175.450  



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-70 

No 
Program/ 
Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/ 

Output) 
  

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

  

Target 
Akhir 

  

Perangkat 
Daerah   

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Penguatan 
Kebijakan 
Daerah dalam 
Rangka 
Pemberdayaan 
dan Peningkatan 
Peran Serta 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
dan Mitra Kerja 
Lainnya dalam 
Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S) 

Jumlah 
kegiatan/fasilitasi 
PPKBD, KKB, 
Kelompok 
Kegiatan, Rumah 
Data 
Kependudukan 
dan PPKS 

5 175.450  5 175.450  5 175.450  5 175.450  5 175.450  

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Dari uraian skema program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan seperti tertuang dalam tabel 7.10, dapat di rekap anggaran 

untuk program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan sebagai berikut: 

Tabel 7.11 Rekap Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan 

No 
Perangkat Daerah 

Pelaksana 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dinas Kesehatan 50.541.923.000 54.611.576.000 50.787.490.000 55.988.839.000 58.050.970 

2. RSUD Bendan 10.171.621.000 10.171.621.000 10.171.621.000 10.171.621.000 10.171.621 

3. 
Dinsos P2KB Kota 
Pekalongan 

2.796.688.000 3.146.919.000 2.776.688.000 2.776.688.000 2.816.919 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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10. Bidang Infrastruktur Dasar 

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar 

didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang infrastruktur dasar dan 

akibat pandemi Covid-19. sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi. 

2. Belum optimalnya layanan air minum bagi rumah tangga. 

3. Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga 

berpenghasilan rendah. 

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar. 

yaitu Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dengan indikator 

optimalnya layanan air bersih dan meningkatnya perumahan dan 

permukiman yang nyaman dengan indikator persentase jumlah rumah 

layak huni dan cakupan layanan pengelolaan limbah domestik. Berikut 

target sasaran penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar 

Kota Pekalongan tahun 2021-2026. 

Tabel 7.12 Sasaran Akhir Bidang Infrastruktur Dasar 
Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

No 
Tujuan/Sasaran/ 

Indikator 

Kondisi Awal Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar 

 Persentase Capaian 
Layanan Infrastruktur 
Dasar 

88,11 88,44 88,77 89,11 90,37 90,71 91,04 

2 Optimalnya layanan air minum 

 Persentase penduduk 
yang mendapatkan 
akses Layanan Air 
Minum 

100 100 100 100 100 100 100 

3 Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan 

 Persentase pelayanan 
sampah 

67,12 68,12 69,12 70,12 71,12 72,12 73,12 

4 Meningkatkan 
perumahan dan 
permukiman yang 
nyaman 

       

 Persentase kelurahan 
dengan kawasan 
kumuh kurang dari 10 
persen 

55,56 55,56 62,96 74,07 77,78 88,89 100 

5 Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh 

 Persentase 
perumahan dan 
permukiman yang 
tidak kumuh 

89,26 
 

89,26 90,96 93,72 96,24 98,44 100 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Untuk mewujudkan sasaran akhir penanggulangan kemiskinan 

bidang infrastruktur dasar terdapat  6 program prioritas yang didukung 

oleh 2 Perangkat Daerah yaitu:  

1. Dinas Perumahan dan Permukiman 

Program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman 

dalam rangka mendukung terhadap capaian tujuan penanggulangan 

kemiskinan bidang infrastruktur dasar adalah: 

a. Program Pengembangan Perumahan 

Program pengembangan perumahan adalah program yang 

memiliki tujuan untuk mengembangkan perumahan menjadi lebih 

baik dan layak untuk dihuni. Salah satu program yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk 

mengembangan perumahan adalah dengan melaksanaan 

program Pengembangan Perumahan. dengan indikator yang akan 

dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan rumah 

layak huni ditargetkan sebesar 92,35%. Namun capaian indikator 

persentase ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2020 

belum bisa dihitung karena indikator ini merupakan indikator baru 

dan pada tahun 2021 baru akan dilakukan pendataan data dasar 

kepemilikan rumah.  

b. Program Kawasan Permukiman 

Permukiman kumuh adalah permukaan yang tidak layak huni 

karena ketidakaturan bangunan. tingkat kepadatan bangunan 

yang tinggi. dan kualitas bangunan. serta sarana dan prasarana 

yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman yang layak 

untuk dihuni adalah kawasan permukiman yang sehat. bersih. 

aman dan nyaman. tingkat kepadatan bangunan rendah. Salah 

satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Pekalongan untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh 

adalah dengan melaksanaan Program Kawasan Permukiman 

dengan indikator outcome yang dicapai adalah luas kawasan 

permukiman kumuh yang semakin berkurang dimana pada tahun 

2026 ditargetkan tidak ada kawasan kumuh di Kota Pekalongan. 

Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 508.47 hektar. 

c. Program Perumahan dan Kawasan  Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh adalah permukaan yang tidak layak huni 

karena ketidakaturan bangunan. tingkat kepadatan bangunan 

yang tinggi. dan kualitas bangunan. serta sarana dan prasarana 

yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman yang layak 
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untuk dihuni adalah kawasan permukiman yang sehat. bersih. 

aman dan nyaman. tingkat kepadatan bangunan rendah. Salah 

satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Pekalongan untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh 

adalah dengan melaksanaan Program Kawasan Permukiman 

dengan indikator outcome yang dicapai pada tahun 2026 adalah 

luas kawasan permukiman tidak kumuh ditargetkan sebesar 

2.147,88 hektar. Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 1.639,41 

hektar.  

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU)  

Untuk mewujudkan ketersediaan prasarana. sarana dan 

utilitas umum di kawasan permukiman. maka diilaksanakan 

Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utulitas Umum 

(PSU) dengan indikator outcome yang dicapai pada tahun 2026 

adalah jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, 

sarana dan utilitas umum dan ditargetkan sebesar 14,55%. 

Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 14,44% dan. 

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang dalam rangka mendukung terhadap capaian tujuan 

penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar adalah 

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

Sistem Penyediaan Air Minum merupakan suatu sistem yang 

mengurusi proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan 

sumber air baku (kualitas dan kuantitas), transmisi air baku dari 

sumber air baku ke instalasi pengolahan air dan teknologi instalasi 

pengolahan air yang efektif. Pengelolaan dan pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan untuk menjamin dan 

menjaga ketersediaan air minum. Program yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk menjamin dan menjaga 

ketersediaan air minum adalah dengan melaksanaan program 

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 

dengan indikator outcome yang akan dicapai pada tahun 2026 

yaitu cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah 

dengan target sebesar 92,11%. Pada tahun 2020 Capaian 

indikator tersebut adalah sebesar 86,06%. 
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b. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 

Regional 

Indikator yang dicapai pada tahun 2026 adalah persentase 

ketersediaan sarana persampahan regional dan ditargetkan 

sebesar 100%. Namun capaian indikator persentase ketersediaan 

rumah layak huni pada tahun 2020 belum bisa dihitung karena 

indikator ini merupakan indikator baru. 

Berikut skema program dan target penanggulangan kemiskinan 

bidang infrastruktur dasar: 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  | VII-76 

Tabel 7.13 Skema Program dan Target Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar  
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 

 

No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

Persentase 
ketersediaan rumah 
layak huni 

100   100   100   100   100   

Persentase 
perumahan 

dan 
permukiman 
yang tidak 

kumuh 

100 DINPER-
KIM 

1) Pendataan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 
atau Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen data 
rumah pada kawasan 
rawan bencana yang 
disusun 1 75 .000 1 75 .000 1 75 .000 1 75 .000 1 75 .000 
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(1) Identifikasi 
Perumahan di 
Lokasi Rawan 
Bencana atau 
Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen hasil 
Identifikasi Perumahan 
di Lokasi Rawan 
Bencana atau Terkena 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota, 
Lahan-Lahan Potensial 
sebagai Lokasi Relokasi 
Perumahan, Data 
Rumah Korban 
Bencana Kejadian 
Sebelumnya yang 
Belum Tertangani, data 
Tingkat Kerusakan 
Rumah Akibat Bencana, 
data Calon Penerima 
Rumah bagi Korban 
Bencana Alam atau 
Terkena Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 

1 75 .000 1 75 .000 1 75 .000 1 75 .000 1 75 .000 

2) Sosialisasi dan 
Persiapan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 
atau Relokasi 

Jumlah Sosialisasi 
Persiapan Penyediaan 
dan Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana dan Relokasi 
Program Pemerintah 

3 75 .000 3 75 .000 3 75 .000 3 75 .000 3 75 .000 
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Program 
Kabupaten/Kota 

(kegiatan) 

(1) Sosialisasi 
Standar Teknis 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
kepada 
Masyarakat/Sukarel
awan Tanggap 
Bencana 

Jumlah sosialisasi 
Standar Teknis 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
kepada masyarakat / 
sukarelawan tanggap 
bencana yang 
dilaksanakan (kegiatan) 

2 10 .000 2 10 .000 2 10 .000 2 10 .000 2 10 .000 

(2) Pembentukan 
dan Pelatihan Tim 
Satgas, Tim 
Pendamping dan 
Fasilitator 

Jumlah kegiatan 
Pembentukan dan 
Pelatihan Tim Satgas, 
Tim Pendamping dan 
Fasilitator 

2     50.000  2  50.000  2      50.000  2        50.000  2       50.000  

(3) Rembug Warga 
untuk Menentukan 
Calon Penerima 
Rumah bagi Korban 
Bencana 

Jumlah kegiatan 
rembug warga yang 
dilaksanakan 3     15.000  3     15.000  3      15.000  3        15.000  3       15.000  

3) Pembangunan 
dan Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Persentase rumah 
layak huni bagi warga 
korban bencana dan 
relokasi program 
pemerintah 
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(1) Rehabilitasi 
Rumah bagi Korban 
Bencana 

Jumlah rumah yang 
direhabilitasi (unit) 20 262.500  20 270.375  20 278.486  20 286.841  20 295.446  

(2) Pengadaan 
Lahan untuk 
Pembangunan 
Rumah bagi Korban 
Bencana 

Jumlah Lahan untuk 
Pembangunan Rumah 
bagi Korban Bencana 0 0 1 1.000.000 0 0 0 0 0 0 

(3) Pembangunan 
Rumah bagi Korban 
Bencana 

Jumlah unit rumah yang 
terbangun bagi korban 
bencana 

5 192.500  5 192.500  5 192.500  5 192.500  5 192.500  

4) Pembinaan 
Pengelolaan 
Rumah Susun 
Umum dan/atau 
Rumah Khusus 

Persentase 
pengelolaan rumah 
susun umum dan/atau 
rumah khusus 

100 1.200.000 100 1.200 .000 100 1.200.000  100 1.200.000  100 1.200.000  

1) Fasilitasi 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Pemilik/Penghuni 
Rumah Susun 

Jumlah unit 
Pembangunan sarana 
dan prasarana 
rusunawa 

1 300.000  1 300.000  1 300.000  1 300.000  1 300.000  

Jumlah rusunawa yang 
dipelihara 

3 900.000  3 900.000  3 900.000  3 900.000  3 900.000  

2 PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Luas kawasan 
permukiman kumuh                     
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1) Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Permukiman 

Persentase 
pelaksanaan 
penerbitan izin 
pembangunan dan 
pengembangan 
kawasan permukiman 

100 236.400 100 236.400  100 236.400  100 236.400  100 236.400  

1) Penyusunan 
dan/atau Review 
serta Legalisasi 
Rencana 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Permukiman dan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah Dokumen DE 
disusun 

1 168.000  1 168.000  1 168.000  1 168.000  1 168.000  

2) Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Pembangunan dan 
Pengembangan 
Kawasan 
Permukiman dan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah koordinasi 
pembangunan 
perumahan dengan 
lembaga/badan usaha 
yang dilaksanakan 

12 68.400  12 68.400  12 68.400  12 68.400  12 68.400  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2) Penataan dan 
Peningkatan 
Kualitas Kawasan 
Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 
(sepuluh) Ha 

Persentase dokumen 
penataan kawasan 
permukiman kumuh 
yang disusun 100 370.000  100 470.000  100 370.000  100 370.000  100 470.000  

1) Survei dan 
Penetapan Lokasi 
Perumahan dan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah Survei dan 
Penetapan Lokasi 
Perumahan dan 
Permukiman Kumuh 
(kecamatan) 

4 100.000  4 100.000  4 100.000  4 100.000  4 100.000  

2) Penyusunan 
Rencana 
Pencegahan dan 
Peningkatan 
Kualitas Perumahan 
Kumuh dan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah dokumen 
Rencana Pencegahan 
dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan 
Kumuh dan 
Permukiman Kumuh 
yang disusun 

0 0 1 100.000  0 0 0 0 1 100.000  

3) Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Penataan 
Pemugaran/Peremaj
aan Permukiman 
Kumuh 

Jumlah Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian Penataan 
Pemugaran/Peremajaa
n Permukiman Kumuh 
yang dilaksanakan 

12 70.000  12 70.000  12 70.000  12 70.000  12 70.000  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4) 
Penyusunan/Review
/Legalisasi 
Kebijakan Bidang 
PKP 

Jumlah program 
pemerintah pusat atau 
provinsi yang difasilitasi 
(paket) 

2 200.000  2 200.000  2 200.000  2 200.000  2 200.000  

3) Peningkatan 
Kualitas Kawasan 
Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 
(sepuluh) Ha 

Luas kawasan kumuh 
yang tertangani 
(hektar) 

79 3.840.960  128 3.840.960  117 3.840.960  102 3.840.960  72,47 3.840.960  

(1) Penyusunan 
Rencana Tapak 
(Site Plan) dan 
Detail Engineering 
Design (DED) 
Peremajaan/Pemug
aran Permukiman 
Kumuh 

Jumlah Rencana Tapak 
(Site Plan) dan Detail 
Engineering Design 
(DED) 
Peremajaan/Pemugara
n Permukiman Kumuh 
yang disusun 

1 74.000  1 74.000  1 74.000  1 74.000  1 74.000  

2) Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 

Jumlah unit 
peningkatan kualitas 
RTLH 

100 1.100.000  100 1.100.000  100 1.100.000  100 1.100.000  100 1.100.000  

3) Pelaksanaan 
Pembangunan 
Pemugaran/ 
Peremajaan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah rumah yang 
dibangun di kawasan 
permukiman kumuh 45 2.666.960  45 2.666.960  45 2.666.960  45 2.666.960  45 2.666.960  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 PROGRAM 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
KUMUH 

Luas kawasan 
permukiman tidak 
kumuh (hektar) 

172
8,41 

550.000  
185
6,4

1 
550.000  

197
3,41 

550.000  
207

5,41 
550.000  

214
7,88 

550.000  

1) Pencegahan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh pada 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
pencegahan rumah 
tidak layak huni (%) 

0 550.000  0 550.000  0 550.000  0 550.000  0 550.000  

1) Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 
untuk Pencegahan 
terhadap Tumbuh 
dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 
diluar Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) 
Ha 

Jumlah Perbaikan 
Rumah Tidak Layak 
Huni Dalam Rangka 
Pencegahan Kawasan 
Permukiman Kumuh 

50 550.000  50 550.000  50 550.000  50 550.000  50 550.000  

4 PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 

Jumlah perumahan 
yang sudah dilengkapi 
PSU (Prasarana, 
Sarana dan Utilitas 

14,4
6 

676.375  
14,
48 

676.375  
14,5

1 
676.375  

14,5
3 

676.375  
14,5

5 
676.375  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

UTILITAS UMUM 
(PSU) 

Umum 

1) Urusan 
Penyelenggaraan 
PSU Perumahan 

Persentase 
perumahan yang 
sudah menyerahkan 
PSU 

35,8
7 

676.375  
46,
74 

676.375  
57,6

1 
676.375  

68,4
8 

676.375  
79,3

5 
676.375  

(1) Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Perumahan 

Jumlah Perencanaan 
Penyediaan PSU 

1 50.000  1 50.000  1 50.000  1 50.000  1 50.000  

Jumlah aplikasi 
infrastruktur perumahan 
dan permukiman yang 
dibangun dan dikelola 

1 200.000  1 200.000  1 200.000  1 200.000  1 200.000  

(2) Penyediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum di 
Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi 
Hunian 

Jumlah fasilitas jalan 
lingkungan yang 
ditangani 

330 198.000  330 198.000  330 198.000  330 198.000  330 198.000  

Jumlah fasilitas RTNH 
yang ditangani 2 100.000  2 100.000  2 100.000  2 100.000  2 100.000  

(3) Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 
Perumahan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi tentang 
PSU Perumahan (Unit 
Rumah yang 
Terfasilitasi Air Minum, 
Jalan Lingkungan, 

1 53.375  1 53.375  1 53.375  1 53.375  1 53.375  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Akses Sanitasi, RTNH, 
dan PJU) 

Jumlah perumahan 
yang telah 
menyerahkan aset PSU 10 75.000  10 75.000  10 75.000  10 75.000  10 75.000  

1 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM 
PENYEDIAAN AIR 
MINUM 

Cakupan layanan air 
minum yang dikelola 
oleh pemerintah 

1.42
0.00
0.00

0 

1.420 
.000 

88.
39  

1.420.000  
89.6

6  
1.420.000  90.9  1.420.000  

92.1
1  

1.420.000  

DPU PR 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 
di Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase kegiatan 
pengelolaan dan 
pengembangan 
sistem penyediaan air 
minum (SPAM) di 
daerah 
kabupaten/kota 
dilaksanakan (%) 

100 1.420.000  100 1.420.000  100 1.420.000  100 1.420.000  100 1.420.000  

Perluasan SPAM 
Jaringan Perpipaan 
di Kawasan 
Perkotaan 

Jumlah SR yang 
terlayani jaringan 
perpipaan 

320 
 

1.120.000   
320 

  
1.120.000   

320 
 

1.120.000   
320 

   
1.120.000   

320 
  

1.120.000   

Jumlah sarpras air 
3 300.000  3 300.000  3 300.000  3 300.000  3 300.000  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

bersih yang 
direvitalisasi 

2 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
SISTEM DAN 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 
REGIONAL 

Persentase 
ketersediaan sarana 
persampahan regional 

20 6.605.000  40 
12.505.00

0  
60 3.005.000  80 1.255.000  100 1.255.000  

Pengembangan 
Sistem dan 
Pengelolaan 
Persampahan di 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan 
sistem dan 
pengelolaan 
persampahan di 
daerah 
kabupaten/kota 

20 6.605.000  40 
12.505.00

0  
60 3.005.000  80 1.255.000  100 1.255.000  

(1) Pembangunan 
TPA/TPST/SPA/TPS
-3R/TPS 

Jumlah Lokasi 
Pembangunan 
TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS yang terbangun 

2 6.100.000  2 
12.000 

.000 
2 

2.500 
.000 

1 750.000  1 750.000  

(2) Penyediaan 
Sarana 
Persampahan 

Jumlah Penyediaan 
Sarana Persampahan 
yang terbangun (lokasi) 

1 500.000  1 500.000  1 500.000  1 500.000  1 500.000  

(3) Sosialisasi dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
rangka Penyediaan 
Sarana 
TPA/TPST/SPA/TPS

Jumlah keikutsertaan 
peserta Sosialisasi dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
rangka Penyediaan 
Sarana 

25 5.000  25 5.000  25 5.000  25 5.000  25 5.000  
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator (Outcome/ 
Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Target 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) T Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

-3R/TPS TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Dari uraian skema program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar seperti tertuang dalam tabel 7.13, dapat di rekap 

anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar sebagai berikut: 

Tabel 7.14 Rekap Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar 

No 
Perangkat Daerah 

Pelaksana 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dinperkim 7.478.735.000 8.586.610.0000 7.494.721.000 7.503.076.000 7.611.681.000 

2. DPU PR 8.025.000.000 13.925.000.000 4.425.000.000 2.675.000.000 2.675.000.000 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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11. Bidang Ketahanan Pangan 

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan 

didasarkan pada hasil analisis prioritas bidang ketahanan pangan dan 

akibat pandemi Covid-19. sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya konsumsi energi dan protein. 

2. Belum optimalnya pemenuhan keragaman konsumsi pangan. 

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan. 

yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan  dengan indikator Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH). Berikut target program penanggulangan 

kemiskinan bidang ketahanan pangan Kota Pekalongan tahun 2021-2026. 

Tabel 7.15 Target Program Bidang Ketahanan Pangan 
Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan  

Tahun 2021-2026 

No Indikator Program 
Kondisi Awal Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Skor pola pangan harapan 
ketersediaan 

- 78,00 78,10 78,20 78,30 78,40 78,50 

 Persentase kecamatan 
tahan pangan 

100 100 100 100 100 100 100 

 Persentase pangan segar 
yang ditemukan dari 
pengawasan keamanan 

80 80 81,6 83,2 84,8 86,4 88 

2 Produktivitas pertanian 
pertahun 

6,13 6,31 6,50 6,70 6,90 7,10 7,32 

3 Persentase kenaikan nilai 
produk peternakan 

- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4 Persentase pelaksanaan 
kegiatan pengendalian 
dan penanggulangan 
bencana pertanian 
kabupaten/ kota 

100 100 100 100 100 100 100 

5 persentase usaha 
pertanian/peternakan yang 
memiliki ijin 

- - 20 50 75 100 100 

6 Persentase kenaikan kelas 
kelompok tani per tahun 

- 5 5 5 5 5 5 

7 Peningkatan Produksi 
Perikanan Tangkap 
bersumber dari TPI 

-0.0737 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 Peningkatan Produksi 
Perikanan Budidaya 

-0.54 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Untuk mewujudkan sasaran akhir penanggulangan kemiskinan 

bidang ketahanan pangan terdapat 9 program prioritas yang didukung 

oleh 2 Perangkat Daerah yaitu:  

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  

Program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan dalam rangka mendukung terhadap capaian tujuan 

penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan adalah: 

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Program ini sebagai upaya memantapkan ketersediaan 

pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus 

pengurangan jumlah penduduk rawan pangan. mendorong 

pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 

dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat 

dan antisipasi kebutuhan pangan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi 

pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Indikator yang 

ingin dicapai pada tahun 2026 adalah skor pola pangan harapan 

ketersediaan yang ditargetkan sebesar 78,5%. Target di tahun 

2021 adalah sebesar 78,00%.  

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan 

Fokus program ini adalah penyusunan, pemutakhiran dan 
analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang 
akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kecamatan tahan 
pangan di Kota Pekalongan dengan target sebesar 100%. 
Capaian pada tahun 2020 sebesar 100%. 

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan 

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan 
pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. 
Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase 
pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan 
pangan sebesar 88%. Capaian indikator tersebut di tahun 2020 
sebesar 80%. 

d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Sarana pertanian adalah segala jenis peralatan. perlengkapan 

dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau 

pembantu dalam pelaksanaan pertanian. Program yang 

dilaksanakan untuk menyediakan dan mengembangkan sarana 

pertanian adalah dengan melaksanaan Program Penyediaan dan 
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Pengembangan Sarana Pertanian dengan Indikator yang ingin 

dicapai pada tahun 2026 yaitu produktivitas padi per tahun 

dengan target sebesar 7,32 ton/ha dan persentase kenaikan nilai 

produk peternakan dengan target sebesar 5%.  Capaian indikator 

produktivitas padi per tahun di tahun 2020 adalah sebesar 6,13 

ton/Ha. Capaian nilai produk peternakan tahun 2020 sebesar 

3.621.000 kg. 

e. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian sebagai upaya pengendalian dan penanggulangan 

bencana pertanian dengan Indikator yang ingin dicapai pada 

tahun 2026 adalah persentase pelaksanaan kegiatan 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 

kabupaten/kota dengan target sebesar 100%. Capaian di tahun 

2020 adalah sebesar 100%.  

f. Program Penyuluhan Pertanian 

Program Penyuluhan Pertanian  sebagai upaya peningkatan 

kapasitas petani guna meningkatan produktivitas hasil pertanian. 

dengan  indikator outcome pada tahun 2026 yang ingin dicapai 

adalah persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun yang 

ditargetkan sebesar 5%. Capaian tahun 2020 belum bisa dihitung 

dikarenakan indikator ini adalah indikator baru dan akan dihitung 

mulai tahun 2021 dengan target sebesar 5%. 

2. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

rangka mendukung terhadap capaian tujuan penanggulangan 

kemiskinan bidang ketahanan pangan adalah: 

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  sebagai upaya 

peningkatan kapasitas nelayan guna meningkatan produktivitas 

hasil perikanan tangkap. dengan  indikator outcome pada tahun 

2026 adalah persentase peningkatan nilai produksi perikanan 

tangkap sebesar 1%. Capaian di tahun 2020 adalah sebesar         

-0.07%.  

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi 
daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana 
pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 
2026 yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1%. 
Capaian indikator ini di tahun 2020 sebesar -0,54%. 
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c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil 
perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan 
skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 
2026 yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 
12,2% dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus 
inkubasi (tenant) sebesar 2 pelaku usaha. Capaian indikator 
peningkatan jumlah pengusaha perikanan di tahun 2020 sebesar 
12,2% dan capaian indikator pelaku diversifikasi produk perikanan 
yang lulus inkubasi (tenant) pada tahun 2020 sebanyak 5 pelaku 
usaha. 

Berikut skema program dan target penanggulangan kemiskinan 

bidang ketahanan pangan: 
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Tabel 7.16 Skema Program dan Target Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan  
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 

 

No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1 PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
MASYARAKAT 

Skor pola pangan 
harapan 
ketersediaan 

78,1   78,2   78,3   78,4   78,5   

Peningkatan 
skor pola 
pangan 
harapan 

Dinperpa 

1) Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 
Lainnya sesuai 
dengan Kebutuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan 

Persentase 
penyediaan dan 
penyaluran pangan 
pokok dan pangan 
lainnya yang 
dilaksanakan 100 69.400  100 69.400  100 69.400  100 69.400  100 69.400  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1) Penyediaan 
Pangan Berbasis 
Sumber Daya Lokal 

Jumlah produk olahan 
pangan berbahan 
baku lokal yang 
diujicoba dalam 
pelatihan 

2 32.600  2 32.600  2 32.600  2 32.600  2 32.600  

2) Pengelolaan dan 
Keseimbangan 
Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah cadangan 
pangan daerah (kg) 

5000 136.100  5150 138.322  5300 140.588  5450 142.889 5600 146.425  

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Cadangan Pangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
penyaluran cadangan 
pangan daerah 1 111.100  1 113.322  1 115.588  1 117.889 1 121.425  

3) Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun 
sesuai dengan 
Angka Kecukupan 
Gizi 

Jumlah pelaksanaan 
pendampingan 
kelompok 
pemberdayaan 
pekarangan 

2 540.000  2 540.000  2 540.000  2 540.000  2 540.000  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber 
Daya Lokal 

Jumlah pelaksanaan 
pemberdayaan 
kelompok masyarakat 

0 540.000  0 540.000  0 540.000  0 540.000  0 540.000  

2 PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN 
PANGAN 

Persentase 
kecamatan tahan 
pangan di Kota 
Pekalongan 

100 20.000  100 20.000  100 20.000  100 20.000  100 20.000  

1) Penyusunan Peta 
Kerentanan dan 
Ketahanan Pangan 
Kecamatan 

Jumlah kecamatan 
tahan pangan di 
Kota Pekalongan 4 20.000  4 20.000  4 20.000  4 20.000  4 20.000  

1) Penyusunan, 
Pemutakhiran dan 
Analisis Peta 
Ketahanan dan 
Kerentanan Pangan 

Jumlah dokumen peta 
ketahanan dan 
kerentanan pangan 1 20.000  1 20.000  1 20.000  1 20.000  1 20.000  

3 PROGRAM 
PENGAWASAN 
KEAMANAN 
PANGAN 

Persentase pangan 
segar yang 
ditemukan dari 
pengawasan 
keamanan pangan 

81,6 55.000  83,2 47.000  84,8 47.000  86,4 47.000  88 47.000  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

  Pelaksanaan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 
Segar Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah pangan 
segar yang 
ditemukan dari 
pengawasan 
keamanan pangan 
(jenis) 

5 55.000  6 47.000  7 47.000  8 47.000  8 47.000  

  Penyediaan Sarana 
dan Prasarana 
Pengujian Mutu dan 
Keamanan Pangan 
Segar Asal Tumbuhan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
pengawasan 
keamanan pangan 
segar yang 
dilaksanakan 

1 35.000  1 27.000  1 27.000  1 27.000  1 27.000  

   Jumlah kegiatan 
sosialiasasi keamanan 
pangan bagi anak 
sekolah dan pengelola 
kantin yang 
dilaksanakan 

1 20.000  1 20.000  1 20.000  1 20.000  1 20.000  

4 PROGRAM 
PENYEDIAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SARANA 
PERTANIAN 

1) Produktivitas 
pertanian per tahun 
(ton/hektar) 6,501 101.620  6,696 101.620  6,897 101.620  7,103 101.620  7,316 101.620  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1) Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pertanian 

Persentase 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengawasan 
penggunaan sarana 
pertanian (%) 

100 101.620  100 101.620  100 101.620  100 101.620  100 101.620  

Pendampingan 
Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

Jumlah bulan 
pengelolaan lahan 
tanaman pangan dan 
hortikultura 

12 101.620  12 103.289  12 105.008  12 106.778  12 108.601  

2) Pengelolaan 
Sumber Daya 
Genetik (SDG) 
Hewan, Tumbuhan, 
dan Mikro 
Organisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengelolaan SDG 
hewan, tumbuhan 
dan mikroorganisme 
wewenang 
kabupaten/kota 

100 25 .000 100 25.000  100 25.000  100 25.000  100 25.000  

Peningkatan Kualitas 
SDG Hewan/Tanaman 

Jumlah kegiatan 
pelatihan yang 
dilaksanakan 

1 25.000  1 25.000  1 25.000  1 25.000  1 25.000  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

3) Peningkatan Mutu 
dan Peredaran 
Benih/Bibit Ternak 
dan Tanaman Pakan 
Ternak serta Pakan 
dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah kegiatan 
peningkatan mutu 
dan peredaran 
benih/bibit ternak 
dan tanaman pakan 
ternak serta pakan 
dalam daerah 
kabupaten/kota 

5 20.500 5 20.500 5 20.500 5 20.500 5 20.500 

1) Pengawasan 
Peredaran Bahan 
Pakan/Pakan, 
Benih/Bibit Hijauan 
Pakan Ternak 

Jumlah pelatihan 
pengolahan pakan 
ternak yang 
dilaksanakan 

1 20.500  1 20.500  1 20.500  1 20.500  1 20.500  

5 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
DAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 
PERTANIAN 

Persentase 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengendalian dan 
penanggulangan 
bencana pertanian 
kabupaten/kota 

100 37.600  100 35 .000 100 35 .000 100 35.000  100 35.000  



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-99 

No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1) Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Jumlah pelaksanaan 
kegiatan 
pengendalian dan 
penanggulangan 
bencana 
pertanian/peternaka
n 

4 37.600 4 35 .000 4 35 .000 4 35.000  4 35.000  

1) Penanggulangan 
Pasca Bencana Alam 
Bidang Tanaman 
Pangan, Hortikultura, 
Perkebunan, 
Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 

Jumlah fasilitasi 
penanggulangan 
bencana 

2 37.600  2 35.000  2 35.000  2 35.000  2 35.000  

6 PROGRAM 
PENYULUHAN 
PERTANIAN 

Persentase kenaikan 
kelas kelompok tani 
per tahun 

5 15.000  5 15.000  5 15.000  5 15.000  5 15.000  

1) Pelaksanaan 
Penyuluhan 
Pertanian 

Persentase 
pelaksanaan 
penyuluhan dan 
pengembangan 
kelembagaan petani 

100 15.000  100 15.000  100 15.000  100 15.000  100 15.000  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1) Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan dan Desa 

Jumlah bulan 
pendampingan 
penyuluhan 
pertanian 

12 15.000  12 15.000  12 15.000  12 15.000  12 15.000  

1 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
TANGKAP 

Peningkatan 
produksi perikanan 
tangkap bersumber 
dari TPI 

1   1   1   1   1   

DKP 

(1) Pengelolaan 
Penangkapan Ikan di 
Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, 
Rawa, dan 
Genangan Air 
Lainnya yang dapat 
Diusahakan dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Persentase sarpras 
perikanan tangkap 
yang dapat 
diusahakan dalam 1 
(satu) daerah 
kabupaten/kota 5 0 5 200.000 5 200.000 5 200.000 5 200.000 
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Penyediaan 
Prasarana Usaha 
Perikanan Tangkap 

Jumlah Prasarana 
Usaha Perikanan 
yang tersedia 

0 0 1 200.000  1 200.000  1 200.000  1 200.000  

(2) Pemberdayaan 
Nelayan Kecil dalam 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase nelayan 
kecil yang dibina 

10 91.050 10 91.700  10 92.350  10 93.050  10 93.850  

1) Pengembangan 
Kapasitas Nelayan 
Kecil 

Jumlah terbinanya 
KUB di Kota 
Pekalongan 

33 33.050  33 33.700  33 34.350  33 35.050  33 35.850  

(2) Pelaksanaan 
Fasilitasi 
Pembentukan dan 
Pengembangan 
Kelembagaan 
Nelayan Kecil 

Jumlah Kelompok 
nelayan yang dibina 

4 45.000  4 45.000  4 45.000  4 45.000  4 45.000  

(3) Pelaksanaan 
Fasilitasi Bantuan 
Pendanaan, Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Jumlah 
pendampingan 
nelayan yang 
terfasilitasi Bantuan 
Pendanaan, Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 
yang dilaksanakan 

5 13.000  5 13.000  5 13.000  5 13.000  5 13.000  
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 

Peningkatan 
produksi perikanan 
budidaya 

               

1) Pemberdayaan 
Pembudi Daya Ikan 
Kecil 

Persentase 
pembudidaya yang 
dibina 

50,29 100.000   61,92 125.000 67,73 130.000 73,55 135.000 79,36 140.000 

(1) Pengembangan 
Kapasitas Pembudi 
Daya Ikan Kecil 

Jumlah benih ikan 
yang diadakan 750 100.000 750 100.000 750 100.000 750 100.000 750 100.000 

(2) Pelaksanaan 
Fasilitasi Bantuan 
Pendanaan, Bantuan 
Pembiayaan, 
Kemitraan Usaha 

Jumlah Bantuan 
Pendanaan, 
pembiayaan dan 
kemitraan usaha yang 
difasilitasi 

0 0  40 10.000 40 10.000 40 10.000 40 10.000 
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(3) Pemberian 
Pendampingan, 
Kemudahanan Akses 
Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi dan 
Informasi, serta 
Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Jumlah pembudidaya 
yang dilatih 

0 0 80 15.000 80 20.000 80 25.000 80 30.000 

2) Pengelolaan 
Pembudidayaan Ikan 

Persentase 
ketercapaian aspek-
aspek pengeloaan 
pembudidayaan ikan 

100 152.200 100 153.200 100 154.500 100 157.700 100 159.100 

(1) Pengelolaan 
Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Budidaya 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Bintek Cara 
Budidaya Ikan Baik 
(CBIB)/ Cara 
Pembenihan Ikan 
Baim(CPIB) yang 
diselenggarakan 

3 23.000 3 23.000 3 23.000 3 25.000 3 25.000 
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(2) Pembinaan dan 
Pemantauan 
Pembudidayaan Ikan 
di Darat 

Terkelolanya Balai 
Benih Ikan (BBI) 

1 129.200  1 130.200  1 131.500  1 132.700  1 134.100  

3 PROGRAM 
PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL 
PERIKANAN 

Peningkatan jumlah 
pengusaha 
perikanan 12,2 620.000 12,2 641.400 12,2 653.000 12,2 675.200 12,2 687.600 

Pembinaan Mutu dan 
Keamanan Hasil 
Perikanan Bagi 
Usaha Pengolahan 
dan Pemasaran 
Skala Mikro dan 
Kecil 

Persentase fasilitasi 
pembinaan mutu dan 
keamanan hasil 
perikanan bagi 
usaha pengolahan 
dan pemasaran 
skala mikro dan kecil 

16,67 620.000 16,67 641.400 16,67 653.000 16,67 675.200 16,67 687.600 

(1) Pelaksanaan 
Bimbingan dan 
Penerapan 
Persyaratan atau 
Standar pada Usaha 
Pengolahan dan 
Pemasaran Skala 
Mikro dan Kecil 

Jumlah terbinanya 
pengusaha 
pengolahan dan 
pemasaran skala 
mikro dan kecil 50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000 50 50.000 
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No 
Program/  
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 
Target 

Rp 
(.000) 

Target 
Rp 

(.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

(2) Pemberian 
Fasilitas bagi Pelaku 
Usaha Perikanan 
Skala Mikro dan Kecil 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Fasilitasi 
pelaku usaha 
perikanan yang 
diberikan 

1 240.000  1 245.700  1 251.500  1 257.600  1 263.800  

Jumlah lomba olahan 
ikan yang diadakan 1 45.000  1 50.000  1 50.000  1 55.000  1 55.000  

Jumlah pelaksanaan 
gemar makan ikan 1 45.000  1 50.000  1 50.000  1 55.000  1 55.000  

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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Dari uraian skema program penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan dasar seperti tertuang dalam tabel 7.16, dapat di rekap 

anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan sebagai berikut: 

Tabel 7.17 Rekap Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan 

No 
Perangkat Daerah 

Pelaksana 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Dinperpa 974.720.000 966.342.000 968.608.000 970.909.000 974.445.000 

2. DKP 963.250.000 1.211.300.000 1.229.850.000 1.260.950.000 1.280.550.000 
Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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12. Bidang Sosial 

Isu strategis penanggulangan kemiskinan bidang sosial didasarkan 

pada hasil analisis prioritas termasuk adanya pandemi Covid-19 adalah 

sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS); 

2. Ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

3. Masih rendahnya peran serta stake holder dalam penanganan 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 

Sasaran penanggulangan kemiskinan bidang sosial. yaitu 

Meningkatnya Layanan Penanganan Kemiskinan dengan indikator 

persentase penurunan warga miskin yang berada pada Desil 1 Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut target sasaran 

penanggulangan kemiskinan bidang sosial Kota Pekalongan tahun 2021-

2026. 

Tabel 7.18 Sasaran Akhir Bidang Sosial Penanggulangan Kemiskinan  
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 

No 
Sasaran Akhir (outcome/ 

impact/goals) 

Kondisi Awal Target 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Meningkatnya Penanganan kemiskinan 

1 Persentase Penurunan 
Warga Miskin (DTKS) 
Desil 1 

N/A 1 1 2 2.5 2.5 3 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 

Untuk mewujudkan sasaran akhir penanggulangan kemiskinan 

bidang sosial terdapat  3 program prioritas yang didukung oleh oleh Dinas 

Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.  Kondisi awal 

(tahun 2020) capaian indikator persentase penurunan warga miskin 

(DTKS) Desil 1 belum bisa dihitung dikarenakan indikator tersebut 

merupakan indikator baru yang akan dihitung mulai tahun 2021.  Program 

prioritas penanggulangan kemiskinan bidang sosial meliputi: 

1. Program Pemberdayaan Sosial 

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk 

menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial 

mempunyai daya. sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Sebagai upaya untuk menjadikan warga negara yang mengalami 

masalah sosial mempunyai daya. Pemerintah Kota Pekalongan 

melaksanakan program pemberdayaan sosial dengan indikator 

outcome berupa persentase potensi sumber kesejahateraan sosial  

yang diberdayakan. diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas 
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potensi dan sumber kesejahteraan sosial maka akan mampu 

berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 100%. Target capaian di tahun 

2021 adalah sebesar 42% dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 

75%. 

2. Program Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau 

pemberian pelayan baik secara mental. fisik. maupun sosial terhadap 

pengguna narkotika. penyandang cacat. lanjut usia terlantar. Tindakan 

pemulihan diberikan kepada orang yang dilayani sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan. 

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyandang 

disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial 

(gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 

luar panti. Capaian di tahun 2020 adalah sebesar 100%. Target 

capaian di tahun 2021 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2026 

ditargetkan sebesar 100%. 

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahakan untuk 

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan 

sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial 

yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program ini 

bertujuan untuk melindungi dan menjamin warga negaranya untuk 

memiliki kehidupan hidup dasar yang layak.  

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga miskin yang 

memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial. Capaian di 

tahun 2020 adalah sebesar 62.67%. Target capaian di tahun 2021 

adalah sebesar 60.45% dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 

54.49%. 

Berikut skema program dan target penanggulangan kemiskinann 

bidang sosial: 

 

 

 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-109 

Tabel 7.19 Skema Program dan Target Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sosial  
Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 

 

No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

1 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

Persentase potensi 
sumber kesejahteraan 
sosial yang 
diberdayakan (%) 

50 420.079 58 431.180 67 442.613 75 454.303 75 469.982 Persentase 
penurunan 

warga miskin 
(DTKS) Desil 1 

DINSOS 
P2KB 

(1) Pemberdayaan 
Sosial Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) 

Persentase keluarga 
miskin yang 
diberdayakan 

10 154.809 10 159.453 10 164.235 10 169.162 10 177.162 

Peningkatan Kapasitas 
dan Pendampingan 
KAT 

Jumlah bulan 
pendampingan 
program KUBE 

12 154.809 12 159.453 12 164.235 12 169.162 12 177.162 

(2) Pengembangan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
kelembagaan 
kesejahteraan sosial 
yang aktif (%) 

75 265.270 75 271.727 75 278.378 75 285.141 75 292.820 

(1) Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Pekerja Sosial 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah rakor 
pembinaan PSKS 
yang dilaksanakan 

6 86.520 6 89.115. 6 91.788 6 94.541. 6 97.520 
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

(2) Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah TKSK yang 
difasilitasi 

6 128.750 6 132.612 6 136.590 6 140.600 6 145.300 

2 PROGRAM 
REHABILITASI 
SOSIAL 

Persentase 
penyandang 
disabilitas terlantar, 
anak terlantar, lanjut 
usia terantar dan tuna 
sosial (gelandangan 
dan pengemis) yang 
terpenuhi kebutuhan 
dasarnya di luar panti 
(%) 

100 1.793.550 100 1.793.550 100 1.793.550 100 1.793.550 100 1.793.550 

(1) Rehabilitasi Sosial 
Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta 
Gelandangan 
Pengemis di Luar 
Panti Sosial 

Persentase PPKS 
(disabilitas, lanjut usia 
terlantar, serta 
gelandangan 
pengemis) yang 
mendapat pelayanan 
sosial 

100 1.723.550 100 1.723.550 100 1.723.550 100 1.723.550 100 1.723.550 
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

(1) Penyediaan 
Permakanan 

Jumlah anggota 
veteran dan ahli waris 
pejuang 3 okt yang 
mendapat bantuan 
sembako 

122 75.620 122 75.620 122 75.620 122 75.620. 122 75.620. 

Jumlah disabilitas 
yang mendapat 
bantuan sembako 

225 97.250 225 97.250 225 97.250 225 97.250 225 97.250 

Jumlah lansia yang 
mendapat bantuan 
sembako 

600 204.330 600 204.330 600 204.330 600 204.330 600 204.330 

(2) Penyediaan Alat 
Bantu 

Jumlah PMKS yang 
mendapat alat bantu 
(orang) 

11 38.500 11 38.500 11 38.500 11 38.500. 11 38.500 

Jumlah Wanita Rawan 
Sosial yang mendapat 
pelatihan (orang) 

10 30.000 10 30.000 10 30.000 10 30.000 10 30.000 

Jumlah Pelayanan 
Anak Rentan 
Kesejahteraan Sosial 
(kegiatan) 

1 26.850 1 26.850 1 26.850 1 26.850 1 26.850 

(3) Pemberian 
Pelayanan Reunifikasi 
Keluarga 

Jumlah kelayan yang 
dilayani (orang) 

83 60.000 83 60.000 83 60.000 83 60.000 83 60.000 

(4) Pemberian 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual, dan 

Jumlah bulan 
pelayanan PMKS di 
RPSBM 

12 435.000 12 435.000 12 435.000 12 435.000 12 435.000 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-112 

No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

Sosial Tenaga pendukung di 
RPSBM (orang) 

25 525.000 25 525.000 25 525.000 25 525.000 25 525.000 

Tenaga profesional di 
RPSBM (orang) 

5 111.000 5 111.000 5 111.000 5 111.000 5 111.000 

Jumlah fasilitasi 
kegiatan dalam 
peringatan Harlun 

1 65.000 1 65.000 1 65.000 1 65.000 1 65.000 

Jumlah keikutsertaan 
dalam kegtn HDI (Hari 
Disabilitas 
Internasional) (kali) 

1 55.000 1 55.000 1 55.000 1 55.000 1 55.000 

3 PROGRAM 
PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

Persentase keluarga 
miskin yang 
memperoeh 
perlindungan dan  
layanan Jaminan 
sosial (%) 

58, 
46 

1.085.150 56, 
69 

1.085.150 55, 
12 

1.085.150 53, 
73 

1.085.150 52, 
49 

1.085.150 

Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase graduasi 
KPM PKH (%) 

10 1.085.150 10 1.085.150 10 1.085.150 10 1.085.150 10 1.085.150 

(1) Pendataan Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah bulan fasilitasi 
BPNT 

12 190.925 12 190.925 12 190.925 12 190.925 12 190.925 

Jumlah bulan 
pelayanan SLRT 

12 354.800 12 354.800 12 354.800 12 354.800 12 354.800 
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No 
Program/ 
Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 

Indikator 
(Outcome/Output) 

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 

Sasaran 
Akhir 

Perangkat 
Daerah  2022 2023 2024 2025 2026 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

Jumlah dokumen 
database kemiskinan 
yang disusun 

1 190.925 1 190.925 1 190.925 1 190.925 1 190.925 

(2) Fasilitasi Bantuan 
Sosial Kesejahteraan 
Keluarga  

Jumlah bulan 
pendampingan PKH 

12 294.800 12 294.800 12 294.800 12 294.800 12 294.800 

Jumlah KPM PKH 
yang mendapat 
sosialisasi (orang) 

200 53.700 200 53.700 200 53.700 200 53.700 200 53.700 

4 PROGRAM 
PENANGANAN 
BENCANA 

Persentase korban 
bencana pada saat 
dan setelah tanggap 
darurat bencana 
yang mendapat 
perlindungan dan 
jaminan sosial (SPM) 

100 36.000 100 36.000 100 36.000 100 36.000 100 36.000 

Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam 
dan Sosial 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
perlindungan Sosial 
Korban Bencana 
Alam dan Sosial 

100 36.000 100 36.000 100 36.000 100 36.000 100 36.000 

Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan 

Jumlah bulan fasilitasi 
bantuan sosial bagi 
kelompok rentan 

12 36.000 12 36.000 12 36.000 12 36.000 12 36.000 

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 
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Dari uraian skema program penanggulangan kemiskinan bidang sosial dasar seperti tertuang dalam tabel 7.19, 

dapat di rekap anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan bidang sosial sebagai berikut: 

Tabel 7.20 Rekap Anggaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sosial 

No 
Perangkat Daerah 

Pelaksana 

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Dinsos P2KB Kota 
Pekalongan 

3.334.779.000 3.345.880.500 3.357.313.000 3.369.003.000 3.384.682.000 

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, tahun 2021 
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7.3 Sebaran kemiskinan di Kota Pekalongan 

Perangkat Daerah sebagai pengampu urusan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan prioritas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan 

perlu memperhatikan sebaran kemiskinan berdasarkan wilayah Kota 

Pekalongan dalam menetapkan sasaran intervensi program dan kegiatan 

disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Sasaran intervensi 

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan 

ditunjukkan berdasarkan indikator kemiskinan hasil Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan per Oktober 2020 sesuai 

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 401/786 Tahun 2020 Tanggal 30 

Oktober 2020 tentang Pengesahan Hasil Verifikasi dan Validasi Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 Tahap Kedua. Indikator 

kemiskinan hasil DTKS Kota Pekalongan tersebut antara lain 

7.3.1 Status Kesejahteraan 

Status kesejahteraan rumah tangga dikelompokkan ke dalam 

kelompok Desil atau kelompok persepuluhan persen yang menunjukan 

tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi desil menunjukkan 

status kesejahteraan yang semakin baik. Prioritas intervensi program 

penanggulangan kemiskinan daerah adalah berdasarkan status 

kemiskinan terendah pada 20% penduduk termiskin atau yang termasuk 

dalam kategori Desil I dan Desil II. Sebaran rumah tangga miskin sesuai 

kondisi kesejahteraan Desil I dan Desil II adalah sebagai berikut: 

1. Desil I 

Jumlah rumah tangga miskin yang termasuk dalam kategori Desil 

1 sebanyak 28.103 rumah tangga. Jika dilihat persebaran di tingkat 

Kecamatan. sebaran rumah tangga miskin Desil 1 tertinggi ada di 

wilayah kecamatan Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 8.074 

rumah tangga atau sebesar 28,73% dan yang terendah ada di wilayah  

Kecamatan Pekalongan Selatan sebanyak 5895 rumah tangga atau 

sebesar 20,97%. Sebaran per kelurahan dimana Kelurahan Bendan 

Kergon memiliki rumah tangga miskin dengan Desil 1 tertinggi yaitu 

sebanyak 1657 rumah tangga (5,9%) dan terendah pada Kelurahan 

Podosugih sebanyak 478 rumah tangga (1,7%). 

Terdapat 13 kelurahan dengan jumlah rumah tangga dalam kategori 

desil 1 yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan yaitu Bendan 

Kergon. Panjang Baru. Pasir Kraton Kramat. Panjang Wetan. 

Padukuhan Kraton. Setono. Kuripan Yosorejo. Krapyak. Buaran 

Kradenan. Jenggot. Noyontaansari. Kalibaros dan Kelurahan Pringrejo, 
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Adapun gambaran persebaran per kelurahan dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

Grafik 7.1. Sebaran Rumah Tangga Miskin Desil 1 berdasarkan 
Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

 

2. Desil 2 

Jumlah rumah tangga yang termasuk dalam kategori Desil 2 

sebanyak 4.626 rumah tangga. Sebaran kecamatan dengan jumlah 

rumah tangga miskin dalam kategori Desil 2 tertinggi adalah 

Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 1.555 rumah tangga atau 

sebesar 33,61% dan terendah di wilayah Kecamatan Pekalongan 

Selatan sebanyak 723 rumah tangga atau sebesar 15,62%. Sebaran 

per kelurahan dengan jumlah rumah tangga miskin dalam kategori 

Desil 2 tertinggi ada di Kelurahan Padukuhan Kraton sebanyak 343 

rumah tangga atau sebesar 7,41% dan terendah di wilayah Kelurahan 

Gamer sebanyak 74 rumah tangga atau sebesar 1,6%. 

Adapun gambaran persebaran per kelurahan dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

Grafik 7.2. Sebaran Rumah Tangga Miskin Desil 2 berdasarkan 
Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020. 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 
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Sebaran kelurahan dengan jumlah rumah tangga dalam kategori 

Desil 2 yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan sebanyak 10 

Kelurahan yaitu Padukuhan Kraton, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, 

Noyontaansari, Panjang Wetan, Setono, Degayu, Bendan Kergon, 

Kauman dan Kelurahan Pringrejo.  

3. Desil 3 

Jumlah rumah tangga yang termasuk dalam kategori Desil 3 

sebanyak 1.150 rumah tangga. Sebaran kecamatan dengan jumlah 

rumah tangga miskin yang masuk Desil 3 tertinggi adalah Kecamatan 

Pekalongan Utara sebanyak 406 rumah tangga atau sebesar 35,30% 

dan terendah pada Kecamatan Pekalongan Selatan sebanyak 152 

rumah tangga atau sebesar 13,21%. 

Adapun sebaran kelurahan dengan jumlah rumah tangga miskin 

dalam kategori Desil 3 tertinggi berada di wilayah Kelurahan Krapyak 

sebanyak 93 rumah tangga atau sebesar 8,09% dan terendah berada 

di wilayah Kelurahan Gamer sebanyak 15 rumah tangga atau sebesar 

1,3%.  Berikut grafik sebaran Desil 3 per kelurahan: 

Grafik 7.3. Sebaran Rumah Tangga Miskin Desil 3 berdasarkan 
Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020. 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Sebaran kelurahan dengan jumlah rumah tangga dalam kategori 

desil 3 yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan sebanyak 13 

kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, PasirKratonKramat, 

Noyontaansari, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Setono, Poncol, 

Degayu, Kandang Panjang, Panjang Baru, Kauman, Kuripan 

Kertoharjo dan Kelurahan Pringrejo.  

4. Desil 4 

Jumlah rumah tangga yang termasuk dalam kategori Desil 4 

sebanyak 972 rumah tangga. Sebaran kecamatan dengan jumlah 
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rumah tangga miskin dalam kategori Desil 4 tertinggi berada di 

Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 352 rumah tangga atau 

sebesar 36,21% dan terendah berada di wilayah Kecamatan 

Pekalongan Selatan sebanyak 123 rumah tangga atau sebesar 

12,65%. 

Sebaran kelurahan dengan jumlah rumah tangga miskin dalam 

kategori Desil 4 tertinggi berada di wilayah Kelurahan Krapyak 

sebanyak 94 rumah tangga atau sebesar 9,67% dan terendah berada 

di wilayah Kelurahan Jenggot sebanyak 10 rumah tangga atau 

sebesar 1,03%. 

Grafik 7.4. Sebaran Rumah Tangga Miskin Desil 4 berdasarkan 
Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020. 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Sebaran kelurahan dengan jumlah rumah tangga dalam kategori 

Desil 4 yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan ada 11 

Kelurahan antara lain  Kelurahan Krapyak, Padukuhan kraton, Pasir 

Kraton Kramat, Bendan Kergon, Panjang Wetan, Kauman, Poncol, 

Noyontaansari, Klego, Panjang Baru dan Kelurahan Kandang 

Panjang.  

5. Desil 4+ 

Jumlah rumah tangga yang termasuk dalam kategori Desil 4+ 

sebanyak 1.112 rumah tangga. Sebaran Kecamatan dengan jumlah 

rumah tangga miskin dalam kategori Desil 4+ yang tertinggi berada di 

wilayah  Kecamatan Pekalongan Utara sebanyak 432 rumah tangga 

atau sebesar 38,84% dan terendah berada di Kecamatan Pekalongan 

Selatan sebanyak 130 rumah tangga atau sebesar 11,69%.  

Sebaran Kelurahan dengan jumlah rumah tangga miskin dalam 

kategori Desil 4+ tertinggi berada di wilayah Kelurahan Krapyak 

sebanyak 124 rumah tangga atau sebesar 11,15% dan terendah 
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berada di wilayah Kelurahan Sokoduwet sebanyak 8 rumah tangga 

atau sebesar 0,72%. 

Grafik 7.5. Sebaran Rumah Tangga Miskin Desil 4+ berdasarkan 
Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020. 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Sebaran kelurahan dengan jumlah rumah tangga dalam kategori 

desil 4+ yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan sebanyak 11 

Kelurahan antara lain Kelurahan Krapyak, Padukuhan Kraton, 

Kauman, Panjang Wetan, Poncol, Noyontaansari, Panjang Baru, 

Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Klego dan Kelurahan Setono.  

8 Penduduk Menurut Kelompok Produktif dan Non Produktif 

Berdasarkan DTKS Kota Pekalongan per Oktober 2020 menurut 

jenis kelaminnya, penduduk miskin laki-laki sebanyak 61.781 jiwa 

(50,82%) lebih banyak dibandingkan penduduk miskin sebanyak 59.793 

jiwa (49,18%) 

Tabel 7.21 Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis 
Kelamin Kota Pekalongan tahun 2020 

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan 

<=9 th 4.882 4.861 

9-19 th 11.736 10.977 

19-29 th 12.562 10.580 

29-39 th 9.345 7.849 

39-49 th 9.060 9.834 

49-59 th 7.472 8.012 

59-64 th 2.878 3.135 

>=65 th 3.846 4.545 

Jumlah 61.781 59.793 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 
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1. Penduduk Kelompok Umur Non Produktif 

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan yang 

masuk dalam rentang usia non produktif (≤14 tahun dan ≥ 65 tahun) 

sebanyak 30.724 orang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 

15.188 orang ( 49,43%) dan penduduk perempuan sebanyak 15.536 

orang 50,56%). 

Jika dilihat dari kelompok usianya. penduduk dengan usia 

muda/tua lebih dominan dibandingkan dengan usia muda/tua. 

Sebaran jumlah penduduk miskin kelompok non produktif berdasarkan 

wilayah kelurahan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 7.6. Sebaran Penduduk Miskin Usia Non Produktif Laki-Laki 
Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas. sebaran penduduk miskin usia non 

produktif laki-laki terbanyak berada di wilayah Kelurahan 

PasirKratonKramat yaitu sebanyak 777 jiwa atau sebesar 5,11%. 

Sedangkan yang paling sedikit berada di wilayah Kelurahan 

Podosugih sebanyak 270 jiwa atau sebesar 1,78%. 

Terdapat 12 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan yaitu Kelurahan PasirKratonKramat, Krapyak, Bendan 

Kergon, Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, Panjang Baru, Kuripan 

Yosorejo. Noyontaansari, Setono, Pringrejo, Jenggot dan Kelurahan 

Kalibaros. 
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Grafik 7.7. Sebaran Penduduk Miskin Usia Non Produktif Perempuan 
Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik 7.7, sebaran penduduk miskin usia non 

produktif perempuan terbanyak berada di wilayah Kelurahan Bendan 

Kergon yaitu sebanyak 309 jiwa atau sebesar 7,16%. Sedangkan 

yang paling sedikit berada di wilayah Kelurahan Gamer sebanyak 73 

jiwa atau sebesar 1,69%. 

Terdapat 10 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan yaitu Kelurahan Bendan Kergon, PasirKratonKramat, 

Krapyak, Padukuhan Kraton, Panjang Baru, Noyontaansari, Buaran 

Kradenan, Panjang Wetan, Klego dan Kelurahan Degayu. 

Berdasarkan grafik 7.8. sebaran penduduk miskin usia non 

produktif dengan kategori usia muda terbanyak berada di wilayah 

Kelurahan Padukuhan Kraton yaitu sebanyak 1.219 jiwa atau sebesar 

5,23%. Sedangkan yang paling sedikit berada di wilayah Kelurahan 

Podosugih sebanyak 361 jiwa atau sebesar 1,58%. 

Terdapat 14 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan yaitu Kelurahan Padukuhan Kraton, Kuripan Yosorejo, 

PasirKratonKramat, Krapyak, Bendan Kergon, Panjang Baru, Panjang 

Wetan, Setono, Noyontaansari, Pringrejo, Kalibaros, Jenggot, Degayu 

dan Kelurahan Sapuro Kebulen. 
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Grafik 7.8. Sebaran Penduduk Miskin Usia Non Produktif Kategori 
Usia Muda (0-14 tahun) dan Jenis Kelamin  
Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan  

Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 
 

Grafik 7.9. Sebaran Penduduk Miskin Usia Non Produktif Kategori 
Usia Tua (≥ 65tahun) dan Jenis Kelamin Berdasarkan Kelurahan Kota 

Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik 7.9, sebaran penduduk miskin usia non 

produktif  dengan kategori usia tua terbanyak berada di wilayah 
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Kelurahan Bendan Kergon yaitu sebanyak 520 jiwa atau sebesar 

6,57% didominasi perempuan sebanyak 309 jiwa. Sedangkan yang 

paling sedikit berada di wilayah Kelurahan Gamer sebanyak 144 jiwa 

atau sebesar 1,82%. 

Terdapat 10 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan yaitu Kelurahan Bendan Kergon, PasirKratonKramat, 

Panjang Wetan, Krapyak, Panajang Baru, Noyontaansari, Padukuhan 

Kraton, Buaran Kradenan, Klego dan Kelurahan Setono dengan 

didominasi jenis kelamin perempuan yaitu 54,51% 

2. Penduduk Kelompok Umur Produktif 

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kota Pekalongan yang 

masuk dalam rentang usia produktif (15-65 tahun) sebanyak 4.290 

orang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.153 orang (50,18%) 

dan penduduk perempuan sebanyak  2.137orang (49,81%) 

Grafik 7.10. Sebaran Penduduk Miskin Usia Produktif Laki-Laki 

Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas. sebaran penduduk miskin usia 

produktif laki-laki terbanyak berada di wilayah Kelurahan 

PasirKratonKramat yaitu sebanyak 2.620 jiwa atau sebesar 5,59%. 

Sedangkan yang paling sedikit berada di wilayah Kelurahan 

Podosugih sebanyak 827 jiwa atau sebesar 1,76%. 

Terdapat 14 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan yaitu Kelurahan PasirKratonKramat, Bendan Kergon, 

Padukuhan Kraton, Krapyak, Panjang Baru, Panjang Wetan, Setono, 
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Noyontaansari, Kuripan Yosorejo, Jenggot, Pringrejo, Klego, Medono 

dan Kelurahan Buaran Kradenan. 

9 Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Usia Produktif dan 

Non Produktif 

1. Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Usia Produktif 

Pada tahun 2020 jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Kota 

Pekalongan yang masuk dalam rentang usia produktif (15-65 tahun) 

sebanyak 30.992 orang atau sebesar 86,18% dari seluruh Rumah 

Tangga Miskin yang ada. Menurut jenis kelaminnya, kepala rumah 

tangga laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 23.128 orang (77,01%) 

dibandingkan jumlah kepala rumah tangga perempuan sebanyak 

6,904 orang (22,98%). Adapun sebaran Kepala Rumah Tangga 

Produktif berdasarkan wilayah kelurahan dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

Grafik 7.11. Sebaran Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Usia Produktif 

berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber : DTKS Kota Pekalongan. 2020 

Dari grafik tersebut, sebaran Kepala Rumah Tangga Laki-Laki 

dengan Usia produktif paling banyak berada di wilayah Kelurahan 

PasirKratonKramat sebanyak 1.259 orang (5,44%) dan yang paling 

sedikit berada di wilayah Kelurahan Podosugih sebanyak 389 orang 

(1,68%). 

Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata Kota Pekalongan 

terdapat 13 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan. 
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Kelurahan tersebut adalah PasirKratonKramat, Padukuhan Kraton, 

Bendan Kergon, Panjang Baru, Krapyak, Panjang Wetan, Setono, 

Noyontaansari, Kuripan Yosorejo, Degayu, Pringrejo, Kalibaros dan 

Kelurahan Jenggot. 

Grafik 7.12. Sebaran Kepala Rumah Tangga Perempuan Usia 

Produktif Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Dari grafik tersebut. sebaran Kepala Rumah Tangga Perempuan 

dengan Usia produktif paling banyak berada di wilayah Kelurahan 

Bendan Kergon sebanyak 430 orang (6,22%) dan yang paling sedikit 

berada di wilayah Kelurahan Podosugih sebanyak 125 orang (1,82%). 

Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata Kota Pekalongan 

terdapat 11 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan. 

kelurahan tersebut adalah Kelurahan Bendan Kergon, Krapyak, 

Buaran Kradenan, PasirKratonKramat, Noyontaansari, Padukuhan 

Kraton, Panjang Wetan, Kuripan Yosorejo, Panjang Baru, Setono dan 

Kelurahan Medono. 

2. Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Usia Non Produktif 

Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin Kota Pekalongan Tahun 

2020 yang masuk dalam rentang usia non produktif (0-14 tahun dan 

≥65 tahun) sebanyak 5.913 orang atau sebesar 16,45% dari seluruh 

Rumah Tangga Miskin yang ada. Menurut jenis kelaminnya, kepala 

rumah tangga laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 3.289 orang 
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(55,62%) dibandingkan jumlah kepala rumah tangga perempuan 

sebanyak 2.624 orang (44,37%). 

Grafik 7.13. Sebaran Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Usia Non 
Produktif Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Dari grafik tersebut. sebaran kepala rumah tangga laki-laki dengan 

usia non produktif paling banyak berada di wilayah Kelurahan Panjang 

Wetan sebanyak 204 orang (6,20%) dan yang paling sedikit berada di 

wilayah Kelurahan Podosugih sebanyak 63 orang (1,91%). 

Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata Kota Pekalongan 

terdapat 10 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan. 

kelurahan tersebut adalah Kelurahan Panjang Wetan, Bendan 

Kergon, PasirKratonKramat, Panjang Baru, Krapyak, Noyontaansari, 

Padukuhan Kraton, Jenggot, Setono dan Kelurahan Poncol. 
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Grafik 7.14. Sebaran Kepala Rumah Tangga Perempuan Usia Non 
Produktif Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Dari grafik 7.14, sebaran Kepala Rumah Tangga Perempuan 

dengan Usia Non produktif paling banyak berada di wilayah Kelurahan 

Bendan Kergon sebanyak 195 orang (7,43%) dan yang paling sedikit 

berada di wilayah Kelurahan Gamer sebanyak 50 orang (1,90%). 

Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata Kota Pekalongan 

terdapat 13 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota Pekalongan. 

kelurahan tersebut adalah Kelurahan Bendan Kergon, 

PasirKratonKramat, Noyontaansari, Krapyak, Buaran Kradenan, 

Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, Klego, Jenggot, Setono, Panjang 

Baru, Poncol dan Kelurahan Degayu. 

Berdasarkan grafik 7.15, sebaran kepala rumah tangga miskin 

usia non produktif dengan kategori usia tua terbanyak berada di 

wilayah Kelurahan Bendan Kergon yaitu sebanyak 347 jiwa atau 

sebesar 6,71%. didominasi laki-laki sebanyak 55,59%. Sedangkan 

yang paling sedikit berada di wilayah Kelurahan Podosugih sebanyak 

126 jiwa atau sebesar 1,82%. 

Terdapat 10 kelurahan yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan yaitu Kelurahan Bendan Kergon, PasirKratonKramat, 

Panjang Wetan, Krapyak, Panjang Baru, Noyontaansari, Padukuhan 

Kraton, Buaran Kradenan, Poncol dan Kelurahan Setono. 
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Grafik 7.15 Sebaran Kepala Rumah Tangga Usia Non Produktif 

Kategori Usia Tua (≥ 65tahun) dan Jenis Kelamin Berdasarkan 

Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

 

10 Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan merupakan indikator yang mempengaruhi status 

kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendidikan individu dapat 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau besaran penerimaan upah 

baik sektor formal maupun non formal. Variabel tingkat pendidikan 

masyarakat salah satunya digambarkan dengan ijazah yang dimiliki oleh 

kepala rumah tangga. Tingkat pendidikan penduduk miskin menurut ijazah 

tertinggi yang dimiliki secara rinci adalah sebagai berikut: 
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Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Gambar 7.1 Diagram Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga 

Miskin Kota Pekalongan Tahun 2020 

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk 

miskin di Kota Pekalongan memiliki ijazah terakhir SD/MI sederajat 

sebanyak 14.611 .jiwa (43,63%) didominasi oleh penduduk dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 11.231 orang (76,86%) dibanding jenis kelamin 

perempuan sebanyak 3.380 orang (23,13%).  

Penduduk miskin tidak memiliki ijazah sebanyak 8.488 kepala rumah 

tangga atau sebanyak 25,34%. Sedangkan kepala rumah tangga yang 

memiliki ijazah SMP/sederajat sebanyak 6.077 atau sebesar 18,14%. 

kepala rumah tangga yang memiliki ijazah SMA/MA/sederajat sebanya 

4.078 orang atau sebesar 12,17%. kepala rumah tangga yang memiliki 

ijazah D1/D2/D3 sebanyak 128 orang atau sebesar 38%. kepala rumah 

tangga yang memiliki ijazah D4/S1 sebanyak 100 orang atau sebesar 

0,29% dan kepala rumah tangga miskin yang memiliki ijazah S2/S3 

sebanyak 4 orang atau sebesar 0,01%. Secara rinci dapat dilihat pada 

grafik sebagai berikut: 
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Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Gambar 7.2. Diagram Tingkat Pendidikan Penduduk Miskin Kota 
Pekalongan Tahun 2020 

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan program untuk 

memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Tantangan 

yang ada di Kota Pekalongan dalam hal pendidikan adalah masih 

tingginya penduduk miskin yang belum bisa menyelesaikan wajib belajar 

Sembilan tahun. sehingga program pelayanan pendidikan dasar dan 

pendidikan non formal kedepan harus terus ditingkatkan. 

11 Penduduk Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Usia 

11.3 Anak Tidak Sekolah Usia 3-6 Tahun 

Usia 3-6 tahun merupakan rentang usia pendidikan anak pada 

jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah penduduk miskin 

usia 3-6 tahun yang tidak sekolah sebanyak 3.862 anak. Anak tidak 

sekolah jenjang PAUD ini sebanyak 1.845 anak berjenis kelamin laki-

laki (47,77%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2017 

(52,22%). Berdasarkan sebaran kelurahan, kelurahan dengan anak 

tidak sekolah jenjang PAUD terbanyak ada di Kelurahan Krapyak 

sebesar 163 anak dan paling sedikit ada di Kelurahan Podosugih yaitu 

sebesar 64 anak. Gambaran persebaran anak tidak sekolah jenjang 

PAUD berdasarkan kelurahan Kota Pekalongan terinci dalam grafik 

sebagai berikut: 
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Grafik 7.16. Anak Tidak Sekolah Usia 3-6 Tahun Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

 

11.4 Anak Tidak Sekolah Usia 7-12 Tahun 

Usia 7-12 tahun merupakan usia pendidikan anak pada jenjang 

Sekolah Dasar pada SD/Sederajat. Jumlah penduduk miskin usia 7-12 

tahun yang tidak sekolah sebanyak 3.234 anak. anak tidak sekolah 

jenjang Sekolah Dasar pada SD/Sederajat ini sebanyak 1.747 anak 

berjenis kelamin laki-laki (54,02%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 1.487 anak (45,98%). Berdasarkan sebaran 

kelurahan, kelurahan dengan anak tidak sekolah jenjang Sekolah 

Dasar pada SD/Sederajat terbanyak berada di Kelurahan Padukuhan 

Kraton sebesar 202 anak dan paling sedikit ada di Kelurahan Gamer 

yaitu sebesar 38 anak. Gambaran persebaran anak tidak sekolah 

jenjang Sekolah Dasar pada SD/Sederajat berdasarkan kelurahan 

Kota Pekalongan terinci dalam grafik sebagai berikut: 
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Grafik 7.17. Sebaran Anak Tidak Sekolah Kelompok Umur 7-12 tahun 
Per Jenis Kelamin Berdasarkan Kelurahan  

Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

 

11.5 Anak Tidak Sekolah Usia 13-15 Tahun 

Usia 13-15 tahun merupakan usia pendidikan anak pada jenjang 

Pendidikan Menengah Pertama pada SMP/Sederajat. Jumlah 

penduduk miskin usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di 

SMP/Sederajat sebanyak 340 anak. Anak tidak sekolah pada jenjang 

Pendidikan Menengah Pertama ini sebanyak 200 anak yang berjenis 

kelamin laki-laki (58,82%) dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 140 anak (41,18%). Persebaran penduduk miskin tidak 

sekolah usia 13-15 tahun pada jenjang pendidikan menengah pertama 

seperti tergambar dalam grafik berikut: 
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Grafik 7.18. Sebaran Anak Tidak Sekolah Kelompok Umur 13-15 

tahun Per Jenis Kelamin Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan 

Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan sebaran kelurahan, kelurahan dengan anak tidak 

sekolah jenjang Pendidikan Menengah Pertama terbanyak berada di 

Kelurahan Kuripan Yosorejo sebesar 67 anak dan paling sedikit ada di 

Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Bandengan yaitu sebesar 0 anak. 

11.6 Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 Tahun 

Usia 16-18 tahun merupakan usia pendidikan anak pada jenjang 

Pendidikan Menengah Atas pada SMA/Sederajat. Jumlah penduduk 

miskin usia 16-18 tahun yang tidak sekolah di SMA/Sederajat 

sebanyak 369 anak. Persebaran penduduk miskin tidak sekolah usia 

16-18 tahun pada jenjang Pendidikan Menengah Atas seperti 

tergambar dalam grafik berikut: 
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Grafik 7.19. Sebaran Anak Tidak Sekolah Kelompok Umur 16-18 
tahun Per Jenis Kelamin Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan 

Tahun 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Berdasarkan sebaran kelurahan, kelurahan dengan anak tidak 

sekolah jenjang Pendidikan Menengah Atas terbanyak berada di 

Kelurahan Kuripan Yosorejo sebesar 64 anak dan paling sedikit ada di 

Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Gamer yaitu sebesar 0 anak. 

12 Penduduk Miskin dengan Penyakit Kronis 

Penyakit kronis adalah gangguan kesehatan yang berlangsung lama. 

biasanya lebih dari 1 tahun. Beberapa jenis penyakit kronis antara lain 

hipertensi, jantung, asma, diabetes, TBC, gagal ginjal, paru-paru, stroke, 

kanker dan lain sebagainya. Jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan 

yang memiliki penyakit kronis adalah sebanyak 2.314 (laki-laki sebanyak 

997 dan perempuan sebanyak 1.317). Adapun jumlah penduduk miskin 

yang mempunyai penyakit kronis menurut jenis kelamin dapat 

digambarkan pada Grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-135 

Grafik 7.20. Jumlah Penduduk Miskin dengan Penyakit Kronis 

Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki di Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk miskin 

dengan jenis kelamin laki-laki di Kota Pekalongan menderita penyakit 

kronis sebanyak 997 jiwa atau 36,92% dari seluruh penduduk miskin 

dengan penyakit kronis. Sedangkan penduduk miskin perempuan yang 

menderita penyakit kronis sebanyak 1.317 jiwa atau 48,78% dari seluruh 

penduduk miskin yang menderita penyakit kronis. 

Kemudian apabila dilihat dari sebaran menurut kelurahan maka 

kelurahan dengan jumlah penduduk miskin pengidap penyakit kronis 

tertinggi berada di wilayah Kelurahan Kandang Panjang sebanyak 207 

jiwa (8,94%) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 92 jiwa 

dan penduduk perempuan sebanyak 115 jiwa. Sedangkan Kelurahan 

dengan jumlah penduduk miskin pengidap penyakit kronis terendah 

berada di wilayah Kelurahan Tirto sebanyak 27 jiwa (1,16%) dengan 

rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 13 jiwa. 

Gambaran persebaran di masing-masing wilayah kelurahan dapat 

dilihat pada grafik berikut: 
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Grafik 7.21. Sebaran Penduduk Miskin Dengan Penyakit Kronis Per 

Jenis Kelamin Perempuan Berdasarkan Kelurahan Kota Pekalongan 

Tahun 2020 

 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

 

13 Penduduk Miskin dengan Kebutuhan Khusus (Diffabel) 

Penduduk miskin Kota Pekalongan dengan kebutuhan khusus 

(diffabel) masih cukup tinggi yaitu sebesar 1.002 jiwa atau sebesar 0,82% 

terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 566 

(56,49%) dan penduduk diffabel perempuan sebanyak 436 jiwa (43,51%). 

Sebagian besar penduduk miskin dengan jenis kebutuhan khusus (diffabel) 

didominasi oleh tuna daksa sebanyak 263 jiwa (26,2%), diikuti dengan cacat 

mental/retardasi sebanyak 220 jiwa (21,96%) dan yang terendah yaitu tuna 

netra, rungu dan wicara sebanyak 7 jiwa (0,7%). Pemberdayaan kaum 

diffabel di Kota Pekalongan menjadi salah satu perhatian baik bagi 

pemerintah daerah maupun pihak non pemerintah. Pemberdayaan yang 

telah dilakukan selama ini bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan 

dasar tetapi juga dalam rangka pemberdayaan ekonomi karena dari 

jumlahnya penyandang disabilitas di Kota Pekalongan, mayoritas masih 

hidup dalam kemiskinan.  

Adapun gambaran sebaran penduduk miskin dengan kebutuhan 

khusus (diffabel) berdasarkan wilayah kelurahan dan jenis kelamin laki-

laki seperti tergambar dalam grafik berikut : 
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Grafik 7.22. Sebaran Penduduk Miskin dengan Kebutuhan Khusus 
Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin Laki-Laki  

Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Grafik 7.23. Sebaran Penduduk Miskin dengan Kebutuhan Khusus 
Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin Perempuan  

Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Berdasarkan grafik di atas, sebaran kelurahan dengan penduduk 

yang berkebutuhan khusus (laki-laki dan perempuan) yang tertinggi 

berada di wilayah Kelurahan Krapyak sebanyak 78 jiwa (7,78%) disusul 

Kelurahan Sapuro Kebulen sebanyak 53 jiwa (5,29%) dan kelurahan 

dengan penduduk miskin berkebutuhan khusus yang terendah berada di 

wilayah Kelurahan Kuripan Kertoharjo sebanyak 20 jiwa (2%). 
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14 Ketenagakerjaan 

Dalam ketenagakerjaan ada beberapa indikator yang dianalisis 

antara lain penduduk miskin usia produktif dengan status pekerjaan, 

status pekerjaan kepala rumah tangga dan Jenis pekerjaan dari penduduk 

miskin tersebut. 

14.3 Penduduk Miskin Usia Produktif dengan Status Pekerjaan 

Penduduk Miskin dengan usia produktif (15-65 tahun) di Kota 

Pekalongan sebanyak 88.251 jiwa dengan status bekerja sebanyak 

46.252 jiwa (52,40%) dan tidak bekerja sebanyak 41.999 jiwa 

(47,59%). Sebagian besar penduduk miskin usia produktif yang tidak 

bekerja didominasi oleh penduduk perempuan sebanyak 26.815 jiwa 

(63,84%) dibanding penduduk laki-laki sebesar 15.184 jiwa (36,15%). 

Adapun sebaran penduduk miskin usia produktif yang tidak 

bekerja berdasarkan wilayah kelurahan tergambar pada grafik sebagai 

berikut: 

Grafik 7.24. Sebaran Penduduk Miskin Usia Produktif (15-65 tahun) 

Jenis Kelamin Laki-Laki yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelurahan 

Kota Pekalongan Tahun 2020. 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelurahan dengan 

penduduk miskin usia produktif yang tidak bekerja tertinggi ada di 

wilayah Kelurahan Kuripan Yosorejo dan Kelurahan Krapyak yaitu 

masing-masing sebanyak 802 jiwa (5,28%) disusul urutan selanjutnya 

yaitu Kelurahan Bendan Kergon sebanyak 780 jiwa (5,13%) dan 

urutan terendah berada di wilayah Kelurahan Gamer sebanyak 222 

jiwa (1,46%). 
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Grafik 7.25. Sebaran Penduduk Miskin Usia Produktif (15-65 tahun) 
Jenis Kelamin Perempuan yang Tidak Bekerja Berdasarkan 

Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber : DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelurahan dengan 

penduduk miskin usia produktif yang tidak bekerja jenis kelamin 

perempuan tertinggi ada di wilayah Kelurahan Panjang Wetan 

sebanyak 1.404 jiwa (5,23%) disusul urutan selanjutnya yaitu 

Kelurahan Panjang Baru sebanyak 1.348 jiwa (5,02%) dan urutan 

terendah berada di wilayah Kelurahan Gamer sebanyak 440 jiwa 

(1,64%). 

14.4 Kepala Rumah Tangga Usia Produktif dengan Status Pekerjaan 

Kepala rumah tangga miskin dengan usia produktif (15-65 tahun) 

di Kota Pekalongan sebanyak 88.251 jiwa dengan status bekerja 

sebanyak jiwa (52,40%) dan tidak bekerja sebanyak 41.999 jiwa 

(47,59%). Sebagian besar kepala rumah tangga miskin usia produktif 

yang bekerja didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 30.225 

jiwa (65,34%) dibanding kepala rumah tangga perempuan sebesar 

16.027 jiwa (34,65%). 

Adapun sebaran kepala rumah tangga miskin usia produktif yang 

bekerja berdasarkan wilayah kelurahan tergambar pada grafik sebagai 

berikut: 

 



Dokumen RPKD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026  |  VII-140 

Grafik 7.26. Sebaran Kepala Rumah Tangga Miskin Usia Produktif 
(15-65 tahun) yang Bekerja Berdasarkan Kelurahan  

Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelurahan dengan kepala 

rumah tangga miskin usia produktif yang bekerja tertinggi ada di 

wilayah Kelurahan Kuripan Yosorejo yaitu sebanyak 2.130 jiwa 

(5,07%) disusul urutan selanjutnya yaitu Kelurahan Krapyak sebanyak 

2.115 jiwa (5,03%) dan urutan terendah berada di wilayah Kelurahan 

Gamer sebanyak 662 jiwa (1,57%) 

14.5 Jenis Pekerjaan Penduduk Miskin 

Menurut jenis lapangan pekerjaannya. penduduk miskin usia 

produktif yang bekerja sebagian besar bekerja di sektor Industri 

Pengolahan yaitu sebanyak 17.029 jiwa atau 18,88% dari seluruh 

penduduk miskin usia produktif yang bekerja. Sedangkan yang paling 

sedikit bekerja di sektor perkebunan yaitu sebanyak 26 jiwa atau 

0,03%. Berikut rincian penduduk miskin usia produktif bekerja 

berdasarkan jenis lapangan usahanya: 
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   Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021 

Gambar 7.3 Penduduk Miskin Usia Produktif Bekerja Berdasarkan 
Jenis Lapangan Usaha Kota Pekalongan Tahun 2020 

 
14.6 Anak Usia Sekolah (3-18 tahun) yang Bekerja 

Anak Usia Sekolah yang bekerja di Kota Pekalongan pada tahun 

2020 sebanyak 214 anak atau sebesar 2,87 % dari total anak usia 

sekolah umur 3-18 tahun di Kota Pekalongan. 

Grafik 7.27. Anak Usia Sekolah yang Bekerja  
di Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 
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15 Sanitasi 

Sanitasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan. Sanitasi atau jamban yang layak merupakan jamban yang 

memiliki sistem pembuangan limbah dan tidak mencemari lingkungan. 

Kekurangan akses terhadap sanitasi/jamban yang dialami masyarakat 

miskin menggambarkan kurang maksimalnya pelayanan sanitasi dan 

masihnya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sanitasi dan 

dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sanitasi 

buruk berakibat pula pada kesehatan lingkungan dan berpengaruh kepada 

penurunan kualitas hidup masyarakat miskin. Terdapat beberapa indikator 

pokok dalam sanitasi yaitu jenis tempat buang air besar dan jenis tempat 

pembuangan akhir tinja. 

1. Penggunaan Fasilitas Jenis tempat pembuangan akhir tinja 

Dilihat dari pelayanan akses sanitasi masih terdapat beberapa 

kelurahan yang tidak memiliki akses tempat buang akhir tinja yang 

layak. Sebanyak 2.346 rumah tangga tidak memiliki sanitasi. Berikut 

grafik data kelurahan yang tidak memiliki sanitasi berdasarkan 

kelurahan di Kota Pekalongan: 

Grafik 7.28. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Memiliki 
Sanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas. kelurahan dengan rumah tangga 

miskin yang tidak memiliki sanitasi di atas rata-rata adalah Kelurahan 

Degayu, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, PasirKratonKramat, 

Bandengan, Kandang Panjang, Kalibaros, Gamer dan Kelurahan 
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Tirto. Sementara itu, kelurahan dengan jumlah rumah tangga miskin 

yang tidak memiliki sanitasi di bawah rata-rata adalah Kelurahan 

Bendan Kergon, Setono, Krapyak, Sokoduwet, Noyontaansari, 

Pringrejo, Banyurip, Kuripan Yosorejo, Sapuro Kebulen, Jenggot, 

Kuripan Kertoharjo, Buaran Kradenan, Medono, Poncol, Klego, 

Kauman dan Kelurahan Podosugih. 

16 Status Kepemilikan Tempat Tinggal  

Kepemilikan tempat tinggal merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan sebagai salh satu kebutuhan pokok manusia yaitu 

kebutuhan papan. selain kebutuhan sandang dan pangan. Kepemilikan 

tempat tinggal masyarakat telah tinggal masyarakat telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (UU-PKP) yang menyatakan bahwa negara bertanggung 

jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat bisa bertempat 

tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam 

perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh 

wilayah Indonesia. Pemenuhan terhadap kebutuhan perumahan tentunya 

bukan hal yang mudah mengingat pertumbuhan penduduk semakin 

meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan maupun 

perumahan. Kondisi status kepemilikan tempat tinggal yang ada di Kota 

Pekalongan adalah sebagai berikut: 

16.3 Status Kepemilikan Tempat Tinggal Bebas Sewa dan Lainnya 

Berikut grafik sebaran kelurahan dengan status kepemilikan 

tempat tinggal bebas sewa dan lainnya Kota Pekalongan tahun 2020: 
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Grafik 7.29. Sebaran Status Kepemilikan Tempat Tinggal Bebas Sewa 

dan Lainnya di Kota Pekalongan Tahun 2020 

 Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas, sebaran status kepemilikan tempat 

tinggal bebas sewa dan lainnya di atas rata-rata adalah Kelurahan 

Pasirkratonkramat, Panjang Wetan, Klego, Padukuhan Kraton, 

Krapyak, Noyontaansari, Degayu, Bandengan, Setono, Kauman dan 

Kelurahan Kandang Panjang. Sedangkan sebaran status kepemikian 

tempat tinggal bebas sewa dan lainnya di bawah rata-rata yaitu 

Kelurahan Panjang Baru, Poncol, Medono, Kuripan Yosorejo, Sapuro 

Kebulen, Jenggot, Podosugih, Sokoduwet, Kuripan Kertoharjo, 

Gamer, Pringrejo, kalibaros, Buaran Kradenan, Banyurip, Tirto dan 

Kelurahan Bendan Kergon. 

16.4 Status Kepemilikan Tempat Tinggal Kontrak/Sewa 

Sebaran kelurahan dengan status kepemilikan tempat tinggal 

bebas sewa dan lainnya Kota Pekalongan tahun 2020 seperti 

tergambar pada grafik berikut: 
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Grafik 7.30. Sebaran Status Kepemilikan Tempat Tinggal 
Kontrak/Sewa di Kota Pekalongan Tahun 2020 

 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan data di atas, sebaran status kepemilikan tempat 

tinggal kontrak/sewa di atas rata-rata yaitu Kelurahan Kuripan 

Yosorejo, Kalibaros, Buaran Kradenan, PasirKratonKramat, Klego, 

Podosugih, Degayu, Bendan Kergon, Noyontaansari dan Kelurahan 

Banyurip. Sedangkan sebaran status kepemilikan tempat tinggal 

kontrak/sewa di bawah rata-rata yaitu Kelurahan Tirto, Sapuro 

Kebulen, Kuripan Kertoharjo, Sokoduwet, Panjang Wetan, 

Padukuhan Kraton, Gamer, Medono, Pringrejo, Jenggot, Krapyak, 

Panjang Baru, Setono, Bandengan, Kauman, Kandang Panjang dan 

Kelurahan Poncol. 

17 Sumber Air Minum Utama 

Untuk mengukur kemiskinan baik kemiskinan secara makro maupun 

mikro adalah mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 

needs approach). Salah satu kebutuhan dasar tersebut yaitu terkait akses 

air minum bersih. Selain sebagai kebutuhan dasar, akses terhadap air 

minum juga sangat mempengaruhi kesehatan, keselamatan dan kualitas 

hidup masyarakat miskin. Rumah tangga masyarakat miskin dikatakan 

mempunyai akses air minum bersih jika sumber air minum berasal dari air 

kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung serta 

mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan 

limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10m. Adapun sebaran wilayahnya adalah 

sebagai berikut: 
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Grafik 7.31. Sebaran Rumah Tangga Miskin dengan Akses Air Minum 
Menggunakan Sumur Tak Terlindung Berdasarkan Kelurahan  

di Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas, sebaran kelurahan dengan rumah tangga 

miskin dengan akses air minum menggunakan sumur tak terlindung yang 

berada di atas rata-rata Kota Pekalongan sebanyak 9 kelurahan antara 

lain Kelurahan Kandang Panjang, Setono, Medono, Noyontaansari, 

Sokoduwet, Kalibaros, Poncol, Tirto dan Kelurahan Kauman.  

18 Sumber Penerangan Utama 

Kebutuhan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar rumah 

tangga karena hampir sebagian besar aktivitas di rumah tangga 

membutuhkan listrik untuk penerangan, pompa air, memasak, komunikasi 

dan lain sebagainya. Adapun sebaran rumah tangga dengan sumber 

penerangan utamanya bukan listrik adalah sebagai berikut: 
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Grafik 7.32. Sebaran Rumah Tangga Miskin Dengan Sumber 
Penerangan Utama Bukan Listrik Berdasarkan Kelurahan  

Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas, sebaran kelurahan dengan rumah tangga 

miskin dengan sumber penerangan utama bukan listrik yang berada di 

atas rata-rata Kota Pekalongan sebanyak 9 kelurahan yaitu Kelurahan 

Kuripan Yosorejo, Setono, Krapyak, Noyontaansari, Bendan Kergon, 

Kalibaros, Padukuhan Kraton, Buaran Kradenan dan Kelurahan 

PasirKratonKramat.  

19 Bahan Bakar untuk Memasak  

Sebagian besar rumah tangga miskin di Kota Pekalongan memasak 

menggunakan gas LPG 3 kg  yaitu sebanyak 29.737 rumah tangga 

(82,69%) disusul urutan kedua memasak dengan menggunakan kayu 

bakar sebanyak 1.465 rumah tangga (4,07%). Sedangkan yang paling 

sedikit memasak menggunakan briket/arang sebanyak 6 rumah tangga 

(0,01%). 

Faktor utama yang mempengaruhi pilihan rumah tangga miskin 

menggunakan kayu bakar maupun briket/arang sebagai jenis bahan bakar 

utama untuk memasak adalah kemampuan untuk membeli gas LPG 3 kg 

dan kemampuan membeli kompor gas disamping karena kebiasaan 

menggunakan kompor tungku kayu dan kemudahan untuk mendapatkan 

ketersediaan kayu bakar. Namun penggunaan kayu bakar/arang sebagai 

bahan bakar utama untuk memasak dapat mengakibatkan terjadinya 

polusi udara di dalam rumah yang disebabkan oleh asap yang 

mengandung racun dikarenakan pembakaran tidak sempurna dari bahan 

bakar padat.  Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan lingkungan 

rumah dan kesehatan individu setiap anggota rumah tangga. Berikut 
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sebaran kelurahan dengan rumah tangga miskin yang menggunakan 

bahan bakar utama kayu bakar. 

Grafik 7.33. Sebaran Rumah Tangga Miskin yang Memasak 
Menggunakan Kayu Bakar Berdasarkan Kelurahan  

Kota Pekalongan Tahun 2020 

Sumber: DTKS per Oktober 2020 diolah. 2021. 

Berdasarkan grafik di atas, sebaran kelurahan dengan rumah tangga 

yang masih menggunakan kayu bakar yang berada di atas rata-rata Kota 

Pekalongan sebanyak 7 kelurahan yaitu Kelurahan Degayu, Setono, 

Bandengan, PasirKratonKramat, Sapuro Kebulen, Kuripan Yosorejo dan 

Kelurahan Panjang Baru. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 
 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(RPKD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen dari para pemangku 

kepentingan terhadap kebijakan pencapaian penurunan angka kemiskinan 

yang merupakan salah satu isu global. Dimana dalam Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals 

(SDGs) disebutkan bahwa pada tahun 2030, mengurangi setidaknya 

setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, 

yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. Pada tingkat Nasional 

dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Ekonomi Makro terkait angka 

kemiskinan, ditargetkan pada tahun 2024 menurun menjadi 6,0-7,0%. 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam 

RPJMD Tahun 2018-2023 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 

7,48-6,48%. Pemerintah Kota Pekalongan pada akhir periode RPJMD 

Kota Pekalongan 2021-2026 ditetapkan target penurunan angka 

kemiskinan menjadi 5,89%.  

Oleh karena itu, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kota Pekalongan diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota 

Pekalongan dalam menentukan prioritas pembangunan hingga 

berakhirnya periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 

terutama dalam penanggulangan kemiskinan.  

Implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota 

Pekalongan Tahun 2021-2026 dapat terwujud apabila ada komitmen 

dalam koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan/sub kegiatan antar 

Perangkat Daerah serta para pemangku kepentingan. Hal ini penting 

mengingat masalah kemiskinan bersifat komplek dan saling terkait satu 

dengan lainnya, terutama bidang kesehatan, pendidikan, 

ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan, serta kondisi 

luar biasa akibat adanya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 hingga saat 

ini, dan sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia yang 

tentunya akan berakibat bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota 

Pekalongan.  
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Harapannya, program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan 

bukan hanya secara pragmatis namun benar-benar mengentaskan 

masyarakat  dari kemiskinan secara berkelanjutan. Semoga pengerahan 

sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan akan lebih tepat sasaran guna mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan. 
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